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Prakata Editor 
 

 

Manajemen pastoral berperan sangat penting dalam Gereja 

Katolik. Sebuah manajemen yang baik dan kontekstual sedang 

dinantikan oleh Gereja sebagai tubuh mistik Kristus di tengah 

era modern sehingga pewartaan Kabar Baik dapat berjalan 

dengan lebih efektif dan efisien. Menyadari penting dan 

kemendesakannya, buku ini berusaha menyajikan sebuah 

pandangan holistik tentang manajemen pastoral Katolik. 

Buku ini diawali dengan menjelaskan dasar-dasar 

manajemen pastoral. Manajemen berasal dari dua patah kata 

dalam bahasa Latin, yaitu manus yang berarti tangan dan agere 

yang berarti berbuat. Berdasarkan tinjauan etimologis itu, kata 

manajemen dapat diartikan sebagai tindakan mengelola sesuatu 

dengan bantuan tangan manusia. Kata manajemen mengandung 

arti sebagai seni atau proses memimpin dan mengatur suatu 

kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Gereja, 

manajemen pastoral berarti proses memimpin dan mengatur 

umat serta sumber daya Gereja agar dapat mencapai misi Gereja 

yaitu keselamatan jiwa. Dalam manajemen ini termuat semangat 

pelayanan demi kemanusiaan. 

Manajemen pastoral mencakup berbagai aspek penting 

seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan kegiatan pastoral. Semua ini dilakukan dengan 

tuntunan Roh Kudus berdasarkan iman Katolik. Tujuan 

manajemen ini adalah perwujudan Kerajaan Allah di dunia.  

Buku ini menyajikan manajemen pastoral dalam perspektif 

holistik, yang melihat realitas sebagai satu kesatuan utuh yang 

saling terkait. Manajemen pastoral tidak bisa dipisahkan dari 

iman, spiritualitas, dan karya Roh Kudus dalam Gereja. Juga 

tidak terlepas dari konteks sosial-budaya, ekonomi, dan politik 

yang sedang dihadapi umat. 
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Pendekatan holistik sangat penting karena Gereja sendiri 

adalah misteri, yaitu persekutuan antara yang ilahi dan yang 

insani. Maka manajemen pastoral pun harus memperhatikan 

dimensi ilahi dan insani secara integral. Dimensi ilahi tampak 

dalam karya Roh Kudus yang memimpin dan menguduskan 

Gereja. Dimensi insani tampak dalam pelayanan yang dilakukan 

oleh manusia berdosa yang dipanggil untuk bekerja sama 

dengan karya Allah. 

Buku ini mengupas tuntas berbagai aspek manajemen 

pastoral dengan pendekatan holistik. Dimulai dari landasan 

teologis manajemen pastoral yaitu ekklesiologi Konsili Vatikan II 

yang melihat Gereja sebagai Sakramen Keselamatan. Ini 

memberi dasar bahwa manajemen pastoral harus dipandu oleh 

iman dan spiritualitas. 

Kemudian dibahas secara mendalam manajemen sumber 

daya manusia Gereja, termasuk rekruitmen dan pengembangan 

klerus, awam, dan relawan. Lalu manajemen program-program 

pastoral paroki seperti katekese, liturgi, kegiatan karitatif, 

organisasi kepemudaan, dan lain-lain. Juga dibahas manajemen 

keuangan, sarana-prasarana, komunikasi, dan hal-hal teknis 

lainnya. 

Pengorganisasian pastoral juga mendapat pembahasan 

panjang lebar, mulai dari struktur organisasi di tingkat 

keuskupan, dekenat, paroki, sampai ke lingkungan/stasi. Peran 

dan keterlibatan awam sebagai subjek aktif dalam misi Gereja 

menjadi pokok bahasan penting. Dalam semuanya, senantiasa 

ditekankan semangat komunio dan partisipasi sesuai ajaran 

Konsili Vatikan II. 

Buku ini dilengkapi dengan contoh-contoh konkret dan 

studi kasus implementasi manajemen pastoral. Pembaca diajak 

untuk belajar dari praktik-praktik baik yang berhasil maupun 

gagal. Semua itu untuk memperoleh wawasan yang lebih 

komprehensif. 
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Melalui pembahasan yang mendalam dan kontekstual, 

buku ini sangat layak menjadi referensi utama untuk 

mempelajari manajemen pastoral Katolik di Indonesia. Buku ini 

penting dibaca oleh para imam, Katekis, biarawan dan biarawati, 

serta  rasul awam Katolik yang terlibat dalam pelayanan Gereja. 

Juga berguna bagi mahasiswa teologi dan siapa pun yang 

concern terhadap pengelolaan organisasi Gereja. 

Dengan memahami manajemen pastoral secara utuh, 

diharapkan pelayanan Gereja dapat semakin efektif dalam 

menjangkau dan melayani umat. Optimalisasi sumber daya agar 

terfokus pada misi Gereja yaitu menghadirkan Kerajaan Allah, 

menjadi inti dari manajemen pastoral yang baik. Semua 

dilakukan dalam semangat kasih, keadilan, dan kesetiaan pada 

Injil. 

Kiranya buku ini dapat menjadi referensi berguna bagi 

semua pihak yang menghendaki pelayanan pastoral yang 

excellence demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa. Peranan 

Roh Kudus sangat penting, karena pada akhirnya manajemen 

yang paling sempurna pun tidak akan berhasil tanpa bimbingan 

dan urapan-Nya. Marilah kita bekerja keras dengan disertai doa 

agar karya penginjilan Gereja semakin berbuah lebat. 

 

 

Pontianak, 4 Oktober 2024 

 

 

Prof. Dr. William Chang 

 

Editor
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Prakata Penulis 
 

Sebagai seorang rohaniwan, saya telah menyaksikan betapa 

kompleksnya tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dan 

memelihara komunitas iman. Manajemen pastoral bukanlah 

sekadar menyangkut pengaturan kegiatan liturgi dan 

administratif Gereja, melainkan sebuah panggilan untuk 

menghayati iman secara mendalam dan menghadirkan kasih 

Kristus bagi umat yang dipercayakan. 

Buku Manajemen Pastoral Katolik Sebuah Pandangan 

Holistik hadir sebagai sebuah karya yang berupaya menjawab 

tantangan-tantangan tersebut. Buku ini tidak hanya membahas 

aspek-aspek teknis pengelolaan Gereja, namun juga 

menekankan pentingnya dimensi spiritual, emosional, dan 

relasional dalam pelayanan pastoral. Penulis mengajak para 

pembaca, khususnya para gembala, untuk memandang tugas 

pastoral sebagai suatu panggilan hidup yang menuntut 

keseimbangan antara kompetensi profesional dan kematangan 

iman. 

Melalui buku ini, pembaca akan diajak untuk 

merefleksikan kembali identitas dan peran sebagai seorang 

gembala umat. Bagaimana seorang gembala dapat menjadi 

teladan iman bagi umat, membina persekutuan yang utuh, serta 

menjadi saluran kasih Allah bagi mereka yang membutuhkan. 

Penulis juga menyoroti pentingnya pengembangan diri, baik 

secara personal maupun profesional, agar para gembala dapat 

melayani dengan efektif dan penuh kasih. 

Saya berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi 

bagi para gembala, baik yang baru memulai maupun yang sudah 

berpengalaman. Semoga melalui pembacaan buku ini, 

mengingatkan kita akan keagungan tugas pastoral dan 

terpanggil untuk mewujudkan Kerajaan Allah di tengah-tengah 

dunia. 

Selamat membaca! 
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Motto 

 

Memimpin dengan Hati,  

Membangun dengan Iman 
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Ringkasan 
 

Buku ini hadir untuk memberikan pandangan holistik 

tentang manajemen pastoral Gereja Katolik di Indonesia. Penulis 

mengawali dengan menjelaskan pengertian manajemen pastoral 

itu sendiri. Manajemen berasal dari kata kerja Latin manus 

agere yang artinya memimpin. Maka manajemen pastoral adalah 

seni dan ilmu mengendalikan sumber daya Gereja untuk 

mencapai tujuan pelayanan dan penginjilan. 

Tujuan akhir manajemen pastoral adalah terwujudnya 

Kerajaan Allah di dunia ini. Oleh karena itu, manajemen pastoral 

harus dipandu oleh iman dan spiritualitas, bukan sekadar teknis 

dan profan. Pendekatan holistik sangat penting, yaitu 

memandang realitas sebagai satu kesatuan, dimana aspek ilahi 

dan insani saling terkait. 

Buku ini mengupas berbagai aspek manajemen pastoral 

secara komprehensif. Dimulai dari landasan teologis yaitu 

ekklesiologi Konsili Vatikan II yang melihat Gereja sebagai 

Sakramen Keselamatan. Maka manajemen pastoral harus 

dipandu oleh semangat komunio dan partisipasi umat. 

Kemudian dibahas manajemen sumber daya manusia 

Gereja meliputi rekruitmen dan pengembangan klerus, awam, 

dan relawan. Lalu manajemen program-program pastoral seperti 

katekese, liturgi, karitas, dll. Juga manajemen keuangan, 

sarana-prasarana, komunikasi, dan hal teknis lainnya. 

Pengorganisasian pastoral juga mendapat porsi besar. 

Dibahas struktur organisasi mulai dari Vatikan, keuskupan, 

dekenat, paroki, sampai lingkungan/stasi. Peran dan partisipasi 

awam sebagai subjek aktif misi Gereja menjadi pokok bahasan 

penting. 

Buku dilengkapi contoh dan studi kasus dari berbagai 

paroki dan keuskupan. Pembaca diajak belajar dari praktik baik 

dan buruk. Tujuannya agar memperoleh wawasan komprehensif 
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tentang manajemen pastoral yang efektif dan setia pada Injil. 

Melalui pembahasan mendalam dan kontekstual, buku ini 

sangat tepat menjadi referensi manajemen pastoral Katolik 

Indonesia. Layak dibaca para imam, bruder/suster, awam 

pelayan Gereja, dan siapa pun yang concern pada pengelolaan 

organisasi Gereja. 

Dengan memahami manajemen pastoral secara holistik, 

diharapkan pelayanan Gereja makin efektif dan efisien dalam 

menjangkau jiwa-jiwa. Semua dilakukan demi kemuliaan Allah 

dan keselamatan umat manusia. Peranan Roh Kudus tetap 

sentral, karena yang terpenting bukanlah teknis manajemen, 

namun bimbingan dan karya-Nya dalam Gereja. 

 

Kata kunci Manajemen Pastoral, Gereja Katolik, Holistik
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang pentingnya manajemen pastoral dalam 

Gereja Katolik 

   ereja Katolik sebagai lembaga keagamaan di dunia telah 

berkembang menjadi organisasi global dengan jutaan anggota 

dan ribuan institusi di seluruh penjuru dunia. Menurut data 

tahun 2020, terdapat sekitar 1,34 miliar umat Katolik yang 

tersebar di 3.030 Keuskupan dan 427.000 imam di seluruh 

dunia (News., 2020). Jumlah ini sekitar setara dengan 

populasi China dan hampir 4 kali lipat populasi Amerika 

Serikat. 

Sebagai organisasi sebesar ini, Gereja Katolik menghadapi 

berbagai tantangan dalam mengoordinasikan sumber daya yang 

dimiliki untuk mewujudkan misi dan pelayanannya kepada umat 

secara efektif. Menurut Healey (2009) bahwa pertumbuhan pesat 

Gereja Katolik baik secara geografis maupun demografis 

menuntut penerapan manajemen modern agar dapat berfungsi 

secara optimal.  

Lebih lanjut Healey, (2009) menjelaskan bahwa manajemen 

diperlukan Gereja untuk mengatur aktivitasnya yang kompleks 

dalam skala global. Selain itu, perubahan sosial yang cepat di 

tengah masyarakat postmodern juga menuntut Gereja untuk 

G 
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secara terus-menerus beradaptasi dan melakukan inovasi dalam 

pendekatan pastoralnya.  

Konsili Vatikan II (1962-1965) merespons tantangan ini 

dengan memanggil seluruh umat Katolik untuk melakukan 

aggiornamento atau pembaruan agar dapat menjawab tantangan 

zaman (Alberigo, 2006). Dalam konteks ini, manajemen menjadi 

kunci bagi Gereja Katolik untuk dapat merespons berbagai 

dinamika internal maupun eksternal secara efektif. Manajemen 

diperlukan agar Gereja dapat menjalankan fungsi-fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian 

secara profesional dalam skala besar.  

Tanpa manajemen yang memadai, sulit bagi Gereja untuk 

mengoptimalkan sumber dayanya guna mencapai misi pastoral 

di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Beberapa alasan 

utama mengapa manajemen pastoral sangat penting bagi Gereja 

Katolik antara lain 

1. Memperjelas arahan dan fokus pelayanan pastoral 

Sebagai organisasi global yang sangat besar dengan 

beragam jenis pelayanan pastoral, Gereja Katolik 

memerlukan manajemen untuk memastikan seluruh institusi 

dan para pelakunya tetap fokus pada misi dan tujuan 

bersama di tengah keterbatasan sumber daya.  

Melalui perencanaan strategis dan penganggaran, 

manajemen membantu mengarahkan berbagai program dan 

aktivitas pastoral agar selaras dengan visi dan prioritas 

pastoral keseluruhan. Tanpa manajemen yang baik, arah 

pelayanan pastoral rentan menjadi kabur dan aktivitas gereja 

bisa kehilangan fokus atau tumpang tindih. 

2. Meningkatkan koordinasi pelayanan lintas wilayah dan 

institusi 

Gereja Katolik mencakup banyak keuskupan yang 

meliputi ribuan paroki serta berbagai institusi seperti 
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sekolah, universitas, rumah sakit, dan lembaga sosial di 

seluruh dunia. Manajemen diperlukan untuk 

mengoordinasikan pelayanan lintas fungsi dan wilayah 

geografis agar tercipta kesatuan gerak. Misalnya, program 

evangelisasi dan katekese perlu dilaksanakan secara terpadu 

di semua keuskupan demi keseragaman dan kesinambungan.  

Juga, standar pelayanan di institusi-institusi Gereja 

perlu dikelola agar sesuai dengan identitas dan nilai-nilai 

Katolik. Tanpa koordinasi manajerial yang baik, ada risiko 

masing-masing institusi dan wilayah berjalan sendiri-sendiri 

dan memunculkan perpecahan. 

3. Mendorong partisipasi dan optimalisasi peran umat awam 

Konsili Vatikan II menekankan peran umat awam 

dalam pelayanan Gereja, bukan sekadar objek pastoral tetapi 

sebagai subjek aktif pelayanan (Hellwig, 2004). Partisipasi 

umat awam dalam manajemen pastoral sangat penting untuk 

mewujudkan semangat Konsili ini. Dengan manajemen yang 

baik, berbagai talenta dan karunia umat awam dapat 

dioptimalkan demi pelayanan bersama di Gereja. Misalnya, 

banyak umat awam profesional di bidang manajemen dan 

teknologi informasi yang dapat memberi kontribusi untuk 

reformasi manajemen di Gereja. Optimalisasi peran umat 

awam ini penting agar pelayanan pastoral semakin 

berkualitas dan kontekstual. 

4. Menjaga akuntabilitas dan transparansi 

Sebagai institusi publik, Gereja dituntut untuk 

mengelola keuangan dan aset secara akuntabel dan 

transparan. Skandal keuangan yang pernah terjadi, seperti di 

Keuskupan Agung Milwaukee pada 1980-an, mendorong 

reformasi tata kelola keuangan Vatikan pada era Paus 

Benediktus XVI (Pollard, 2005). Manajemen modern 

diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi, audit, 



4 

 

pengadaan barang, dan pengendalian internal yang baik agar 

terhindar dari penyalahgunaan keuangan. Ini penting untuk 

menjaga kepercayaan dan kredibilitas Gereja di mata umat 

dan publik. 

5. Memastikan responsivitas terhadap kebutuhan umat 

Masyarakat postmodern sangat pluralistik dengan 

keragaman budaya, etnis, strata sosial-ekonomi, lintas 

generasi, dan gaya hidup. Manajemen pastoral diperlukan 

agar Gereja dapat memahami keragaman umat dan 

merancang pendekatan pelayanan yang responsif terhadap 

kebutuhan spesifik umat dari berbagai latar belakang 

tersebut. Misalnya, diperlukan model pelayanan khas untuk 

umat di perkotaan yang sangat sibuk dan individualistis, 

berbeda dengan umat pedesaan yang lebih komunal. Tanpa 

responsivitas ini, Gereja bisa kehilangan relevansi di tengah 

masyarakat. 

B. Tujuan dan Kontribusi Buku 

Buku ini bertujuan untuk menyajikan uraian yang 

komprehensif tentang konsep manajemen pastoral dan 

implementasinya dalam konteks Gereja Katolik. Buku ini 

berupaya memadukan landasan teologis-filosofis Katolik dengan 

teori dan praktik terbaik manajemen organisasi modern. Dengan 

demikian, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

baik secara akademis maupun praktis, antara lain 

1. Memberikan landasan teologis dan filosofis yang kokoh 

Pembahasan diawali dengan menguraikan landasan 

teologis dan filosofis manajemen pastoral berdasarkan tradisi 

dan ajaran Katolik. Ini penting untuk memastikan 

implementasi manajemen senantiasa berakar pada identitas 

Katolik dan tidak hanya sekedar meniru praktik manajemen 

di sektor bisnis semata yang sekuler. Pemahaman ini menjadi 
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basis bagi pengembangan manajemen pastoral yang otentik 

Katolik. 

2. Menjembatani teori manajemen modern dengan konteks 

Gereja 

Buku ini berupaya menjembatani teori dan praktik 

terbaik (best practices) manajemen organisasi modern dengan 

konteks spesifik Gereja Katolik. Seringkali praktik 

manajemen kesekretariatan dan keuangan di Gereja masih 

belum profesional dan tertinggal jauh dibanding sektor 

korporasi modern. Buku ini dapat memberikan inspirasi bagi 

penerapan sistem manajemen organisasi yang lebih baik di 

lingkup gereja. 

3. Memberikan pedoman praktis bagi pelaku pastoral 

Selain membangun landasan konseptual yang kokoh, 

buku ini juga menyajikan berbagai pedoman, contoh, dan tips 

praktis yang dapat diterapkan oleh para rohaniwan, awak 

pastoral awam, dan relawan dalam mengelola kegiatan 

pastoral sehari-hari di paroki atau institusi gereja lainnya. 

4. Mendorong percepatan reformasi manajemen gereja 

Buku ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

pentingnya penerapan manajemen modern di kalangan 

pemimpin Gereja dari tingkat paroki hingga Vatikan. Dengan 

demikian, reformasi sistem manajemen di berbagai tingkatan 

institusi Gereja dapat dipercepat demi peningkatan efisiensi 

dan efektivitas pelayanan. 

5. Memicu kajian akademik lebih lanjut 

Pembahasan dalam buku ini diharapkan dapat memicu 

diskursus dan kajian lebih lanjut di kalangan akademisi 

Katolik dari berbagai latar belakang disiplin ilmu seperti 

teologi, filsafat, manajemen, sosiologi, antropologi, dan 

sebagainya. Pemahaman konsep dan praktik manajemen 
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pastoral yang lebih baik akan berkembang melalui diskursus 

akademik yang terus-menerus. 

Dengan berbagai tujuan dan kontribusi di atas, buku ini 

diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi upaya 

pengembangan manajemen pastoral yang lebih profesional, 

akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan umat di masa 

kini dan mendatang. Umat mengharapkan Gereja hadir 

dengan pelayanan yang otentik dan relevan di tengah 

dinamika zaman yang terus berubah. Melalui manajemen 

pastoral yang baik, Gereja dapat mewujudkan hal ini. 

C. Sejarah singkat perkembangan manajemen pastoral dalam 

Gereja Katolik 

Manajemen pastoral dalam Gereja Katolik telah 

mengalami evolusi yang signifikan sejak awal berdirinya 

Gereja hingga era modern. Perkembangan ini mencerminkan 

perubahan dalam konteks sosial, budaya, dan spiritual. 

Berikut adalah dimensi historisitas proses perjalanan 

manajemen pastoral dalam Gereja. 

2. Era Apostolik (abad pertama Masehi) 

Pada masa awal Gereja, manajemen pastoral masih 

sangat sederhana dan berpusat pada komunitas kecil 

yang dipimpin oleh para rasul dan murid-murid mereka. 

Fokus utama adalah pada penyebaran Injil dan 

pembentukan komunitas iman yang kuat. Struktur 

kepemimpinan pada masa ini masih cair, dengan peran-

peran seperti episkopos (uskup), presbyteros (penatua), 

dan diakonos (diakon) yang mulai terbentuk tetapi belum 

terdefinisi dengan jelas seperti yang kita kenal sekarang 

(Osborne, 2021).  

Manajemen pastoral lebih bersifat karismatik, di 

mana kepemimpinan didasarkan pada karunia rohani dan 

pengakuan komunitas. Dokumen-dokumen seperti 
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Didache (Ajaran Dua Belas Rasul) memberikan gambaran 

tentang praktik pastoral awal, termasuk petunjuk tentang 

baptisan, puasa, doa, dan ekaristi. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa sudah ada upaya untuk 

mengatur dan mengelola kehidupan spiritual komunitas, 

meskipun dalam bentuk yang masih sangat dasar 

(O’Loughlin, 2020). 

3. Era Patristik (abad ke-2 hingga ke-8 Masehi) 

Selama era ini, struktur hierarkis Gereja mulai 

terbentuk dengan lebih jelas. Peran uskup sebagai 

pemimpin komunitas lokal menjadi semakin penting. 

Karya-karya seperti On the Priesthood oleh St. John 

Chrysostom (abad ke-4) mulai memberikan panduan 

tentang tugas-tugas pastoral dan kepemimpinan gerejawi. 

Konsili-konsili ekumenis, dimulai dengan Konsili 

Nicea pada tahun 325, memainkan peran penting dalam 

membentuk doktrin dan praktik pastoral Gereja. 

Keputusan-keputusan konsili ini menjadi dasar bagi 

manajemen pastoral di seluruh Gereja.  

Pada periode ini juga, monastisisme mulai 

berkembang, yang nantinya akan memiliki pengaruh 

besar pada spiritualitas dan manajemen pastoral Gereja. 

Aturan St. Benediktus (abad ke-6) misalnya, tidak hanya 

menjadi panduan bagi kehidupan monastik tetapi juga 

mempengaruhi pemikiran tentang kepemimpinan dan 

manajemen dalam Gereja secara lebih luasb (Kardong, 

2019).  

4. Abad Pertengahan (abad ke-9 hingga ke-15) 

Periode ini ditandai dengan konsolidasi kekuasaan 

Gereja di Eropa dan pengembangan struktur administrasi 

yang lebih kompleks. Sistem feodal mempengaruhi 

organisasi Gereja, dengan uskup dan abbot sering kali 

menjadi penguasa temporal sekaligus spiritual. Hukum 
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Kanonik berkembang sebagai sistem hukum yang 

mengatur kehidupan internal Gereja, termasuk aspek-

aspek manajemen pastoral. Dekretum Gratiani (sekitar 

1140) menjadi tonggak penting dalam kodifikasi hukum 

Gereja. 

Universitas-universitas mulai didirikan, banyak di 

antaranya di bawah naungan Gereja. Ini menjadi pusat 

pengembangan teologi dan pemikiran pastoral. Tokoh-

tokoh seperti St. Thomas Aquinas memberikan kontribusi 

besar dalam mengintegrasikan pemikiran filosofis dengan 

teologi, yang juga mempengaruhi pendekatan dalam 

manajemen pastoral (O’Malley, 2019). 

5. Era Reformasi dan Kontra-Reformasi abad 16 dan 17 

Reformasi Protestan menantang otoritas dan praktik 

Gereja Katolik, memaksa Gereja untuk melakukan 

introspeksi dan pembaruan internal. Konsili Trente (1545-

1563) menjadi respons utama Gereja Katolik, 

menghasilkan berbagai reformasi dalam manajemen 

pastoral. 

Konsili Trente menetapkan standar baru untuk 

pendidikan dan pelatihan imam, mendirikan seminari-

seminari, dan memperjelas doktrin-doktrin yang 

dipertanyakan oleh para reformator. Ini menghasilkan 

pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur dalam 

manajemen pastoral. 

Ordo-ordo religius baru, seperti Serikat Yesus 

(Jesuit), didirikan dengan fokus pada misi, pendidikan, 

dan pelayanan pastoral yang lebih aktif. Mereka membawa 

pendekatan baru dalam manajemen pastoral, termasuk 

adaptasi terhadap budaya lokal dalam misi-misi mereka 

(O'Malley, 2019). 
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6. Era Pencerahan hingga Abad ke-19 

Gereja menghadapi tantangan baru dari sekularisme 

dan rasionalisme. Revolusi Prancis dan gerakan-gerakan 

politik di Eropa mengancam posisi tradisional Gereja. 

Sebagai respons, Gereja cenderung mengambil sikap 

defensif dan konservatif dalam manajemen pastoralnya. 

Konsili Vatikan I (1869-1870) menegaskan otoritas 

kepausan melalui doktrin infalibilitas paus, yang memiliki 

implikasi signifikan pada struktur hierarkis dan 

pengambilan keputusan dalam Gereja. 

Di sisi lain, gerakan-gerakan pembaruan dalam 

Gereja mulai muncul, seperti Gerakan Liturgi dan Catholic 

Action, yang mendorong partisipasi awam yang lebih besar 

dalam kehidupan Gereja. Ini mulai mengubah pendekatan 

dalam manajemen pastoral, meskipun masih dalam 

kerangka hierarkis yang kuat (Faggioli, 2018). 

7. Abad ke-20 Menuju Konsili Vatikan II 

Paruh pertama abad ke-20 ditandai dengan upaya-

upaya pembaruan teologis dan pastoral yang akhirnya 

mencapai puncaknya dalam Konsili Vatikan II. Gerakan-

gerakan seperti nouvelle théologie di Prancis mendorong 

pendekatan yang lebih terbuka terhadap dunia modern. 

Konsili Vatikan II (1962-1965) menjadi titik balik 

dalam sejarah manajemen pastoral Gereja Katolik. Konsili 

ini menghasilkan perubahan radikal dalam pemahaman 

Gereja tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan 

dunia modern. Dokumen-dokumen kunci seperti Lumen 

Gentium dan Gaudium et Spes memberikan dasar teologis 

baru untuk manajemen pastoral (R. R. Gaillardetz, 2020). 

Beberapa perubahan signifikan dalam manajemen 

pastoral pasca-Vatikan II meliputi 
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a. Penekanan pada Umat Allah sebagai konsep 

ekklesiologis utama, mendorong partisipasi awam yang 

lebih besar. 

b. Reformasi liturgi, termasuk penggunaan bahasa 

vernakular, yang mengubah dinamika pelayanan 

pastoral. 

c. Pengakuan akan pentingnya dialog dengan dunia 

modern dan agama-agama lain. 

d. Desentralisasi dalam pengambilan keputusan, dengan 

peningkatan peran konferensi para uskup. 

8. Era Pasca-Vatikan II hingga Awal Abad ke-21 

Implementasi reformasi Vatikan II menghadapi 

berbagai tantangan dan interpretasi yang berbeda-beda. 

Periode ini ditandai dengan ketegangan antara kelompok 

yang menginginkan perubahan lebih lanjut dan mereka 

yang ingin kembali ke praktik-praktik pra-Vatikan II. Paus 

Yohanes Paulus II (1978-2005) membawa pendekatan 

yang lebih global dalam manajemen pastoral, dengan 

kunjungan-kunjungan pastoral ke seluruh dunia dan 

penekanan pada evangelisasi baru. Katekismus Gereja 

Katolik (1992) diterbitkan sebagai sumber rujukan 

doktrinal dan pastoral yang komprehensif. 

Paus Benediktus XVI (2005-2013) menekankan 

kontinuitas dengan tradisi Gereja, sambil menghadapi 

tantangan sekularisme dan relativisme. Dia juga mulai 

mengatasi krisis pelecehan seksual yang muncul ke 

permukaan, yang memiliki dampak besar pada 

kepercayaan umat dan manajemen pastoral (Faggioli, 

2018). 

9. Era Kontemporer Pontifikat Paus Fransiskus 

Pemilihan Paus Fransiskus pada tahun 2013 

membawa perubahan signifikan dalam pendekatan 
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manajemen pastoral Gereja. Beberapa aspek penting 

meliputi 

a. Penekanan pada Gereja yang keluar, mendorong 

keterlibatan aktif dengan masyarakat dan perhatian 

khusus pada kaum marginal. 

b. Reformasi kuria Vatikan untuk meningkatkan efisiensi 

dan transparansi. 

c. Pendekatan yang lebih kolaboratif dalam pengambilan 

keputusan, termasuk penggunaan sinode sebagai alat 

konsultasi. 

d. Fokus pada isu-isu global seperti perubahan iklim dan 

ketidaksetaraan ekonomi sebagai bagian dari misi 

pastoral Gereja. 

Ensiklik Laudato Si' (Paus Fransiskus., 2015) dan 

Fratelli Tutti (Paus Fransiskus., 2020) mencerminkan 

pendekatan holistik dalam manajemen pastoral, 

menghubungkan isu-isu sosial dan lingkungan dengan 

misi evangelisasi Gereja (Brennan, 2022). 

D. Tantangan manajemen pastoral di era modern 

Di era modern, manajemen pastoral menghadapi berbagai 

tantangan kompleks yang terkait dengan perubahan sosial dan 

teknologi yang pesat. Para pemimpin pastoral perlu beradaptasi 

dengan cara berkomunikasi dan melayani umat yang semakin 

digital, di mana interaksi tatap muka mulai berkurang dan 

digantikan oleh komunikasi virtual melalui media sosial dan 

platform digital lainnya. Selain itu, mereka juga menghadapi 

tantangan dalam mempertahankan relevansi ajaran spiritual di 

tengah masyarakat yang semakin sekuler dan materialistis. 

Tantangan lain yang signifikan adalah kebutuhan untuk 

menyeimbangkan tradisi keagamaan dengan tuntutan 

modernisasi, termasuk isu-isu kontemporer seperti kesetaraan 

gender, keragaman orientasi seksual, dan perubahan struktur 
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keluarga tradisional. Para pemimpin pastoral juga perlu 

mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan terbuka 

untuk melayani generasi muda yang memiliki cara pandang 

berbeda terhadap spiritualitas, sambil tetap mempertahankan 

nilai-nilai inti dari ajaran iman Katolik.  

Beberapa tantangan dan tren terkini dalam manajemen 

pastoral Gereja Katolik meliputi 

a. Digitalisasi Gereja semakin mengadopsi teknologi digital 

dalam pelayanan pastoralnya, termasuk penggunaan 

media sosial dan platform online untuk katekese dan 

evangelisasi. Pandemi COVID-19 mempercepat tren ini, 

memaksa banyak paroki untuk beradaptasi dengan cepat 

ke layanan online (Campbell, H. A., & Garner, 2022). 

b. Krisis Panggilan Penurunan jumlah imam di banyak 

bagian dunia mendorong peningkatan peran awam dalam 

pelayanan pastoral dan administrasi paroki. Ini menuntut 

model manajemen pastoral yang lebih kolaboratif 

(Schickendantz, 2023). 

c. Globalisasi dan Migrasi Perubahan demografi umat 

Katolik global menuntut pendekatan pastoral yang lebih 

inklusif dan peka budaya. Gereja harus mengelola 

keragaman ini sambil mempertahankan kesatuan 

(Palomino, 2019). 

d. Akuntabilitas dan Transparansi Merespons krisis 

pelecehan seksual, Gereja telah mengambil langkah-

langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi dalam manajemen pastoralnya. Ini termasuk 

pembentukan protokol perlindungan anak dan mekanisme 

pelaporan yang lebih baik. 

e. Ekumenisme dan Dialog Antaragama Manajemen pastoral 

semakin mencakup aspek kerja sama ekumenis dan 

dialog antaragama, mencerminkan realitas dunia yang 

semakin plural. 
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f. Pemberdayaan Awam Terdapat tren yang semakin kuat 

untuk memberdayakan awam dalam peran-peran 

kepemimpinan pastoral, termasuk dalam administrasi 

paroki dan pelayanan khusus. 

Perkembangan manajemen pastoral dalam Gereja Katolik 

mencerminkan perjalanan panjang adaptasi dan respons 

terhadap perubahan konteks sosial, budaya, dan spiritual. Dari 

struktur informal gereja perdana, melalui era konsolidasi 

hierarkis abad pertengahan, hingga pembaruan Vatikan II dan 

tantangan era digital, Gereja terus berupaya untuk 

menyeimbangkan kesetiaan pada tradisi dengan kebutuhan 

untuk merespons tanda-tanda zaman. 

Saat ini, manajemen pastoral Gereja Katolik menghadapi 

tantangan kompleks yang membutuhkan kreativitas, 

fleksibilitas, dan kesetiaan pada misi evangelisasi. Pendekatan 

yang lebih partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap 

kebutuhan umat menjadi semakin penting. Namun, di tengah 

semua perubahan ini, tujuan utama manajemen pastoral tetap 

sama membimbing umat dalam perjalanan iman mereka dan 

mewujudkan misi Gereja di dunia. 

Perkembangan ke depan kemungkinan akan terus melihat 

integrasi yang lebih besar antara pendekatan tradisional dan 

inovatif, dengan penekanan pada pemberdayaan awam, 

penggunaan teknologi, dan respons terhadap isu-isu global, 

sambil tetap mempertahankan inti ajaran dan spiritualitas 

Katolik. 
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BAB II 

DASAR-DASAR TEOLOGIS MANAJEMEN 

PASTORAL 

A. Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus 

    agasan bahwa Gereja adalah Tubuh Mistik Kristus 

(Mystici Corporis Christi) merupakan salah satu ajaran 

paling fundamental dalam teologi Katolik yang memiliki 

implikasi mendalam bagi pemahaman hakikat dan misi 

Gereja. Ide ini pertama kali digunakan oleh Bapa Gereja 

seperti Santo Agustinus dan dikembangkan oleh para teolog 

Abad Pertengahan sebelum dirumuskan secara definitif 

dalam ensiklik Paus Pius XII Mystici Corporis Christi pada 

tahun 1943 yang menjadi titik kulminasi pemikiran Gereja 

mengenai diri mereka sendiri (Kasper, 2013). 

Konsep Tubuh Mistik Kristus kemudian diteguhkan 

kembali dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan II seperti 

konstitusi dogmatis Lumen Gentium yang secara khusus 

membahas ecclesiologi (ajaran tentang Gereja). Pemahaman ini 

masih menjadi acuan penting bagi pengembangan teologi Katolik 

kontemporer tentang Gereja. 

 

G
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1. Latar Belakang Historis 

Secara historis, ide Tubuh Mistik Kristus berakar pada 

pemikiran Santo Paulus dalam Surat-suratnya, khususnya 

Surat Efesus dan Surat Korintus. Dalam Surat Korintus 12, 

Santo Paulus menggunakan metafora Gereja sebagai Tubuh 

Kristus dan menjelaskan bahwa meskipun anggota Gereja 

memiliki beragam karunia yang berbeda-beda, mereka 

dipersatukan oleh satu Ruh dalam satu tubuh. 

Para Bapa Gereja kemudian mengembangkan pemikiran 

Paulus ini, seperti Santo Agustinus yang menekankan bahwa 

Gereja sebagai Tubuh Kristus berarti umat beriman harus 

dipersatukan dengan Kristus melalui sakramen-sakramen 

dan hidup dalam kasih (Agustinus, 2008). Pada Abad 

Pertengahan, teolog sekolastik seperti Santo Thomas Aquinas 

juga membahas konsep tersebut dalam karya-karyanya 

(Aquinas, 1947). 

Namun baru pada abad ke-20 konsep Tubuh Mistik 

Kristus dirumuskan secara definitif dalam ensiklik Paus Pius 

XII Mystici Corporis Christi pada tahun 1943 yang secara 

khusus membahas tema tersebut sebagai respon atas 

tantangan zaman modern. Paus Pius XII menegaskan bahwa 

Gereja secara riil dipersatukan dengan Kristus melalui karya 

penebusan-Nya (Pius XII., 1993). Gereja bukan sekadar 

organisasi sosial atau himpunan individu, melainkan suatu 

kesatuan mistik yang hidup dengan Kristus. 

Pemikiran Paus Pius XII kemudian dikembangkan lebih 

lanjut dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan II seperti 

konstitusi dogmatis Lumen Gentium, yang secara definitif 

menyatakan bahwa Gereja adalah Tubuh Mistik Kristus 

(Dokumen Konsili, 1964). Konsep ini menjadi dasar 

ecclesiologi Katolik modern dan terus diperkaya 

pemaknaannya oleh para teolog kontemporer. 
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2. Hakikat Tubuh Mistik Kristus 

Secara teologis, pemahaman Gereja sebagai Tubuh 

Mistik Kristus menegaskan beberapa hal penting (Kasper, 

2013) 

Pertama, adanya kesatuan ontologis yang riil antara Kristus 

sang Kepala dengan umat beriman sebagai anggota 

Tubuh-Nya. Ini berarti umat Kristiani tidak sekadar 

bersatu secara sosial atau yuridis, tetapi terikat 

secara mistik dengan Kristus dalam satu tubuh. 

Kedua, umat beriman secara mendalam turut serta dalam 

kehidupan ilahi Kristus sebagai Putra Allah. Mereka 

diangkat menjadi anak-anak Allah dan pewaris 

Kerajaan Surga bersama Kristus. Ini merupakan 

inti dari pemahaman theosis yang diajarkan Gereja, 

yakni proses di mana manusia berpartisipasi dalam 

kehidupan ilahi dan menjadi semakin serupa 

dengan Allah 

Ketiga, setiap anggota memiliki peran penting dalam tubuh. 

Meski berbeda-beda, setiap orang menerima 

karunia Roh Kudus untuk melayani tubuh sesuai 

panggilannya masing-masing, entah sebagai rasul, 

nabi, pengajar, gembala, dan sebagainya. Semua 

dipersatukan dalam kasih. 

Keempat, Kristus adalah Kepala Gereja yang memimpin 

seluruh anggota tubuh-Nya. Kristus melengkapi 

Gereja dengan berbagai karunia dan karisma 

melalui Roh Kudus untuk mewujudkan misi-Nya di 

dunia, yakni meneruskan karya penebusan dan 

keselamatan. 

Dengan demikian, konsep Tubuh Mistik Kristus 

meneguhkan pemahaman bahwa Gereja bukan sekadar 

komunitas sosial atau organisasi belaka, melainkan 

persekutuan yang hidup dan dinamis dengan Kristus yang 



17 

 

dipimpin Roh Kudus demi kelanjutan misi ilahi Kristus di 

dunia. Gereja adalah sakramen, atau tanda dan sarana, 

kehadiran dan karya Kristus dalam sejarah keselamatan 

umat manusia. 

3. Dimensi-dimensi Tubuh Mistik Kristus 

Para teolog Katolik seperti Emile Mersch menjabarkan 

berbagai dimensi penting dari Tubuh Mistik Kristus (Mersch, 

1952), yaitu 

Dimensi Kristologis Gereja bersumber dan berakar pada 

Kristus, baik pribadi maupun karya-Nya. Gereja 

lahir dari karya penebusan Kristus di kayu salib 

dan kebangkitan-Nya. 

Dimensi Pneumatologis Gereja dijiwai dan digerakkan oleh 

Roh Kudus yang melengkapi umat dengan karunia-

karisma-Nya. Roh menghidupkan Gereja. 

Dimensi Sakramental Gereja dipersatukan dengan Kristus 

melalui sakramen-sakramen terutama Ekaristi, di 

mana umat merayakan kehadiran Kristus secara 

riil. 

Dimensi Mariologis Santa Perawan Maria digambarkan 

sebagai personifikasi Gereja dan model umat 

beriman. Ia adalah Bunda Gereja. 

Dimensi Eschatologis Gereja bergerak maju menuju eskhaton 

atau Kerajaan Allah yang definitif pada akhir zaman 

nanti. Gereja bersifat peregrinans, dalam perjalanan 

menuju kepenuhan Kerajaan Sorga. 

Dengan demikian, Gereja dipahami memiliki dimensi 

ilahi sekaligus manusiawi, transenden sekaligus imanen, 

yang terwujud secara sakramental dalam sejarah 

keselamatan. Gereja bersifat sekaligus kerahiman, 
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persekutuan, dan misi. Gereja bukan monopoli hierarki, 

melainkan seluruh umat Allah. 

4. Implikasi bagi Eklesiologi dan Pastoral 

Pemahaman Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus 

memiliki implikasi penting bagi pengembangan eklesiologi 

(teologi tentang Gereja) dan praksis pastoral Katolik. 

Beberapa di antaranya adalah (Doyle, 2015) 

Pertama, meneguhkan dimensi komunal Gereja. Gereja 

bukan kumpulan individu terisolasi, melainkan 

persekutuan yang dinamis dan organis. Gereja 

makin mewujudkan diri sebagai Tubuh Kristus 

lewat partisipasi aktif semua umat dalam 

komunitas. 

Kedua, mensyaratkan keterbukaan terhadap karunia Roh 

Kudus. Semua karisma yang melayani tubuh perlu 

dihargai, bukan hanya karisma hierarkis. Roh 

memampukan semua umat untuk ambil bagian 

dalam misi Gereja sesuai talentanya masing-

masing. 

Ketiga, mendorong solidaritas dan peduli sesama, khususnya 

kepada yang miskin dan tersingkir. Sebagai satu 

tubuh, penderitaan salah satu anggota dirasakan 

semua anggota. Keadilan dan inklusi menjadi 

penting. 

Keempat, memotivasi umat untuk semakin menghayati 

persatuan dengan Kristus, misalnya lewat doa 

kontemplatif dan aktif dalam sakramen-sakramen. 

Kehidupan rohani umat perlu dibina agar semakin 

mewujudkan realitas sebagai Tubuh Kristus. 

Kelima, menegaskan kepemimpinan pastoral para gembala 

Gereja yang bertugas melayani umat demi 
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pertumbuhan tubuh secara keseluruhan. Tugas 

gembala adalah memimpin umat ke arah Kristus 

dan mewujudkan kesatuan tubuh dalam kasih. 

Dengan demikian, konsep Tubuh Mistik Kristus 

memiliki konsekuensi teologis dan pastoral yang sangat luas 

bagi kehidupan dan misi Gereja. Pemahaman ini penting 

untuk direnungkan demi reformasi Gereja yang berkelanjutan 

agar semakin setia pada panggilan ilahinya sebagai sakramen 

keselamatan Kristus bagi dunia. 

5. Relevansi Konsep Tubuh Mistik Kristus Bagi Manajemen 

Pastoral 

Secara khusus, pemahaman teologis Gereja sebagai 

Tubuh Mistik Kristus memiliki relevansi mendalam bagi 

upaya pengembangan manajemen pastoral yang otentik 

dalam Gereja Katolik. Beberapa implikasinya adalah 

Pertama, manajemen pastoral harus dilandasi teologi 

komunitas Gereja dan bukan hanya teologi 

hierarkis atau institusional belaka (R. R. 

Gaillardetz, 2006). Manajemen pastoral bertujuan 

untuk melayani pertumbuhan seluruh umat 

sebagai satu tubuh di dalam Kristus, bukan 

sekadar melayani kepentingan institusi semata. 

Kedua, manajemen pastoral perlu bersifat inklusif dan 

partisipatif, dengan melibatkan seluruh umat 

sesuai talenta dan karisma masing-masing yang 

dianugerahkan Roh, bukan hanya kaum klerus saja 

(Osmer, 2005). Suara dan aspirasi semua umat 

perlu didengar. 

Ketiga, manajemen pastoral perlu memiliki orientasi melayani 

yang kuat, meneladani Kristus Sang Gembala 

Agung yang rela mengorbankan diri demi 
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keselamatan umat-Nya (Francis., 2015). Semangat 

pelayanan harus menjiwai praktik manajemen di 

gereja. 

Keempat, manajemen pastoral perlu dilandasi spiritualitas 

Tubuh Kristus, dijiwai doa kontemplatif yang 

mendalam agar terhubung dengan Kristus Sang 

Kepala Gereja dan peka pada ilham Roh Kudus 

(Keenan, 2010). Manajemen pastoral gereja bukan 

sekadar teknis administratif belaka. 

Dengan demikian, konsep teologis Gereja sebagai Tubuh 

Mistik Kristus memberi landasan yang kokoh bagi upaya 

pengembangan manajemen pastoral yang otentik Katolik, 

yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi namun juga 

kesetiaan pada identitas dan panggilan ilahi Gereja sebagai 

komunitas umat Allah yang dipersatukan Kristus dalam 

kasih. 

B. Relasi antara iman dan tindakan dalam tradisi Katolik 

Relasi antara Iman dan Tindakan dalam Tradisi Katolik 

Perspektif Teologis dan Humaniora 

1. Latar Belakang 

Hubungan antara iman dan tindakan merupakan salah 

satu tema sentral dalam teologi dan filsafat Katolik. Isu ini 

berkaitan erat dengan pertanyaan bagaimana kehidupan 

spiritual dan moral umat beriman semestinya. Apakah cukup 

dengan iman saja atau juga harus diwujudkan dalam 

tindakan konkret? Pemahaman mengenai relasi iman dan 

tindakan ini sangat berpengaruh pada praktik kehidupan 

beragama umat Katolik. 

Gereja Katolik sejak awal memiliki kekayaan tradisi 

intelektual yang mendalam mengenai persoalan iman dan 
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tindakan, yang dirumuskan para teolog, filsuf, dan tokoh 

Gereja lainnya. Pemikiran mereka banyak dipengaruhi oleh 

konteks sosial-politik yang melingkupi Gereja pada masa 

mereka hidup. Wawasan ini penting untuk memahami 

bagaimana Gereja Katolik berupaya menjembatani iman dan 

kehidupan konkret umat beriman. 

2. Warisan Filosofis Yunani-Romawi 

Pemikiran Katolik mengenai relasi iman dan tindakan 

banyak dipengaruhi warisan intelektual Yunani-Romawi kuno 

(McInerny., 1982). Filsafat Yunani mengenalkan logika dan 

penalaran rasional, sementara hukum Romawi memberi 

penekanan pada tindakan dan perbuatan lahiriah. Santo 

Agustinus misalnya, terpengaruh pemikiran neo-Platonisme 

yang menekankan bahwa realitas tertinggi adalah spiritual. 

Namun demikian, warisan Yunani-Romawi ini cenderung 

memisahkan antara roh dan materi, iman dan perbuatan. Ini 

tampak misalnya dalam skolastisisme Abad Pertengahan 

yang berupaya memadukan teologi Kristen dengan filsafat 

Aristoteles. Pemikiran skolastik cenderung bertumpu berat 

pada analisis rasional dan kurang concern terhadap 

tindakan. 

3. Reformasi Katolik dan Kontra-Reformasi 

Pada masa Reformasi Protestan abad ke-16, timbul kritik 

atas tradisi Katolik yang dianggap mengabaikan kesalehan 

pribadi demi ritualisme belaka (Alberigo, G. & Komonchak, 

1995). Sebagai respons, Gereja Katolik melakukan 

pembaruan internal (Reformasi Katolik) untuk memurnikan 

kembali iman dengan menekankan kesalehan pribadi dan 

moralitas. 

Konsili Trent (1545-1563) merumuskan doktrin Katolik 

mengenai hubungan iman dan amal saleh, dengan 
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menegaskan bahwa keduanya tak terpisahkan dan saling 

melengkapi (Mullett., 1999). Iman tanpa dibarengi perbuatan 

baik adalah iman yang kosong. Sementara amal saleh tanpa 

iman adalah mandul. 

Pandangan ini dielaborasi lebih lanjut oleh para teolog 

Spanyol abad ke-16 seperti Francisco de Vitoria yang 

menekankan bahwa iman Katolik harus diwujudkan dalam 

tindakan sosial yang membela keadilan dan hak asasi 

manusia (Tierney., 1997). Muncul kesadaran baru akan 

dimensi sosial iman Kristen. 

4. Etika Katolik dan Ajaran Sosial Gereja 

Pemikiran Katolik mengenai relasi iman dan tindakan 

semakin matang pada abad ke-20 melalui perkembangan 

Etika Katolik dan Ajaran Sosial Gereja. Etika Katolik yang 

dibangun dengan pendekatan filosofis Thomistik menyatakan 

bahwa tindakan moral harus sesuai dengan hukum Allah 

yang terukir dalam akal budi manusia (Haring., 1967). 

Sementara itu, Ajaran Sosial Gereja seperti yang 

dirumuskan dalam ensiklik-ensiklik kepausan sejak Leo XIII 

hingga Paus Fransiskus menekankan tanggung jawab sosial 

umat Katolik terhadap sesama, terutama yang miskin dan 

tersingkir (Baum., 1981). Iman Katolik memiliki dimensi 

sosial yang vital dan harus diwujudkan dalam aksi nyata 

demi keadilan. 

Dengan demikian, tradisi Katolik modern semakin 

menekankan keterkaitan integral antara iman dan komitmen 

sosial-karitatif. Iman dan akal budi dipandang sebagai satu 

kesatuan, begitu juga iman dan keadilan. 

5. Antropologi dan Ilmu-ilmu Humaniora 

Wawasan humaniora modern juga memperkaya 

pemahaman Katolik tentang relasi iman dan tindakan 



23 

 

(Greeley., 2004). Antropologi misalnya menyadarkan akan 

keragaman budaya yang mempengaruhi praktik 

keberagamaan. Psikologi juga menyingkap proses mental dan 

emosi yang memengaruhi tindakan keagamaan. 

Sosiologi dan ilmu politik memberi wawasan baru 

tentang faktor-faktor sosial yang membentuk moralitas umat 

beragama. Sementara ilmu sejarah membantu untuk melacak 

perkembangan pemikiran sepanjang zaman. Semua ini 

memperkaya kajian teologis Gereja tentang iman dan 

tindakan. 

6. Konsili Vatikan II dan Teologi Kontemporer 

Konsili Vatikan II (1962-1965) merupakan titik kulminasi 

pemikiran Gereja modern tentang relasi iman dan kehidupan 

(Komonchak.J.A, 1995). Konstitusi Gaudium et Spes 

menegaskan bahwa iman harus diwujudkan dalam sejarah 

kemanusiaan konkret. Umat tidak boleh mengasingkan diri 

dari dunia, tetapi terlibat membangun peradaban cinta kasih. 

Konsili juga menegaskan otonomi relatif realitas duniawi 

serta panggilan umat awam untuk menguduskan tatanan 

kuler dari dalam (O’Malley, 2019). Dengan demikian, 

kehidupan sehari-hari umat awam serta kerja mereka di 

dunia dipandang sebagai panggilan kristiani yang mulia. 

Teolog-teolog pasca-Konsili seperti Marie-Dominique 

Chenu dan Gustavo Gutierrez mengembangkan ‘teologi 

tindakan’ yang menekankan praksis dan aksi nyata sebagai 

inti iman Katolik (Boff, 1987). Teologi Pembebasan juga 

mengemuka yang menggarisbawahi perjuangan keadilan 

sebagai konsekuensi iman akan Allah yang bebas dan 

pembebas. 

Dengan demikian, pemikiran Katolik kontemporer 

semakin menekankan dimensi tindakan dan praksis sebagai 
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implementasi konkret dari iman akan Allah yang aktif dalam 

sejarah keselamatan manusia. 

7. Implikasi bagi Pastoral dan Manajemen Gereja 

Pemahaman Katolik mengenai relasi integral antara iman 

dan tindakan memiliki beberapa implikasi penting bagi 

praktik pastoral dan manajemen Gereja, antara lain 

Pertama, mendorong pendekatan pastoral yang holistik, yang 

memperhatikan kebutuhan spiritual dan material 

umat secara seimbang, alih-alih terjebak dikotomi 

yang membelah antara roh dan jasmani (G. 

Donovan, 2017). 

Kedua, mensyaratkan metode pendidikan iman yang 

inkarnasional-transformatif, yang tidak hanya 

menumpukan pada pengetahuan kognitif tetapi 

juga mengubah sikap dan perilaku konkret 

(Groome, 1980). 

Ketiga, memotivasi partisipasi aktif umat awam dalam 

pelayanan Gereja berdasarkan panggilan baptis 

mereka sebagai anggota Tubuh Kristus (Hellwig, 

2004). Ini berimplikasi pada manajemen Gereja 

yang inklusif dan partisipatif. 

Keempat, mendorong tanggung jawab sosial dan keterlibatan 

Gereja dalam isu-isu keadilan demi kemanusiaan, 

sebagai perwujudan konkret iman akan Allah yang 

mencintai keadilan (Dorr, 2016). 

Kelima, menuntut akuntabilitas dan integritas dalam 

pengelolaan sumber daya Gereja agar sejalan 

dengan nilai-nilai Kerajaan Allah. Menurut Healey, 

(2009) manajemen keuangan dan aset Gereja perlu 

dilakukan secara etis dan professional. 
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Keenam, memastikan relevansi pelayanan dan pengelolaan 

Gereja dengan tuntutan zaman, sehingga iman 

terwujud secara otentik dalam berbagai konteks 

situasi kemanusiaan yang terus berubah (Schreiter, 

1985). 

Dengan demikian, gagasan Katolik tentang keterkaitan 

iman dan tindakan memiliki konsekuensi praktis yang 

mendalam dan luas bagi praktik kepengurusan dan 

manajemen Gereja demi mewujudkan misi ilahi di tengah 

dunia secara relevan dan kontekstual. 

C. Prinsip-prinsip dasar manajemen pastoral menurut 

ajaran sosial Gereja Katolik 

Ajaran sosial gereja Katolik menyediakan kerangka etis 

yang komprehensif untuk memahami dan menangani masalah-

masalah sosial. Prinsip-prinsip dasar ajaran sosial Katolik 

relevan bagi berbagai bidang, termasuk manajemen pastoral di 

gereja. Manajemen pastoral mengacu pada pengelolaan 

kehidupan dan pelayanan umat di lingkup paroki atau 

keuskupan. Prinsip-prinsip ajaran sosial Katolik memberi 

arahan etis tentang bagaimana kepemimpinan dan manajemen 

pastoral seharusnya dijalankan. 

Prinsip-prinsip utama ajaran sosial gereja Katolik untuk 

manajemen pastoral antara lain martabat manusia, solidaritas, 

subsidiaritas, dan bonum commune. Prinsip-prinsip ini 

bersumber dari Kitab Suci, tradisi dan ajaran gereja, serta 

pemikiran para filsuf dan teolog Katolik. Tulisan ini akan 

menjelaskan keempat prinsip tersebut dan implikasinya bagi 

praktik manajemen pastoral, dengan merujuk pada dokumen-

dokumen gereja, pemikiran para teolog dan filsuf, serta pakar 

manajemen. 
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1 Martabat Manusia 

Prinsip pertama ajaran sosial Katolik adalah martabat 

manusia. Ajaran ini menegaskan bahwa setiap manusia, 

tanpa memandang ras, agama, atau status sosial, memiliki 

martabat yang melekat karena diciptakan menurut citra Allah 

(Kejadian 127). Konsep martabat manusia ini menjadi 

fundamen etika Katolik dan relasi sosial.  

Gagasan martabat manusia ditegaskan dalam banyak 

dokumen ajaran sosial gereja. Misalnya, dalam konstitusi 

pastoral Gaudium et Spes menegaskan bahwa ...semua orang 

mempunyai martabat yang sama... (Artikel 29) (Konsili 

Vatikan II., 1965b). Paus Yohanes XXIII, (1963) dalam 

ensiklik Pacem in Terris juga menyatakan bahwa semua 

manusia, tanpa kecuali, dianugerahi hakikat dan asal-usul 

yang sama (PT 9)  

Martabat manusia memiliki konsekuensi penting bagi 

manajemen pastoral. Ia mengharuskan pengakuan akan 

kesetaraan fundamental semua orang. Tidak boleh ada 

diskriminasi berdasarkan ras, suku, jenis kelamin atau 

kriteria sepele lainnya. Semua orang harus diperlakukan 

secara adil dan diberi kesempatan yang sama untuk 

berkembang.  

Prinsip ini menuntut gereja untuk menciptakan 

struktur-struktur yang responsif terhadap kebutuhan umat 

dan membangun relasi yang sejajar, bukan hierarkis atau 

otoriter (Coleman, 2005). Kepemimpinan pastoral harus 

dilandasi penghormatan pada martabat setiap orang, bukan 

kehendak untuk mendominasi. 

Dari perspektif manajemen, martabat manusia berarti 

semua anggota organisasi dipandang sebagai subjek dengan 

potensi, bukan sekadar alat produksi (Cavanagh, 2005). 

Manajer harus memperlakukan karyawan secara adil, 
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memberdayakan mereka, dan menciptakan lingkungan kerja 

yang kondusif bagi pertumbuhan manusiawi mereka.  

Dengan demikian, martabat manusia menjadi prinsip 

etis dan spiritual yang penting dalam manajemen pastoral di 

gereja. Ia menuntut pengakuan atas kesetaraan semua 

anggota umat dan menempatkan pengembangan manusiawi 

di atas tujuan-tujuan sempit organisasi. 

2 Solidaritas 

Prinsip kedua adalah solidaritas. Menurut ajaran sosial 

Katolik, manusia adalah makhluk sosial yang saling 

bergantung satu sama lain. Kita tidak dapat mengembangkan 

diri tanpa berhubungan dengan orang lain. Solidaritas adalah 

sikap yang mengakui ketergantungan ini dan berkomitmen 

mewujudkan keadilan sosial. 

Solidaritas sering ditekankan dalam dokumen-dokumen 

sosial gereja. Misalnya, dalam ensiklik Solicitudo Rei Socialis, 

artikel 38 menyatakan bahwa solidaritas merupakan 

keputusan yang teguh dan tekun untuk bekerja demi 

kebaikan bersama, yakni, demi kebaikan semua dan setiap 

orang (Paus Yohanes Paulus, 1987). Dalam Konsili Vatikan II, 

(1965), menegaskan semangat solidaritas untuk mewujudkan 

persaudaraan yang sejati antar umat manusia (GS 32). 

Bagi manajemen pastoral, solidaritas berarti 

kepemimpinan gereja harus memiliki komitmen kuat untuk 

mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. 

Gereja dipanggil untuk memihak dan membela kaum miskin, 

tertindas dan tersingkir. 

Menurut pakar ekonomi Katolik Stefano Zamagni, 

solidaritas menuntut adanya struktur kooperatif dan relasi 

timbal balik dalam organisasi, bukan persaingan dan 

dominasi (Zamagni, 2020). Manajemen harus mendorong 
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keterlibatan aktif semua anggota dalam pengambilan 

keputusan untuk kepentingan bersama. 

Dari perspektif manajemen sumber daya manusia 

(MSDM), budaya solidaritas dicirikan oleh kerja sama erat, 

dukungan tinggi, dan komitmen bersama untuk tujuan 

organisasi (Kim & Park., 2020). Manajer harus membangun 

tim kerja yang kohesif dan saling mendukung. Semangat 

kebersamaan sangat diperlukan dalam karya pelayanan 

pastoral. 

3 Subsidiaritas 

Prinsip subsidiaritas menyatakan bahwa masalah 

sebaiknya ditangani oleh otoritas paling rendah yang mampu 

menyelesaikannya secara efektif. Otoritas yang lebih tinggi 

hanya boleh turun tangan jika memang diperlukan. Prinsip 

ini pertama kali dirumuskan oleh Paus Pius XI dalam ensiklik 

Quadragesimo Anno (Paus Pius XI., 1931).  

Subsidiaritas penting untuk memberdayakan individu 

dan kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat. Ia 

mencegah penumpukan kekuasaan dan mendorong 

partisipasi aktif warga. Dalam gereja sendiri, subsidiaritas 

berarti kewenangan harus didesentralisasi, bukan terpusat di 

Vatikan atau keuskupan. Subsidiaritas dapat memperkuat 

vitalitas dan kreativitas gereja lokal (Finn, (2010).  

Dari perspektif manajemen, subsidiaritas berarti 

pengambilan keputusan didesentralisasikan pada level yang 

paling rendah dan langsung berhadapan dengan masalah. 

Kepemimpinan puncak hanya menangani isu-isu strategis 

dan memberi dukungan, bukan terlibat dalam operasional.  

Menurut pakar manajemen Peter Drucker, subsidiaritas 

mendorong organisasi untuk mendistribusikan kewenangan 

secara luas ke unit-unit operasionalnya  (Drucker, 2002). Ini 

memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan 
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responsif. Subsidiaritas juga sejalan dengan gagasan 

empowerment, yaitu pemberdayaan karyawan agar mereka 

dapat mengambil inisiatif dan keputusan sendiri. 

Diterapkan dalam gereja Katolik, prinsip subsidiaritas 

berarti kewenangan pengambilan keputusan sebaiknya 

dilimpahkan ke pastor paroki dan dewan paroki, yang paling 

memahami situasi setempat. Peran uskup dan keuskupan 

adalah memberikan supervisi longgar dan dukungan yang 

diperlukan. 

Beberapa contoh konkrit penerapan subsidiaritas 

dalam gereja (Schuth, 2007) 

a. Rencana pastoral disusun oleh dewan paroki, bukan oleh 

keuskupan. 

b. Rekrutmen dan pelatihan staf ditangani oleh paroki 

sendiri. 

c. Program-program pelayanan dirancang oleh tim paroki 

setempat. 

Pendekatan ini memberdayakan paroki dan 

memampukan mereka mengambil inisiatif sesuai konteks 

lokal. Kepemimpinan tingkat atas berperan sebagai fasilitator 

dan pemberi sumber daya yang diperlukan paroki. Dengan 

demikian, subsidiaritas penting untuk vitalitas gereja dan 

manajemen pastoral yang efektif. 

4 Bonum Commune 

Prinsip keempat ajaran sosial Gereja Katolik adalah 

bonum commune, yang berarti kesejahteraan dan kebaikan 

bersama. Manajemen pastoral harus mengejar bonum 

commune, bukan kepentingan kelompok atau individu 

tertentu. 

Dalam ensiklik Mater et Magistra, artikel 65, Paus 

Yohanes XXIII menyatakan bahwa kehidupan sosial harus 

diarahkan untuk kebaikan dan kemajuan semua orang tanpa 
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terkecuali (Paus Yohanes, 1961). Negara dan institusi harus 

mengusahakan tercapainya kesejahteraan seluruh warga 

masyarakat. Gagasan yang sama ditegaskan Konsili Vatikan 

II, bahwa negara wajib memajukan kesejahteraan umum (GS 

74). 

Bagi kepemimpinan gereja, bonum commune berarti 

semua kebijakan dan program pastoral harus ditujukan demi 

kebaikan dan kemajuan seluruh umat, bukan kelompok elit 

tertentu. Misalnya, fasilitas dan aktivitas paroki harus bisa 

dinikmati semua anggota komunitas, bukan hanya kaum 

kaya dan berpendidikan saja. 

Menurut Daniel K. Finn, pencapaian bonum commune 

mensyaratkan dialog dan kerja sama yang baik antara pastor, 

staf gereja dan umat awam untuk menentukan kebutuhan 

bersama (Finn, 2012). Semua kelompok harus dilibatkan 

dalam perencanaan kegiatan pastoral. 

Dari perspektif manajemen strategis, kepemimpinan 

organisasi bertanggung jawab mewujudkan tujuan dan 

kesejahteraan bersama (Cavanagh, 2005). Manajer harus 

memastikan sumber daya dialokasikan secara adil dan 

proporsional untuk kepentingan seluruh anggota. Kebijakan 

tidak boleh hanya menguntungkan sebagian kecil karyawan 

saja. 

Dengan demikian, prinsip bonum commune menjadi 

panduan etis bagi manajemen pastoral. Ia mengarahkan 

fokus pelayanan gereja untuk kepentingan bersama dan 

kesejahteraan seluruh umat, bukan kelompok elite atau 

mayoritas saja. Ini membutuhkan dialog dan kerja sama yang 

baik antar berbagai elemen dalam gereja. 

Prinsip-prinsip dasar ajaran sosial gereja seperti 

martabat manusia, solidaritas, subsidiaritas dan bonum 

commune memiliki implikasi mendalam bagi praktik 

manajemen pastoral. Prinsip-prinsip ini memberi kerangka 
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etis dan spiritual yang kokoh bagi kepemimpinan dan 

pengelolaan kehidupan umat di lingkup paroki dan 

keuskupan.  

Penerapannya membutuhkan transformasi budaya gereja 

menuju struktur-struktur yang lebih partisipatif, 

kepemimpinan yang melayani, serta komitmen nyata untuk 

keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dengan berakar 

pada prinsip-prinsip ajaran sosial gereja, manajemen pastoral 

dapat semakin mewujudkan misi gereja di tengah dunia. 
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BAB III 

MANAJEMEN PERENCANAAN 

PASTORAL 

A. Pentingnya perencanaan dalam pelayanan pastoral 

   erencanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat 

penting dalam menunjang efektivitas pelayanan pastoral di 

gereja. Perencanaan membantu para gembala dan 

pemimpin umat merumuskan visi, menentukan sasaran 

dan strategi, serta mengalokasikan sumber daya secara 

tepat dalam pelayanan jemaat.  

Tulisan ini akan menjelaskan urgensi perencanaan pastoral 

berdasarkan dokumen-dokumen gereja, pandangan para teolog 

dan pakar pastoral, serta prinsip-prinsip manajemen strategis. 

Pembahasan dilengkapi dengan contoh konkret penerapan 

perencanaan dalam konteks pelayanan di paroki atau 

keuskupan 

1 Dasar Teologis Perencanaan Pastoral 

Secara teologis, perencanaan pastoral berakar pada 

karya Allah sendiri dalam menciptakan dan menyelamatkan 

P
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dunia. Kitab Kejadian mengisahkan Allah merancang 

penciptaan dengan teratur (Kej. 1-2). Dalam merencanakan 

pembangunan Bait Allah, Daud menyatakan bahwa 

semuanya telah dipersiapkan menurut rencana Allah (1 Taw. 

2811-19). Perjanjian Baru juga menegaskan Allah bekerja 

menurut rencana-Nya bagi manusia (Ef. 111). 

Gereja dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi 

Allah. Konsili Vatikan II., (1965) dalam dekret Apostolicam 

Actuositatem mendorong agar para pastor menyusun 

rencana pastoral yang tepat bagi jemaatnya (AA 30). Paus 

Paulus VI., (1975) dalam Evangelii Nuntiandi juga 

menekankan perlunya perencanaan pastoral yang sadar dan 

matang (EN 73). Jadi gereja harus merencanakan 

pelayanannya secara strategis demi efektivitas misi. 

2 Manfaat Perencanaan Pastoral 

Beberapa manfaat utama perencanaan pastoral 

menurut para ahli antara lain 

a. Membantu mewujudkan visi pastoral jangka panjang 

(Dister, 1994) Perencanaan membuat visi menjadi 

sasaran dan program konkret. 

b. Mengantisipasi masa depan dan perubahan lingkungan. 

Rencana yang matang memungkinkan respons yang 

tepat (O’Meara, 2000). 

c. Mengelola sumber daya dan personel secara optimal. 

Perencanaan membantu alokasi sumber daya yang ada 

(Castro, 2006) 

d. Menciptakan komitmen untuk sasaran bersama. 

Rencana memberi arah dan memfokuskan energi 

pelayanan (Hoge,  & Wenger, 2005) 
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e. Memperkuat vitalitas komunitas. Rencana yang matang 

meningkatkan semangat dan partisipasi umat (J. P. et al. 

Beal, 2000). 

Dengan demikian, perencanaan pastoral memiliki 

banyak manfaat, baik dari sisi strategis maupun 

membangun komunitas. 

3 Prinsip-Prinsip Perencanaan Pastoral 

Beberapa prinsip penting dalam perencanaan pastoral 

efektif adalah 

Pertama, berfokus pada misi. Rencana harus menopang 

panggilan dan tujuan utama gereja, yaitu misi 

evangelisasi dan pelayanan umat (Fransiskus., 

2020b).  

Kedua, bersifat partisipatif. Seluruh elemen komunitas 

dilibatkan agar rencana mencerminkan aspirasi 

bersama (Lennan, 1999). 

Ketiga, berorientasi aksi. Rencana harus memiliki sasaran 

dan program konkret yang dapat dilaksanakan (P. 

W. Taylor, 2002).  

Keempat, ukuran keberhasilan. Rencana perlu indikator 

untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program 

(Zech, 2000).  

Kelima, evaluasi dan penyesuaian berkala. Rencana 

dievaluasi dan disesuaikan dengan konteks yang 

berubah (Hoge, & Wenger, 2005). 

Rencana pastoral yang baik harus memenuhi prinsip-

prinsip tersebut agar dapat mendukung pelayanan gereja 

secara efektif dan berkelanjutan. Evaluasi dan 

penyempurnaan berkala penting dilakukan. 
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4 Langkah-Langkah Perencanaan Pastoral 

Beberapa langkah utama dalam proses perencanaan 

pastoral yang disarankan para ahli (Castro, 2006); (Dister, 

1994) 

a. Analisis Situasi untuk mengkaji konteks umat dan 

lingkungan sekitarnya sebagai landasan merumuskan 

program. 

b. Perumusan Misi, Visi dan Nilai-Nilai untuk merumuskan 

pernyataan misi, visi jangka panjang, serta nilai-nilai yang 

menjiwai pelayanan. 

c. Penentuan Sasaran dan Strategi untuk menentukan 

sasaran pastoral yang spesifik dan strategi pencapaian 

sasaran. 

d. Perencanaan Program dan Kegiatan untuk merinci 

program dan kegiatan kongkret untuk mencapai sasaran. 

e. Penyusunan Anggaran untuk menyalurkan sumber daya 

ke program berdasarkan prioritas dan ketersediaan dana 

f. Implementasi dan Monitoring untuk melaksanakan 

rencana, memantau kemajuan dan melakukan 

penyesuaian jika perlu. 

g. Evaluasi untuk menilai efektivitas program secara 

menyeluruh dan merumuskan perbaikan. 

Perencanaan yang matang membutuhkan langkah-

langkah yang sistematis seperti ini. Partisipasi aktif seluruh 

pihak juga penting untuk keberhasilannya. 

5 Studi Kasus Perencanaan Pastoral Paroki 

Studi kasus perencanaan pastoral di Paroki dapat 

dilakukan sebagai berikut 
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a. Tim perencanaan paroki melakukan analisis situasi, 

termasuk jumlah dan komposisi umat, kondisi sosial-

ekonomi, dan harapan umat. 

b. Dirumuskan misi untuk mewujudkan komunitas murid 

Yesus yang saling mengasihi dan melayani. Visi paroki 

dirancang, seperti menjadi komunitas umat basis yang 

mandiri. 

c. Sasaran pastoral ditetapkan, misalnya menggalang 

partisipasi dan anggaran umat untuk program keadilan 

sosial ekonomi umat. Strategi ditentukan, seperti 

sosialisasi gerakan pemberdayaan sosial ekonomi umat 

dan pendirian koperasi umat. 

d. Program kerja dirancang, seperti penyuluhan dan 

pelatihan koperasi umat. Anggaran disusun untuk 

program prioritas. 

e. Rencana dilaksanakan bertahap. Tim memantau dan 

menyesuaikan jika ada kendala. 

f. Evaluasi menyeluruh dilakukan setiap akhir tahun dan 

rencana disesuaikan. 

B. Tahapan dan metode perencanaan pastoral yang efektif 

Perencanaan pastoral yang matang dan terarah sangat 

penting agar pelayanan gereja dapat berjalan efektif dalam 

mewujudkan misi dan visinya. Namun, proses perencanaan ini 

perlu dilakukan dengan mengikuti tahapan dan metode yang 

tepat.  

Penerapan tahapan dan metode yang tepat ini penting agar 

proses perencanaan pastoral dapat berjalan sistematis, aspiratif, 

antisipatif dan pada akhirnya menghasilkan rencana jangka 

panjang yang solutif dan strategis bagi pelayanan gereja. 
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1 Tahapan Perencanaan Pastoral yang Efektif 

Merujuk para ahli, beberapa tahapan penting dalam 

proses perencanaan pastoral yang efektif adalah sebagai 

berikut 

a. Persiapan dan Koordinasi Tim Perencana 

Tahap persiapan membentuk dan mempersiapkan tim 

yang akan mengoordinir proses perencanaan (White, J. & 

Corcoran, 1997). Tim terdiri dari perwakilan pastor, 

pengurus DPP, Katekis, dan umat awam. Koordinasi tim 

sangat penting agar proses berjalan lancar. 

b. Analisis Situasi Saat Ini 

Tim melakukan pengkajian menyeluruh konteks 

pelayanan saat ini, mencakup realita internal gereja dan 

tantangan eksternal dari lingkungan (J. P. et al. Beal, 

2000). Analisis mendalam konteks pastoral menjadi dasar 

merumuskan program-program yang sesuai. 

c. Perumusan Identitas dan Arah Pelayanan 

Berdasarkan analisis situasi, tim merumuskan 

pernyataan misi, visi jangka panjang, nilai-nilai inti, dan 

prioritas pelayanan gereja (P. W. Taylor, 2002). Pernyataan 

identitas ini menjadi acuan dan rambu-rambu 

perencanaan selanjutnya. 

d. Penetapan Sasaran dan Strategi Pelayanan 

Tim menetapkan sasaran-sasaran pastoral spesifik yang 

ingin dicapai beserta strategi-strategi untuk 

mewujudkannya (Hoge,  & Wenger, 2005). Sasaran dan 

strategi harus spesifik, terukur, realistis dan terikat 

waktu. 

e. Perencanaan Program dan Kegiatan Pelayanan 

Dirumuskan program-program dan kegiatan nyata untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Dister, 1994). 
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Program dirinci secara konkret; tujuan, bentuk kegiatan, 

penanggungjawab, dan indikator keberhasilan. 

f. Penyusunan Anggaran dan Sumber Daya 

Menyusun anggaran program berdasarkan prioritas dan 

alokasi sumber daya yang tersedia (Castro,2004). Sumber 

daya finansial, fisik, dan manusia disesuaikan dengan 

rencana. 

g. Implementasi Rencana dan Pengawasan 

Melaksanakan program pastoral yang telah disusun 

secara bertahap dan berkelanjutan (O’Meara, 2000). Tim 

pengawas memantau jalannya pelaksanaan dan 

melakukan penyesuaian jika diperlukan. 

h. Evaluasi dan Penyempurnaan Rencana 

Menilai hasil pelaksanaan program secara menyeluruh 

(Zech, 2000). Aspek yang berjalan efektif dipertahankan 

dan yang kurang dievaluasi untuk penyempurnaan 

rencana selanjutnya. 

2 Metode Perencanaan Pastoral yang Efektif 

Metode perencanaan pastoral yang tepat sangat penting 

agar proses perencanaan pastoral dapat berjalan sistematis, 

aspiratif, antisipatif dan pada akhirnya menghasilkan 

rencana jangka panjang yang solutif dan strategis bagi 

pelayanan gereja. Berikut ini adalah beberapa metode 

perencanaan pastoral efektif yang disarankan para ahli 

(White, J. & Corcoran, 1997); Beal, 2000) 

a. Analisis SWOT 

Metode klasik menganalisis kekuatan, kelemahan, 

peluang dan tantangan pelayanan gereja. Membantu 

memetakan situasi saat ini secara komprehensif. 

b. Survei dan Wawancara Umat 
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Mengumpulkan masukan dari umat tentang harapan dan 

kebutuhan melalui survei atau wawancara. Penting untuk 

menjaring aspirasi umat. 

c. FGD Tim Perencana 

Melakukan diskusi kelompok terarah untuk merumuskan 

rencana. FGD menstimulasi pertukaran ide yang kreatif. 

d. Benchmarking 

Belajar dari praktik terbaik gereja lain untuk 

pengembangan rencana pelayanan. 

e. Simulasi dan Prediksi Skenario 

Membuat skenario masa depan untuk menguji ketahanan 

rencana. Simulasi membantu antisipasi perubahan. 

Dengan menerapkan metode-metode tersebut, 

diharapkan perencanaan pastoral menjadi lebih sistematis, 

aspiratif dan antisipatif. Namun tetap dengan berlandaskan 

prinsip-prinsip perencanaan pastoral seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

Perencanaan yang baik sangat penting untuk 

mengarahkan pelayanan pastoral agar efektif dalam 

mewujudkan misi gereja. Prinsip-prinsip seperti berorientasi 

misi, partisipatif, aksi nyata, berkelanjutan perlu dipegang 

teguh. Dengan mengikuti tahapan dan metode perencanaan 

yang tepat, gereja dapat merumuskan rencana pastoral yang 

solutif dan strategis demi kemajuan misi Allah di tengah 

dunia. 

C. Peran iman dalam merencanakan masa depan Komunitas 

Perencanaan masa depan merupakan hal penting bagi 

keberlangsungan sebuah komunitas, termasuk komunitas iman 

seperti paroki atau keuskupan. Dalam konteks Gereja Katolik, 
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perencanaan pastoral tidak dapat dilepaskan dari peran iman 

dan spiritualitas.  

1 Iman Memberi Perspektif Eskatologis 

Secara teologis, iman Kristiani memiliki pandangan 

eskatologis yaitu keyakinan bahwa sejarah dunia ini bergerak 

menuju pemenuhan pada akhir zaman (Ratzinger, 2007). 

Masa depan tidak semata-mata ditentukan oleh perencanaan 

manusia, namun merupakan pembaharuan eskatologis oleh 

Allah yang dijanjikan dalam Kristus (Moltmann, 2010). 

Iman eskatologis ini penting dalam merencanakan masa 

depan gereja. Gereja tidak boleh terjebak pragmatisme 

sekuler yang hanya berorientasi keberhasilan duniawi. 

Sebaliknya, gereja merencanakan masa depannya dalam 

terang janji-janji Allah (Bevans, S. & Schroeder, 2004). 

Perencanaan tetap realistis namun dilandasi pengharapan 

teologis pada karya Allah. 

2 Iman Memberi Arah pada Misi Gereja 

Iman juga memberi arah pada misi gereja di dunia ini. 

Menurut Konsili Vatikan II, gereja dibangun untuk 

memperluas Kerajaan Allah di muka bumi (LG 5). Gereja 

harus merencanakan masa depannya berdasarkan misi 

teologis ini, bukan sekadar tujuan pragmatis (Schreiter, 

2005). 

Rencana pastoral yang baik berakar pada iman sebagai 

panggilan gereja untuk melanjutkan karya Kristus, yaitu 

mewartakan Injil, melayani sesama, dan mewujudkan nilai-

nilai Kerajaan Allah (Fransiskus., 2020b). Misi inilah yang 

mengarahkan semua perencanaan gereja. 

3 Iman Meneguhkan Pengharapan 

Perencanaan masa depan selalu menghadapi 

ketidakpastian. Di tengah kesulitan, iman Kristiani 

meneguhkan pengharapan akan janji dan providensia Allah. 
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Konsili Vatikan II menegaskan bahwa umat beriman 

menantikan pemenuhan pada akhir zaman, sekaligus 

berusaha mewujudkannya secara bertahap di dunia (GS 39). 

Menurut pakar perencanaan James Dator, 

pengharapan teologis ini penting agar proses perencanaan 

tidak diliputi keputusasaan, melainkan dilandasi iman dan 

kepasrahan pada Allah (Dator, 2019). Rencana masa depan 

gereja perlu dijiwai pengharapan Kristiani pada karya Allah 

yang dapat mengatasi segala keterbatasan. 

4 Iman Membangun Solidaritas 

Perencanaan komunitas memerlukan solidaritas 

anggota untuk mewujudkan visi bersama. Menurut CST, 

solidaritas berakar pada iman akan martabat manusia 

sebagai citra Allah dan hubungan bersaudara semua orang 

dalam Kristus (Paus Yohanes Paulus, 1987). 

Iman meneguhkan semangat kebersamaan dalam 

merencanakan masa depan komunitas. Rencana pastoral 

harus mencerminkan solidaritas, bukan kepentingan 

kelompok tertentu. Partisipasi seluruh anggota komunitas 

menjadi penting (Gaillardetz, R.R. & Clifford, 2012). 

Demikian uraian peran iman dalam perencanaan masa 

depan komunitas, baik paroki maupun keuskupan. Iman 

memberi perspektif eskatologis, arah misi, meneguhkan 

pengharapan, dan membangun solidaritas. Dengan berakar 

pada iman, gereja dapat merencanakan masa depannya 

secara bijak dan strategis, di tengah tantangan zaman. 

 

D. Analisis SWOT dalam konteks perencanaan pastoral 

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) adalah alat strategis yang telah lama digunakan dalam 

dunia bisnis dan manajemen. Namun, dapat diterapkan dalam 

konteks perencanaan pastoral Gereja Katolik. Sebab Analisis 
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SWOT dapat membantu komunitas gerejawi untuk mengevaluasi 

situasi internal dan eksternal mereka, sehingga dapat 

merumuskan strategi pastoral yang lebih efektif dan efisien 

sesuai dengan masalah dan kebutuhan umat. 

Dalam surat apostolik Evangelii Gaudium Art 27, Paus 

Fransiskus menekankan pentingnya perencanaan pastoral yang 

efektif Saya bermimpi tentang pilihan misionaris yang mampu 

mengubah segalanya, sehingga kebiasaan, gaya, jadwal, bahasa, 

dan setiap struktur gerejawi dapat menjadi saluran yang 

memadai untuk penginjilan dunia saat ini daripada untuk 

pelestarian diri (Paus Fransiskus, 2013). Pernyataan ini 

menunjukan bahwa Paus menghendaki Gereja untuk terus 

mengevaluasi dan memperbarui metode pastoralnya. Karena itu 

Analisis SWOT dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk 

membedah perencanaan pastoral umat. Berikut adalah langkah-

langkah analisis SWOT 

1. Kekuatan (Strengths) 

Kekuatan dalam konteks pastoral merujuk pada aspek-

aspek positif internal yang dimiliki oleh komunitas gerejawi. 

Ini bisa mencakup a) Tradisi spiritual yang kaya b) 

Keterlibatan umat yang tinggi c) Fasilitas fisik yang memadai 

d) Kepemimpinan yang kuat dan berwibawa e) Program-

program pastoral yang sudah berjalan dengan baik.  

Menurut Osmer, Identifikasi kekuatan dalam konteks 

gerejawi tidak hanya tentang sumber daya material, tetapi 

juga tentang kekayaan spiritual dan tradisi yang telah 

diwariskan selama berabad-abad (Osmer, 2008, 234). Hal ini 

tentu sejalan amanat Konsili Vatikan II, bahwa Gereja 

dipercayakan dengan misi untuk mewartakan dan 

menegakkan di antara semua bangsa Kerajaan Kristus dan 

Allah, dan merupakan benih serta awal mula Kerajaan itu di 

bumi. (Gaudium et Spes, 45) 
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Dengan mengenali kekuatan-kekuatan ini, Gereja dapat 

membangun fondasi yang kokoh untuk perencanaan 

pastoralnya. 

2. Kelemahan (Weaknesses) 

Kelemahan mengacu pada aspek-aspek internal yang 

perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Beberapa contoh 

kelemahan dalam konteks pastoral meliputi 

a) Kurangnya partisipasi kaum muda  

b) Keterbatasan sumber daya keuangan 

c) Komunikasi yang kurang efektif antara pemimpin dan 

umat  

d) Program pastoral yang sudah usang atau tidak relevan 

e) Kurangnya pelatihan bagi para pemimpin awam 

Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium mengakui 

pentingnya mengidentifikasi kelemahan 

Sebuah pembaruan gerejawi yang tidak dapat ditunda 

lagi bertujuan untuk mengubah kebiasaan, gaya, jadwal, 

bahasa, dan setiap struktur gerejawi menjadi saluran yang 

memadai untuk penginjilan dunia saat ini daripada untuk 

pelestarian diri. (Evangelii Gaudium, 27). Hal ini 

menunjukkan bahwa pentingnya kejujuran dalam 

mengidentifikasi kelemahan. Perencanaan pastoral yang 

efektif membutuhkan kejujuran dalam mengakui kelemahan 

dan kegagalan. Tanpa ini, Gereja berisiko jatuh ke dalam 

perangkap self-deception dan kehilangan relevansinya.  

3. Peluang (Opportunities) 

Peluang adalah faktor-faktor eksternal yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pastoral. 

Beberapa contoh peluang meliputi a) Perkembangan teknologi 

komunikasi b) Meningkatnya minat terhadap spiritualitas di 

masyarakat c) Kolaborasi dengan organisasi non-gerejawi d) 

Perubahan demografis yang membuka peluang untuk 
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penginjilan baru e) Meningkatnya kesadaran akan isu-isu 

sosial dan lingkungan. 

Paus Yohanes Paulus II dalam Surat Apostolik 

Christifideles Laici menegaskan bahwa Gereja harus menjadi 

lebih sadar akan situasinya sebagai 'sakramen, atau tanda 

dan sarana persatuan yang erat dengan Allah dan kesatuan 

seluruh umat manusia'. (Christifideles Laici, 19). Menurut 

Schroeder & Bevans, Gereja perlu memiliki 'imajinasi 

misioner' untuk mengenali dan memanfaatkan peluang-

peluang baru dalam masyarakat yang terus berubah (Bevans 

& Schroeder, 2004,73). 

4. Ancaman (Threats) 

Ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang dapat 

menghambat atau mengancam efektivitas pastoral. Beberapa 

contoh ancaman meliputi a) Sekularisasi yang meningkat b) 

Persaingan dari kelompok agama atau spiritual lain c) Krisis 

ekonomi yang mempengaruhi donasi d) Perubahan kebijakan 

pemerintah yang membatasi aktivitas keagamaan e) Skandal 

atau krisis kepercayaan dalam institusi gereja 

Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostolik Ecclesia in 

Europa mengakui adanya ancaman terhadap gereja di era 

modern Banyak orang Eropa hari ini tampaknya jauh dari 

iman. Sebagai akibatnya, kita melihat... hilangnya memori dan 

warisan Kristen yang disertai dengan semacam agnostisisme 

praktis dan ketidakpedulian agama(Paus Yohanes Paulus II, 

2003). Karena itu, Gereja harus waspada terhadap ancaman-

ancaman eksternal, namun jangan sampai menjadi defensif 

atau paranoid. Sebaliknya, ancaman harus dilihat sebagai 

tantangan yang dapat memperkuat dan memurnikan misi 

Gereja. 
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E. Implementasi Analisis SWOT dalam Perencanaan Pastoral 

Setelah mengidentifikasi elemen-elemen SWOT, langkah 

selanjutnya adalah mengintegrasikannya ke dalam proses 

perencanaan pastoral. Berikut adalah beberapa langkah yang 

dapat diambil 

1. Evaluasi Situasi Saat Ini 

Langkah pertama adalah melakukan evaluasi 

menyeluruh terhadap situasi pastoral saat ini. Ini melibatkan 

pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif tentang 

kehidupan paroki atau komunitas gerejawi. Karena itu perlu 

menekankan pentingnya penilaian kontekstual. Maksudnya, 

Perencanaan pastoral yang efektif dimulai dengan 

pemahaman yang mendalam tentang konteks di mana 

komunitas iman berada. Ini melibatkan analisis sosiologis, 

budaya, dan teologis. (Osmer, 2011, p. 2) 

2. Perumusan Visi dan Misi 

Berdasarkan hasil analisis SWOT, komunitas gerejawi 

dapat merumuskan atau memperbarui visi dan misi 

pastoralnya. Visi harus mencerminkan aspirasi jangka 

panjang, sementara misi menjelaskan bagaimana visi tersebut 

akan dicapai. 

Dokumen Christus Dominus dari Konsili Vatikan II 

menekankan pentingnya visi pastoral yang jelas, di mana 

mengingatkan para uskup harus mengajarkan jalan yang 

akan diikuti umat Alah untuk memuliakan Allah Bapa dalam 

roh dan kebenaran dan untuk melayani sesama, terutama 

yang miskin dan lemah (Christus Dominus, 12). 

3. Pengembangan Strategi 

Strategi pastoral dikembangkan dengan 

mempertimbangkan hasil analisis SWOT. Ini melibatkan (a) 

memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang, (b) 

mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman, (c) 
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mengubah ancaman menjadi peluang melalui pendekatan 

kreatif. Healey menyatakan bahwa  Strategi pastoral yang 

efektif harus mencerminkan keseimbangan antara kesetiaan 

pada tradisi dan keterbukaan terhadap inovasi. (Healy, 2009, 

294) 

4. Implementasi dan Evaluasi 

Rencana pastoral yang telah dikembangkan kemudian 

diimplementasikan. Penting untuk melakukan evaluasi 

berkala untuk memastikan efektivitas dan melakukan 

penyesuaian jika diperlukan. 

Paus Yohanes Paulus II dalam dokumen Pastores Dabo 

Vobis mengingatkan bahwa dalam pembinaan para imam 

harus mencakup dan mengharmoniskan berbagai aspek 

manusiawi, spiritual, intelektual, dan pastoral. Evaluasi terus-

menerus diperlukan untuk memastikan keseimbangan dan 

efektivitas pembinaan ini. (Pastores Dabo Vobis, 43). 

 

F. Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Analisis SWOT 

Meskipun analisis SWOT dapat menjadi alat yang 

berguna dalam perencanaan pastoral, ada beberapa tantangan 

dan peluang yang perlu diperhatikan 

1. Kontekstualisasi 

Tantangan utama adalah memastikan bahwa analisis 

SWOT, yang berasal dari dunia bisnis, dicontextualisasikan 

dengan tepat dalam setting gerejawi. Bevans (2002) dalam 

bukunya Models of Contextual Theology menekankan Setiap 

upaya untuk mengadopsi metode atau konsep dari disiplin 

lain ke dalam teologi harus dilakukan dengan hati-hati dan 

kritis, memastikan bahwa esensi iman tidak terdistorsi. 

(Bevans, 2002, p. 88) 
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2. Partisipasi Luas 

Analisis SWOT dalam konteks gerejawi harus 

melibatkan partisipasi luas dari berbagai elemen umat. Ini 

sesuai dengan ajaran Gereja tentang sensus fidei. Dokumen 

Lumen Gentium menyatakan Totalitas orang beriman, yang 

telah menerima pengurapan dari Yang Kudus, tidak dapat 

salah dalam iman. (Lumen Gentium, 12) 

3. Integrasi dengan Spiritualitas 

Analisis SWOT tidak boleh menjadi latihan mekanis 

semata, tetapi harus diintegrasikan dengan doa dan 

discernment spiritual. Dalam seruan apostolik Gaudete et 

Exsultate, Paus Fransiskus mengingatkanTanpa saat-saat 

adorasi yang panjang, perjumpaan yang penuh kasih dengan 

Sabda, dialog yang tulus dengan Tuhan, tugas-tugas dengan 

mudah kehilangan makna (Francis Pope, 2018). 

4. Fleksibilitas dan Adaptabilitas 

Rencana pastoral yang dihasilkan dari analisis SWOT 

harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan 

situasi. Dalam jurnal Theological Studies, Gaillardetz (2012) 

menyatakan Gereja yang hidup adalah gereja yang terus-

menerus bereformasi, merespons tantangan zaman dengan 

kesetiaan kreatif pada Injil. (Gaillardetz, 2012, p. 302) 

5. Fokus pada Misi 

Analisis SWOT dalam konteks gerejawi harus selalu 

diarahkan pada pemenuhan misi penginjilan Gereja. 

Dokumen Ad Gentes dari Konsili Vatikan II menegaskan 

Gereja yang sedang mengembara sifatnya misioner, sebab 

berasal dari perutusan Putra dan perutusan Roh Kudus 

menurut rencana Allah Bapa. (Ad Gentes, 2) 
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BAB IV 

MANAJEMEN PENGORGANISASIAN 

PASTORAL 

 

A. Struktur organisasi Gereja dan implikasinya bagi 

manajemen 

     ereja Katolik memiliki struktur organisasi yang hierarkis 

dan terpusat yang telah berkembang selama berabad-abad. 

Struktur ini mencerminkan pemahaman Gereja tentang 

otoritas yang diterima dari Yesus Kristus. Menurut Konsili 

Vatikan II, Gereja dipandang sebagai tanda dan alat 

keselamatan bagi semua manusia, dan karenanya 

terpanggil untuk melayani umat manusia (Dokumen Konsili 

Vatikan II.Lumen Gentium, 1964). Struktur organisasi 

Gereja berkembang untuk mendukung misi pelayanan ini. 

Pusat struktur organisasi Gereja Katolik adalah Sri Paus di 

Roma, yang dipandang sebagai penerus Santo Petrus. Sri Paus 

adalah uskup Roma dan memimpin Gereja secara universal. Ia 

dibantu oleh Kuria Roma, yang terdiri dari berbagai departemen 

atau kongregasi yang menangani urusan-urusan pastoral, 

doktrinal, administratif dan yudisial bagi Gereja universal 

(McBrien, 1995).  

G
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Di bawah Sri Paus terdapat para uskup diosesan yang 

memimpin keuskupan setempat. Mereka dibantu imam-imam 

paroki dan rohaniwan lainnya. Para uskup berkumpul dalam 

konferensi-konferensi episkopal baik nasional maupun regional. 

Mereka bekerja sama dengan Sri Paus dan Kuria Roma dalam 

pelayanan umat setempat. Dengan demikian terjadi sentralisasi 

otoritas di Roma namun ada pembagian tanggung jawab antara 

pusat dan daerah ( Gaillardetz, 2007). 

Menurut Konsili Vatikan II, tanggung jawab utama uskup 

adalah mewartakan Injil, merayakan liturgi dan memberi 

kesaksian iman. Namun dalam praktiknya, para uskup dan 

imam juga bertanggung jawab atas manajemen organisasi 

keuskupan dan paroki untuk mendukung misi Gereja. Mereka 

harus memimpin staf, mengelola anggaran dan sumber daya, 

membuat perencanaan, mengkoordinasikan program-program, 

dan sebagainya (Heinen, 1985). 

Beberapa implikasi struktur organisasi Gereja Katolik bagi 

manajemen antara lain 

1. Sentralisasi kekuasaan di Roma menjadikan pengambilan 

keputusan cenderung top-down. Hal ini dapat memperlambat 

respons terhadap isu-isu lokal (Ebaugh, H. R., Chafetz, J. S., 

& Pipes, 2006). Namun demokratisasi internal yang lebih 

besar telah diupayakan pasca Konsili Vatikan II (Gaillardetz, 

R. R., & Clifford, 2012). 

2. Penekanan pada otoritas yang turun temurun dari rasul-

rasul dapat menciptakan budaya organisasi yang kaku dan 

formalistik. Perlu upaya untuk menjaga keseimbangan 

dengan semangat pelayanan yang rendah hati (Jcko, 2014). 

3. Struktur global Gereja memungkinkan transfer pengetahuan 

dan sumber daya lintas batas negara. Namun koordinasi 

global juga menimbulkan tantangan komunikasi 

antarbudayan (Aldashev, G., Marini, M., & Verdier, 2009). 
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4. Gereja perlu mengadopsi praktik manajemen profesional 

untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terkait 

keuangan dan sumber daya. Skandal keuangan di masa lalu 

menunjukkan kelemahan pengelolaan organisasi (West, D., & 

Zech, 2004a). 

5. Perlunya pelatihan manajemen formal bagi para imam dan 

uskup yang biasanya berlatar pendidikan teologi agar mampu 

memimpin organisasi dengan efektif (Heinen, 1985). 

6. Tantangan merekrut dan mempertahankan imam dan 

rohaniwan, mengingat jumlah panggilan rohani yang 

menurun di banyak negara. Diperlukan pendekatan 

manajemen sumber daya manusia untuk mengatasinya 

(Zech, C., Dowdall, J., Cotter, T., Letnes, G., & O’Keefe, 2017). 

7. Perlunya manajemen perubahan untuk menyesuaikan 

praktik-praktik Gereja agar relevan bagi umat kontemporer, 

seperti pemanfaatan teknologi dalam misi evangelisasi 

(Bausch, 2021). 

8. Mengelola keragaman internal menantang kohesi organisasi - 

perlu menghargai multikulturalisme tanpa mengorbankan 

doktrin inti (Gaillardetz, R.R. & Clifford, 2012). 

9. Tata kelola paroki yang terdesentralisasi di bawah 

kepemimpinan pastor paroki membutuhkan manajemen yang 

andal di tingkat akar rumput (Jcko, 2014). 

10. Kolegialitas dan konsultasi yang ditekankan Konsili Vatikan II 

perlu direfleksikan dalam gaya kepemimpinan yang 

partisipatif dan pemberdayaan awam (Gaillardetz, R. R., & 

Clifford, 2012). 

Dengan demikian, implikasi utama struktur Gereja Katolik 

bagi manajemen adalah perlunya mengintegrasikan praktik-

praktik manajemen profesional untuk meningkatkan efektivitas 

organisasi, sekaligus menjaga nilai-nilai teologis dan budaya 

organisasi yang unik. Sikap dan perilaku adaptif terhadap 
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tantangan kontemporer tanpa meninggalkan warisan historis 

sangat diperlukan. 

B. Mengelola sumber daya manusia dan Finansial secara 

efektif  

1. Mengelola Sumber Daya Manusia  

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara efektif 

merupakan tantangan krusial bagi Gereja Katolik saat ini. 

Jumlah imam dan biarawan/biarawati terus menurun drastis 

di banyak belahan dunia. Di Amerika Serikat misalnya, 

jumlah imam turun dari 59.000 pada tahun 1965 menjadi 

37.000 pada tahun 2015 (Zech, 2000). Sementara jumlah 

umat Katolik terus bertambah. Hal ini menyebabkan beban 

kerja paroki yang berlebihan bagi imam. 

Menurut Konsili Vatikan II, semua umat beriman, baik 

imam, biarawan maupun awam, memiliki peran evangelisasi 

dalam Gereja (Lumen Gentium, 1964). Namun dalam 

praktiknya, imam dan biarawan masih mengemban sebagian 

besar fungsi ministerial dan pengelolaan organisasi Gereja. 

Oleh karena itu, pengelolaan SDM imam dan biarawan secara 

efektif sangat penting bagi misi Gereja. 

Beberapa tantangan pengelolaan SDM di lingkungan 

Gereja Katolik antara lain 

1 Menurunnya jumlah panggilan imam dan biarawan baru 

di banyak negara. 

2 Skandal seksual yang melibatkan para imam dan 

biarawan telah merusak reputasi institusi Gereja. 

3 Banyak imam mengalami kelelahan (burnout), stres karena 

beban kerja berlebihan. 

4 Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan SDM di masa lalu. 
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5 Dibutuhkan peningkatan keterampilan kepemimpinan 

dan manajemen bagi imam. 

Beberapa praktik terbaik dalam mengelola SDM imam 

dan biarawan secara efektif adalah 

1) Rekrutmen dan Seleksi 

a. Membangun citra positif institusi Gereja di masyarakat 

untuk menarik calon imam dan biarawan terbaik 

(Watzke, 2005). 

b. Melibatkan umat awam dan imam muda dalam upaya 

rekrutmen (Zech et al., 2017). 

c. Memperluas kriteria penerimaan dengan tetap 

berpegang pada standar tinggi (Zech et al., 2017). 

d. Wawancara dan psikotes untuk menyaring calon 

berdasarkan panggilan sejati, bukan motif keliru 

(Heinz, 2016). 

2) Pendidikan dan Pengembangan 

a. Kurikulum di seminari yang seimbang antara 

akademis, spiritual, pastoral dan praktik 

kepemimpinan (Becze, 2017). 

b. Magang di paroki dengan bimbingan imam senior agar 

siap melayani umat (Hoge & Wenger, 2003). 

c. Pengembangan kepemimpinan bagi imam baru untuk 

memimpin paroki (Hoge & Wenger, 2003). 

d. Pelatihan manajemen untuk para imam agar mampu 

mengelola paroki secara profesional (Brown, 2010). 

e. Studi lanjutan untuk spesialisasi pelayanan pastoral 

(Banks, 2010). 
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3) Penempatan Kerja dan Karier 

a. Menempatkan imam baru sebagai vikaris paroki besar 

agar belajar dari pastor kepala (Hoge & Wenger, 2003). 

b. Setelah magang 3-5 tahun, imam dapat menjadi kepala 

paroki kecil untuk pengalaman kepemimpinan (Hoge, 

& Wenger, 2003). 

c. Mekanisme konsultasi untuk penempatan imam 

antara uskup dan dewan imam (JcKo, 2014). 

d. Memberi tugas staf pengajaran di seminari bagi imam 

senior untuk variasi karier (Nuzzi, 2010). 

4) Retensi dan Pengembangan Lanjut 

a. Program-program sabatical setiap 5 atau 10 tahun 

pelayanan untuk mencegah kelelahan  (Hoge & 

Wenger, 2003). 

b. Membentuk dewan imam keuskupan sebagai forum 

dukungan sejawat (JcKo, 2014). 

c. Program konseling bagi imam yang mengalami krisis 

vokasi atau stres pelayanan (Knox, P.L., Meinzen-Dick, 

R., & Hazell, 2005). 

d. Pelatihan lanjutan untuk topik-topik seperti konseling, 

manajemen konflik, dan keterampilan komunikasi 

(Nuzzi, 2010). 

Dengan menerapkan praktik SDM yang efektif tersebut, 

Gereja Katolik dapat terus menarik, mengembangkan dan 

mempertahankan imam serta biarawan yang berkualitas 

untuk melayani umat. Keterlibatan dan teladan 

kepemimpinan dari para uskup sangat penting dalam 

reformasi pengelolaan SDM ini. Dengan SDM yang efektif, 

misi evangelisasi dan karya pastoral Gereja Katolik dapat 

terus berlanjut dengan semangat baru di tengah tantangan 

perubahan zaman. 
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2. Mengelola Finansial Secara Efektif 

Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan 

sangat penting bagi misi dan kredibilitas Gereja Katolik. 

Skandal keuangan besar yang terjadi beberapa dekade silam, 

seperti di keuskupan Boston, Amerika Serikat, telah merusak 

kepercayaan umat. Oleh karena itu, reformasi pengelolaan 

keuangan menjadi prioritas bagi Gereja. 

Menurut Konsili Vatikan II, para imam wajib mengelola 

harta milik Gereja dengan sikap melayani, bukan menguasai 

(Lumen Gentium, 1964). Mereka harus mencontohkan 

integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana demi 

kepentingan misi Gereja. Pengelolaan keuangan secara 

profesional dan jujur merupakan bagian penting dari 

kesaksian iman. 

Beberapa tantangan pengelolaan keuangan yang 

dihadapi Gereja Katolik antara lain 

a). Kultur kerahasiaan dalam pengelolaan keuangan di 

masa lalu. 

b). Kurangnya transparansi dan standarisasi sistem 

akuntansi keuangan. 

c). Lemahnya pengawasan internal dan audit eksternal. 

d). Ketidakpahaman imam tentang manajemen keuangan 

modern. 

e). Penurunan sumbangan umat karena kehilangan 

kepercayaan. 

f). Kecenderungan menggunakan dana untuk operasional 

sehari-hari dan bukan misi. 

Beberapa praktik terbaik dalam mengelola keuangan 

Gereja secara efektif 

a). Menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual yang 

memenuhi standar profesional (Dziedzic, 2015). Akrual 

merupakan basis akuntansi di mana transaksi ekonomi 
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dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan dilaporkan 

pada saat kejadian, tanpa memperhatikan waktu kas 

atau setara kas diterima atau dibayarkan. 

b). Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit 

secara independen setiap tahun untuk transparansi  

c). Membentuk komite keuangan paroki yang melibatkan 

profesional awam untuk pengawasan. 

d). Mengadopsi budaya transparansi dengan berbagi 

informasi keuangan secara terbuka dengan umat dan 

donor. 

e). Menstandarisasi prosedur pengumpulan, pencatatan 

dan pelaporan keuangan di seluruh keuskupan 

f). Memberikan pelatihan manajemen keuangan modern 

bagi imam dan staf keuangan Gereja. 

g). Melakukan perencanaan dan penganggaran strategis 

dengan melibatkan umat dan staf  

h). Berinvestasi secara etis agar dana Gereja menopang 

misi, bukan hanya menghasilkan laba  

i). Mendiversifikasi sumber dana termasuk kolekte rutin, 

donasi besar, hibah yayasan, dan filantropi umat kaya  

j). Menggunakan teknologi baru untuk memudahkan 

donasi umat seperti mobile apps dan donasi online. 

Dengan menerapkan praktik terbaik di atas, Gereja 

Katolik dapat memperbaiki kepercayaan umat dan 

masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan. 

Hal ini sangat penting untuk mendukung kredibilitas dan 

keberlanjutan misi Gereja di tengah masyarakat. Reformasi 

pengelolaan keuangan ini memerlukan kepemimpinan dan 

contoh nyata dari para uskup dan imam. 
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3. Membangun tim pelayanan pastoral yang solid 

Membangun tim pelayanan pastoral yang solid sangat 

penting bagi efektivitas misi evangelisasi Gereja Katolik di 

tingkat akar rumput. Menurut Konsili Vatikan II, tugas 

menggembalakan umat merupakan tanggung jawab bersama 

imam, biarawan, dan awam (Lumen Gentium, 1964). Hal ini 

menunjukan bahwa kerjasama tim yang erat mutlak 

dibutuhkan. 

Tim pelayanan pastoral paroki biasanya terdiri dari 

pastor kepala, vikaris paroki, biarawan/biarawati, dan awam 

(katekis, staf administrasi, dan sukarelawan). Beberapa 

tantangan membangun tim pastoral yang solid antara lain 

perbedaan latar belakang, visi pelayanan, dan kemampuan 

anggota tim. Selain itu, kurangnya komunikasi dan 

koordinasi akibat kesibukan pelayanan juga berpotensi 

menimbulkan konflik dan menurunkan moral tim. 

Berikut beberapa praktik terbaik dalam membangun tim 

pelayanan pastoral paroki yang solid 

a. Rekrutmen dan seleksi anggota tim 

1) Merekrut anggota dengan panggilan pelayanan yang 

autentik, bukan sekedar mencari pekerjaan (Daft, 

2007). 

2) Melakukan tes kepribadian untuk memastikan 

calon memiliki karakteristik yang sesuai dengan 

budaya dan visi tim (Rivera, 2007). 

3) Wawancara mendalam untuk memahami motivasi 

dan harapan calon anggota (Ciriello, 1994). 
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b. Perumusan visi dan nilai-nilai tim 

1) Merumuskan visi pastoral jangka panjang untuk 

paroki secara kolaboratif (Gallagher, D., & Hatch, 

1997). 

2) Mengadakan lokakarya untuk merumuskan nilai-

nilai tim seperti kerendahan hati dan kebersamaan 

(Jickling, 2009). 

3) Memastikan semua anggota tim memahami dan 

berkomitmen pada visi dan nilai-nilai tersebut 

(Ciriello, 1994). 

c. Pengembangan tim 

1) Pelatihan orientasi bagi anggota baru agar 

memahami budaya dan harapan tim (Rivera, 2007). 

2) Melakukan retret dan rekoleksi rutin untuk 

membangun semangat spiritualitas tim (Gallagher, 

D., & Hatch, 1997). 

3) Workshops untuk melatih keterampilan konseling, 

komunikasi, manajemen konflik dan sebagainya 

(Jickling, 2009). 

4. Komunikasi dan koordinasi 

a. Pertemuan tim rutin untuk berbagi informasi, memberi 

umpan balik, dan evaluasi kinerja (Ciriello, 1994). 

b. Mengadakan pertemuan pastoral tahunan untuk 

mengevaluasi program dan merencanakan masa depan 

(Diocese of Trenton., 2013). 

c. Memanfaatkan teknologi (grup WhatsApp, video 

conference, dll) untuk koordinasi tim lintas lokasi 

(Gallagher, D., & Hatch, 1997). 
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5. Kepemimpinan pastoral 

a. Pastor kepala memberi teladan kerendahan hati, 

mendengarkan, dan mengayomi anggota timnya 

(Thompson, 2004). 

b. Membangun kepemimpinan terbagi dengan melibatkan 

vikaris dan staf senior dalam pengambilan keputusan.  

c. Mendorong inisiatif individu anggota tim dengan tetap 

berkonsultasi (Ciriello, 1994). 

Dengan menerapkan praktik-praktik tersebut, paroki 

dapat membangun tim pelayanan pastoral yang solid, kohesif, 

dan berkinerja tinggi untuk menghadapi berbagai tantangan 

pelayanan. Kepemimpinan pastoral yang bijaksana dari 

pastor kepala sangat penting untuk mengayomi dan 

mengembangkan seluruh anggota tim. 

 

C. Manajemen konflik dalam organisasi Gereja 

Gereja Katolik sebagai salah satu organisasi keagamaan 

tentu tidak luput dari berbagai konflik internal maupun 

eksternal. Sebagai institusi, tentu Gereja Katolik telah 

mengembangkan berbagai pendekatan dan mekanisme untuk 

mengelola konflik yang terjadi di dalamnya. Manajemen konflik 

menjadi aspek penting dalam menjaga keutuhan, efektivitas, dan 

kredibilitas Gereja Katolik di tengah dinamika zaman yang terus 

berubah. 

1. Latar Belakang dan Sumber Konflik dalam Gereja Katolik 

Konflik dalam Gereja Katolik dapat bersumber dari 

berbagai faktor, baik yang bersifat teologis, organisasional, 

maupun sosial-budaya. Beberapa sumber utama konflik 

meliputi 

a. Perbedaan interpretasi ajaran dan doktrin  

Meskipun Gereja Katolik memiliki hirarki dan otoritas 

yang jelas, perbedaan penafsiran atas ajaran dan doktrin 
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masih sering terjadi. Misalnya, perdebatan tentang celibat 

imam, peran perempuan dalam gereja, atau sikap 

terhadap isu-isu kontemporer seperti pernikahan sesama 

jenis 

b. Struktur organisasi dan pembagian kekuasaan.  

Gereja Katolik memiliki struktur organisasi yang kompleks 

dengan berbagai tingkatan dari Vatikan hingga paroki 

lokal. Konflik dapat muncul terkait pembagian wewenang, 

pengambilan keputusan, atau alokasi sumber daya. 

c. Perbedaan budaya dan konteks lokal  

Sebagai gereja universal, Gereja Katolik harus 

menghadapi tantangan inkulturasi di berbagai belahan 

dunia. Perbedaan budaya dan konteks lokal kadang 

menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai universal dan 

kearifan lokal. 

d. Isu-isu etika dan moralitas  

Gereja sering dihadapkan pada dilema etis terkait isu-isu 

seperti aborsi, eutanasia, atau penggunaan teknologi 

reproduksi. Perbedaan pandangan dalam menyikapi hal-

hal ini dapat memicu konflik internal. 

e. Skandal dan penyalahgunaan kekuasaan 

Berbagai kasus pelecehan seksual dan penyalahgunaan 

kekuasaan yang melibatkan klerus telah menimbulkan 

krisis kepercayaan dan konflik serius dalam tubuh Gereja. 

 

2. Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Konflik dalam Gereja 

Katolik 

Gereja Katolik memiliki beberapa prinsip dasar yang 

menjadi panduan dalam mengelola konflik 

a. Subsidiaritas  

Prinsip ini menekankan bahwa keputusan sebaiknya 

diambil pada level terendah yang memungkinkan. Konflik 

idealnya diselesaikan pada tingkat di mana ia muncul, 

sebelum dieskalasi ke otoritas yang lebih tinggi  
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b. Kolegialitas  

Gereja menekankan pentingnya kerja sama dan 

musyawarah dalam pengambilan keputusan, terutama 

untuk isu-isu penting. Hal ini tercermin misalnya dalam 

peran Sinode Uskup. 

c. Komunio  

d. Prinsip persekutuan (communio) menjadi landasan 

penting dalam menjaga kesatuan Gereja di tengah 

keberagaman. Konflik harus dikelola dengan tetap 

mempertahankan ikatan persaudaraan. 

e. Keadilan restoratif  

Gereja cenderung mengutamakan pendekatan yang 

bertujuan memulihkan relasi dan menyembuhkan luka, 

bukan sekadar menghukum pihak yang bersalah. 

f. Dialog dan keterbukaan  

Gereja mendorong dialog terbuka sebagai sarana untuk 

memahami perbedaan dan mencari solusi bersama atas 

berbagai persoalan. 

 

3. Mekanisme dan Struktur Penanganan Konflik 

Wijlens, (2018) mengungkapkan bahwa Gereja Katolik 

memiliki beberapa mekanisme dan struktur formal maupun 

informal untuk menangani konflik, seperti 

a. Hirarki gerejawi  

Struktur hirarki dari paroki hingga Vatikan menyediakan 

jalur eskalasi untuk penyelesaian konflik yang tidak dapat 

diselesaikan di tingkat lokal. 

b. Hukum Kanonik  

Kitab Hukum Kanonik (Code of Canon Law) memberikan 

kerangka hukum untuk menyelesaikan berbagai jenis 

sengketa dan konflik dalam Gereja. 

c. Tribunal gerejawi  

Pengadilan gereja berperan dalam menyelesaikan kasus-

kasus yang memerlukan proses peradilan, seperti 

pembatalan perkawinan atau sengketa properti. 
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d. Komisi-komisi khusus  

Gereja sering membentuk komisi ad hoc untuk menangani 

isu-isu spesifik atau konflik yang memerlukan 

penyelidikan mendalam. 

e. Mediasi dan rekonsiliasi  

Gereja mendorong penggunaan mediasi dan proses 

rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik secara damai, 

terutama di tingkat lokal. 

f. Sinode dan konsili  

Pertemuan para uskup dalam sinode atau konsili menjadi 

forum penting untuk membahas dan mencari solusi atas 

isu-isu kontroversial. 

 

4. Strategi dan Pendekatan Manajemen Konflik 

Dalam mengelola konflik, Gereja Katolik dapat 

menerapkan berbagai strategi dan pendekatan 

a. Pencegahan konflik  

Gereja berupaya mencegah konflik melalui pendidikan, 

pembinaan, dan komunikasi yang efektif. Misalnya, 

pelatihan manajemen konflik bagi para pemimpin gereja  

b. Deteksi dini  

Gereja mengembangkan sistem untuk mendeteksi potensi 

konflik sejak awal, misalnya melalui survei dan konsultasi 

regular dengan umat. 

c. Analisis konflik  

Sebelum mengambil tindakan, Gereja perlu berupaya 

memahami akar masalah dan dinamika konflik secara 

mendalam. 

d. Negosiasi dan mediasi  

Gereja mengutamakan pendekatan negosiasi dan mediasi 

untuk mencapai solusi yang dapat diterima semua pihak. 

e. Arbitrasi Untuk kasus-kasus tertentu  

Gereja menggunakan mekanisme arbitrasi di mana pihak 

ketiga yang netral membuat keputusan yang mengikat. 
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f. Transformasi konflik  

Gereja tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, 

tetapi juga mentransformasinya menjadi peluang untuk 

pertumbuhan dan pembaruan. 

 

5. Tantangan dan Kendala dalam Manajemen Konflik 

Gereja Katolik menghadapi beberapa tantangan dan 

kendala dalam mengelola konflik 

a. Kompleksitas organisasi  

Struktur Gereja yang kompleks dan tersebar secara global 

kadang memperlambat proses penanganan konflik. 

b. Kerahasiaan vs transparansi  

Gereja sering menghadapi dilema antara menjaga 

kerahasiaan dan tuntutan transparansi, terutama dalam 

kasus-kasus sensitif. 

c. Resistensi terhadap perubahan  

Sebagai institusi yang kaya tradisi, Gereja kadang 

mengalami resistensi internal terhadap perubahan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan konflik. 

d. Keterbatasan sumber daya  

Tidak semua unit Gereja memiliki sumber daya dan 

keahlian yang memadai untuk menangani konflik secara 

efektif. 

e. Tekanan eksternal  

Gereja sering menghadapi tekanan dari media, 

pemerintah, atau kelompok masyarakat dalam 

penanganan konflik tertentu. 

 

6. Studi Kasus Manajemen Konflik dalam Gereja Katolik 

Kasper, (2019) menunjuk beberepa contoh kasus yang 

dapat mengilustrasikan pendekatan Gereja Katolik dalam 

manajemen konflik, seperti 

a. Kasus pelecehan seksual oleh klerus  
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Gereja menghadapi krisis besar terkait skandal pelecehan 

seksual yang melibatkan para imam. Pendekatan awal 

yang cenderung menutupi kasus terbukti kontraproduktif. 

Gereja kemudian mengambil langkah-langkah seperti 

membentuk komisi independen, memperkuat prosedur 

pelaporan, dan menerapkan kebijakan zero tolerance. 

b. Teologi Pembebasan di Amerika Latin  

Konflik antara Vatikan dan pendukung Teologi 

Pembebasan di Amerika Latin pada 1980-an diselesaikan 

melalui dialog intensif dan penyesuaian mutualistik, di 

mana aspek-aspek positif Teologi Pembebasan 

diintegrasikan ke dalam ajaran sosial Gereja. 

c. Reforma liturgi pasca Konsili Vatikan II  

Perubahan dalam liturgi pasca Konsili Vatikan II 

menimbulkan ketegangan antara kelompok tradisionalis 

dan progresif. Gereja menangani hal ini melalui 

implementasi bertahap, dialog berkelanjutan, dan 

akomodasi terbatas terhadap bentuk-bentuk liturgi 

tradisional 

 

7. Pembelajaran dan Inovasi dalam Manajemen Konflik 

Gereja Katolik terus belajar dan berinovasi dalam 

pendekatan manajemen konfliknya 

a. Peningkatan partisipasi awam  

Gereja semakin melibatkan umat awam dalam proses 

pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik, 

misalnya melalui dewan pastoral. 

b. Penggunaan teknologi  

Gereja mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk 

mempercepat komunikasi dan pengambilan keputusan 

dalam situasi konflik. 

c. Kolaborasi dengan ahli eksternal  

Gereja semakin terbuka untuk bekerja sama dengan para 

ahli di bidang manajemen konflik, psikologi, atau hukum 

dalam menangani kasus-kasus kompleks. 
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d. Pendekatan sistemik  

Gereja mengembangkan pendekatan yang lebih holistik 

dan sistemik dalam memahami dan mengelola konflik 

organisasional. 

e. Penguatan akuntabilitas  

Gereja meningkatkan mekanisme akuntabilitas internal 

untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang sering 

menjadi sumber konflik. 

 

8. Refleksi Teologis tentang Konflik dan Rekonsiliasi 

Manajemen konflik dalam organisasi Gereja Katolik 

merupakan proses yang kompleks dan multidimensi. Gereja 

telah mengembangkan berbagai pendekatan, mekanisme, dan 

struktur untuk mengelola konflik yang terjadi di dalamnya. 

Prinsip-prinsip seperti subsidiaritas, kolegialitas, dan 

komunio menjadi panduan penting dalam upaya penyelesaian 

konflik. Meski menghadapi berbagai tantangan, Gereja 

Katolik terus belajar dan berinovasi dalam pendekatan 

manajemen konfliknya.  

Integrasi antara kearifan tradisi, refleksi teologis, dan 

wawasan kontemporer tentang manajemen konflik 

memungkinkan Gereja untuk mengembangkan strategi yang 

lebih efektif dalam menangani berbagai jenis konflik. Ke 

depan, Gereja Katolik perlu terus meningkatkan kapasitasnya 

dalam mengelola konflik, terutama menghadapi tantangan-

tantangan baru di era digital dan masyarakat yang semakin 

plural. Keterbukaan untuk belajar dari pengalaman, 

kolaborasi dengan berbagai pihak, dan keberanian untuk 

melakukan reformasi internal akan menjadi kunci 

keberhasilan Gereja dalam mengelola konflik dan menjaga 

relevansinya di masa depan. Pendekatan Gereja Katolik 

dalam manajemen konflik juga dilandasi oleh refleksi teologis 

mendalam 
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a. Teologi rekonsiliasi  

Gereja menekankan rekonsiliasi sebagai inti dari misi 

Kristiani, yang menjadi dasar bagi upaya penyelesaian 

konflik. 

b. Eklesiologi komunio  

Pemahaman Gereja sebagai komunio (persekutuan) 

menjadi landasan untuk menjaga kesatuan di tengah 

keberagaman dan konflik. 

c. Spiritualitas penyembuhan  

Gereja mengembangkan spiritualitas yang menekankan 

penyembuhan luka-luka akibat konflik sebagai bagian 

dari proses rekonsiliasi. 

d. Etika dialog  

Gereja menekankan pentingnya dialog yang tulus dan 

saling menghormati sebagai sarana utama dalam 

mengelola perbedaan dan konflik. 

e. Teologi perubahan  

Refleksi teologis tentang perubahan dan pembaruan 

membantu Gereja dalam menghadapi konflik yang muncul 

akibat tuntutan adaptasi terhadap zaman. 
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BAB V 

MANAJEMEN PELAKSANAAN 

PELAYANAN PASTORAL 
 

A. Prinsip-prinsip pelayanan pastoral menurut ajaran Gereja 

Katolik 

    elayanan pastoral merupakan inti dari misi Gereja 

Katolik di dunia. Menurut Konsili Vatikan II, tugas pastoral 

Gereja adalah melanjutkan karya penyelamatan Kristus 

dengan memberitakan sabda Allah, merayakan sakramen-

sakramen, dan mewujudkan kasih dalam masyarakat 

(Lumen Gentium, 1964). Oleh karena itu, pelayanan 

pastoral harus dilandasi prinsip-prinsip theologis dan 

filosofis tertentu agar sejalan dengan misi Gereja.  

Beberapa prinsip penting dalam pelayanan pastoral Gereja 

Katolik 

1 Kristosentris 

Pelayanan pastoral harus berpusat pada pribadi Yesus 

Kristus. Ia adalah model pelayanan sejati yang merendahkan 

diri dan datang untuk melayani bukan dilayani (Mat 2028). 

Semua aktivitas pastoral sejatinya adalah melanjutkan karya 

p
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Kristus Sang Pengantara (Mediator) dan Gembala Baik (Good 

Shepherd) (Dever, 2016). 

2 Melayani dengan Kerendahan Hati 

Para pelayan Gereja dipanggil untuk melayani dengan rendah 

hati dan penuh belas kasihan, mengikuti teladan Yesus (Filipi 

25-8). Kerendahan hati membebaskan pelayan untuk 

sepenuhnya memberi diri melayani umat, bukan mencari 

kepentingan sendiri (Nouwen, 1989). 

3 Berfokus pada Manusia Secara Utuh 

Pelayanan Gereja hendaknya memperhatikan kebutuhan 

jasmani dan rohani manusia secara holistik, mengikuti 

teladan Yesus yang menyembuhkan orang sakit dan memberi 

makan orang lapar. Manusia adalah kesatuan jiwa-raga yang 

tak terpisahkan (Gaudium et Spes, 1965). 

4 Melibatkan Seluruh Umat Beriman 

Semua umat beriman, awam, biarawan maupun klerus 

dipanggil ambil bagian dalam pelayanan menurut karunia 

masing-masing. Tugas pastoral bukan monopoli imam saja, 

tetapi tanggung jawab bersama seluruh umat Allah (Lumen 

Gentium, 1964). 

5 Kontekstual 

Pelayanan pastoral perlu kontekstual, yaitu 

mempertimbangkan situasi, budaya, dan kebutuhan konkret 

umat di tempat dan zaman tertentu agar Sabda Allah relevan 

bagi mereka (Bevans, S. & Schroeder, 2004). Namun tetap 

setia pada warisan iman Katolik. 

6 Ekumenis 

Semangat ekumenis perlu diwujudkan dengan bekerja sama 

dengan denominasi Kristen lain dalam pelayanan bagi dunia, 
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seperti memperjuangkan keadilan dan perdamaian (Dever, 

2016). 

7 Melibatkan Awam 

Awam memiliki hak dan tanggung jawab apostolat/pelayanan 

dalam Gereja. Mereka perlu dilibatkan dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi berbagai bentuk pelayanan 

pastoral (Christifideles Laici, 1988). 

8 Memperhatikan Tanda-tanda Zaman 

Pelayanan pastoral perlu tanggap dan responsif terhadap 

tanda-tanda zaman, misalnya dengan memanfaatkan media 

digital untuk menjangkau generasi muda (Dever, 2016). 

9 Membangun Komunitas 

Aktivitas pastoral hendaknya membangun semangat 

persaudaraan dan solidaritas dalam komunitas, bukan 

individualistis. Menjadi komunitas yang saling mengasihi 

merupakan inti Injil (Yohanes 1334-35). 

10 Dialogis 

Pelayanan yang dialogis sangat penting, yaitu dengan 

mendengarkan dengan penuh hormat apa yang dipikirkan 

dan dirasakan umat, tanpa mengurangi kebenaran Injil 

(Ecclesiam Suam, 1964). Dengan menerapkan prinsip-prinsip 

pastoral ini, Gereja Katolik dapat mewujudkan pelayanan 

yang otentik, relevan dan menjangkau semua umat, sehingga 

Injil Kristus senantiasa hidup dan aktual dalam realitas 

keseharian. Pelayanan Gereja semakin menyerupai teladan 

Yesus Sang Pelayan Agung. 

B. Mengimplementasikan rencana ke dalam tindakan nyata 

Rencana pastoral merupakan cetak biru yang mengarahkan 

aktivitas pelayanan Gereja dalam kurun waktu tertentu. Agar 
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efektif, rencana ini perlu diimplementasikan melalui berbagai 

program dan aksi nyata. Menurut Paus Fransiskus, Gereja 

dipanggil untuk menjadi Gereja Samaria yang turun ke jalan, 

aktif melayani yang miskin dan menderita (Evangelii Gaudium, 

2013). 

Beberapa tantangan dalam mengimplementasikan rencana 

pastoral ke dalam tindakan di Gereja Katolik antara lain 

1 Rencana terlalu idealis tanpa mempertimbangkan kapasitas 

riil pelaksana di lapangan 

2 Kurangnya komitmen dan semangat pelayanan dari para 

pelaksana 

3 Ketidaksesuaian program dengan kebutuhan dan minat umat 

setempat 

4 Masalah koordinasi dan komunikasi antar pelaksana 

program 

5 Kendala sumber daya finansial dan manusia 

6 Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program 

Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan agar 

implementasi rencana pastoral berhasil 

1 Libatkan umat dan mitra sejak perencanaan awal.  

a. Diskusikan draft rencana untuk masukan umat dan mitra 

sebelum finalisasi 

b. Responsif terhadap kebutuhan nyata umat dan situasi 

gereja setempat 

2 Susun rencana yang jelas dan realistis 

a. Rumuskan tujuan, strategi, program, jadwal, dan 

anggaran secara rinci 

b. Pertimbangkan kapasitas sumber daya yang tersedia 
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3 Komunikasikan secara luas ke seluruh steakholder 

a. Sosialisasikan rencana melalui berbagai saluran dan 

media 

b. Ciptakan pemahaman dan komitmen bersama 

4 Fasilitasi implementasi di tingkat akar rumput 

a. Berikan panduan dan pelatihan bagi pelaksana di paroki 

b. Lakukan pendampingan berkelanjutan agar program 

berjalan efektif 

5 Pantau dan evaluasi secara berkala 

a. Kumpulkan data dan umpan balik dari umat dan 

pelaksana 

b. Lakukan evaluasi dan penyempurnaan berdasarkan hasil 

pemantauan 

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, rencana 

pastoral dapat diwujudkan menjadi aksi dan hasil nyata yang 

melayani kebutuhan umat. Partisipasi aktif seluruh elemen 

Gereja sangat penting agar perencanaan tidak hanya menjadi 

dokumen di atas meja, tetapi benar-benar mewujud dalam 

praksis pelayanan konkret di tingkat akar rumput. 

 

C. Memotivasi dan menggerakkan partisipasi umat 

Partisipasi aktif seluruh umat beriman merupakan prinsip 

penting dalam Gereja Katolik pasca Konsili Vatikan II. Umat 

tidak lagi dipandang sekadar objek pasif evangelisasi, tetapi 

subjek aktif pelayanan. Dalam dokumen Konsili, disebutkan 

bahwa awam memiliki hak dan kewajiban apostolat/pelayanan 

dalam Gereja (Lumen Gentium, 1964). 

Namun dalam realitas, seringkali partisipasi umat dalam 

kegiatan pastoral masih rendah. Beberapa kendala antara lain 
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kesibukan aktivitas duniawi umat awam, pola pelayanan yang 

masih klerikal, kurangnya formasi iman, rasa memiliki yang 

lemah terhadap Gereja, dsb. Oleh karena itu, motivasi dan 

penggerakan partisipasi umat menjadi tugas penting para 

gembala dan pelayan Gereja di setiap tingkatan. 

Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memotivasi 

dan menggerakkan partisipasi umat Katolik antara lain 

1 Teladan kepemimpinan 

a. Uskup, imam dan rohaniwan memberi contoh partisipasi 

aktif dalam pelayanan (Dever, 2016). 

b. Menciptakan tradisi pelayanan sukarela di kalangan 

klerus dan biarawan. 

2 Melibatkan umat dalam pengambilan keputusan 

a. Memberi peran umat dalam dewan pastoral paroki dan 

keuskupan (Morris, 1992). Mendengarkan aspirasi umat 

awam tentang kebutuhan pelayanan. 

3 Mengembangkan karunia umat 

a. Melatih dan mempersiapkan umat untuk pelayanan 

sesuai karunia mereka (McDonough, 2013). 

b. Memberdayakan organisasi/komunitas awam katolik yang 

ada. 

4 Mengkomunikasikan harapan yang jelas 

a. Menyampaikan secara langsung harapan peran umat 

dalam misi Gereja (Whitehead, E.E., & Whitehead, 1982). 

b. Memberi pemahaman theologis tentang panggilan awam 

melalui khotbah dan pengajaran. 
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5 Membangun komunitas yang inklusif 

a. Menciptakan suasana kekeluargaan dan persaudaraan di 

paroki (R. R. Gaillardetz, 2003). 

b. Melayani tanpa memandang status sosial-ekonomi dan 

latar belakang etnis. 

6 Merayakan partisipasi umat 

a. Mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas 

pelayanan umat awam (Whitehead, E.E., & Whitehead, 

1982). 

b. Membuat event tahunan untuk merayakan keterlibatan 

umat. 

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan 

semangat dan partisipasi umat Katolik dalam pelayanan Gereja 

dapat terus ditingkatkan. Hal ini sangat penting agar misi 

evangelisasi dan pembaharuan Gereja dapat berlangsung secara 

efektif dengan melibatkan seluruh umat, sesuai semangat Konsili 

Vatikan II. 

D. Manajemen waktu dan prioritas dalam pelayanan pastoral 

Pelayanan pastoral merupakan tugas yang kompleks dan 

menantang, menuntut kemampuan untuk mengelola waktu dan 

menetapkan prioritas secara efektif. Para pelayan umat, 

terutama pastor dan katekis, sering menghadapi berbagai 

tuntutan yang bersaing untuk waktu dan energi mereka. 

Manajemen waktu dan prioritas yang baik menjadi kunci untuk 

memastikan efektivitas pelayanan sekaligus menjaga 

keseimbangan hidup pribadi dan profesional.  

Pendekatan holistik terhadap manajemen waktu yang 

mempertimbangkan konteks budaya dan kebutuhan individual 

pelayan pastoral sangat penting. Dengan mengelola waktu dan 
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prioritas secara efektif, maka pelayan pastoral dapat 

meningkatkan dampak pelayanan mereka, menjaga kesehatan 

pribadi dan spiritual, serta memenuhi berbagai tuntutan 

pelayanan pastoral dengan lebih baik.  

1. Pentingnya Manajemen Waktu dalam Pelayanan Pastoral 

Manajemen waktu dan prioritas dalam pelayanan 

pastoral merupakan keterampilan penting yang memerlukan 

keseimbangan antara perencanaan strategis dan fleksibilitas. 

Pemimpin gereja perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip 

manajemen waktu dengan pemahaman teologis tentang 

pelayanan dan spiritualitas. Manajemen waktu yang efektif 

sangat penting dalam pelayanan pastoral karena beberapa 

alasan 

a. Kompleksitas tugas 

Pelayanan pastoral mencakup berbagai tugas mulai dari 

persiapan khotbah, konseling, kunjungan pastoral, 

administrasi, hingga pengembangan program gereja. 

b. Tuntutan yang tidak terduga  

Sifat pelayanan pastoral sering melibatkan situasi darurat 

atau kebutuhan mendadak yang memerlukan perhatian 

segera. 

c. Ekspektasi jemaat  

Jemaat sering memiliki harapan tinggi terhadap 

ketersediaan dan keterlibatan pemimpin gereja mereka  

d. Keseimbangan hidup-kerja  

Para pemimpin gereja perlu menjaga keseimbangan antara 

pelayanan, kehidupan pribadi, dan spiritual mereka 

sendiri  

e. Pencegahan kelelahan  

Manajemen waktu yang buruk dapat menyebabkan 

kelelahan dan burnout di kalangan pemimpin gereja  
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2. Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Waktu dalam Konteks 

Pastoral 

Beberapa prinsip kunci yang dapat membantu dalam 

manajemen waktu pastoral meliputi 

a. Klarifikasi peran dan tanggung jawab  

Pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab 

membantu dalam menentukan prioritas dan alokasi 

waktu  

b. Penetapan tujuan  

Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang 

yang jelas untuk pelayanan membantu dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan  

a. Perencanaan strategis  

Mengembangkan rencana strategis untuk pelayanan 

membantu dalam mengalokasikan waktu dan sumber 

daya secara efektif  

b. Delegasi  

Kemampuan untuk mendelegasikan tugas-tugas tertentu 

kepada anggota tim atau sukarelawan sangat penting 

dalam manajemen waktu pastoral  

 

c. Fleksibilitas  

Meskipun perencanaan penting, fleksibilitas diperlukan 

untuk menangani situasi tak terduga yang sering muncul 

dalam pelayanan pastoral  

 

3. Teknik dan Alat Manajemen Waktu untuk Pelayanan 

Pastoral 

Dalam layanan pastoral, ada beberapa teknik dan alat 

yang dapat membantu dalam manajemen waktu pelayanan 

pastoral 

a. Matriks Eisenhower  
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Teknik ini membantu membedakan antara tugas-tugas 

yang penting dan mendesak, memungkinkan prioritas 

yang lebih baik  

b. Kalender terpadu  

Penggunaan kalender terpadu yang mencakup semua 

aspek kehidupan (pelayanan, pribadi, keluarga) 

membantu dalam perencanaan holistik. 

c. Aplikasi manajemen tugas  

Berbagai aplikasi digital dapat membantu dalam 

pelacakan tugas, pengingat, dan kolaborasi tim 

d. Batasan waktu  

Menetapkan batasan waktu untuk tugas-tugas tertentu 

dapat membantu mencegah pekerjaan meluas tanpa 

batas. 

 

4. Menetapkan Prioritas dalam Pelayanan Pastoral 

Menetapkan prioritas merupakan aspek kunci dari 

manajemen waktu yang efektif dalam pelayanan pastoral 

a. Prioritas teologis  

Prioritas harus didasarkan pada pemahaman teologis 

tentang misi dan tujuan pastoral 

b. Keseimbangan antara penting dan mendesak  

Penting untuk membedakan antara tugas-tugas yang 

benar-benar penting dan yang hanya tampak mendesak  

c. Fokus pada pengembangan jemaat  

Prioritas harus diberikan pada aktivitas yang 

berkontribusi pada pertumbuhan spiritual dan 

pemberdayaan umat 

d. Perawatan diri  

Memprioritaskan perawatan diri, termasuk waktu untuk 

refleksi pribadi dan pengembangan spiritual, penting 

untuk keberlanjutan pelayanan  

e. Evaluasi berkala  
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Prioritas perlu dievaluasi dan disesuaikan secara berkala 

berdasarkan kebutuhan yang berubah dan umpan balik 

dari umat. 

5. Tantangan dalam Manajemen Waktu Pastoral 

Beberapa tantangan umum dalam manajemen waktu 

pastoral meliputi 

a. Ekspektasi yang tidak realistis  

Umat atau bahkan pemimpin umat sendiri mungkin 

memiliki harapan yang tidak realistis tentang apa yang 

dapat dicapai 

b. Kecenderungan untuk overcommit  

Banyak pemimpin umat merasa sulit untuk menolak 

permintaan, yang dapat menyebabkan kelebihan beban  

c. Gangguan teknologi  

Meskipun bermanfaat, teknologi juga dapat menjadi 

sumber gangguan yang signifikan  

d. Kesulitan menyeimbangkan berbagai peran  

Pemimpin gereja sering harus menyeimbangkan peran 

sebagai pengkhotbah, konselor, administrator, dan 

pemimpin komunitas  

e. Krisis dan keadaan darurat  

Situasi krisis yang tidak terduga dapat mengganggu 

rencana dan prioritas yang telah ditetapkan  

6. Strategi untuk Mengatasi Tantangan Manajemen Waktu 

Beberapa strategi untuk mengatasi tantangan 

manajemen waktu dalam pelayanan pastoral 

a. Pengembangan tim pelayanan  

Membangun tim pelayanan yang kuat dapat membantu 

dalam pembagian tanggung jawab dan mengurangi beban 

pada satu individu  

b. Pelatihan assertiveness  
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Belajar untuk mengatakan tidak secara sopan namun 

tegas penting untuk menghindari over commitment  

c. Penciptaan ruang reflektif  

Menyediakan waktu reguler untuk refleksi dan 

perencanaan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan 

waktu  

d. Penggunaan teknologi secara bijak  

Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan 

produktivitas sambil menetapkan batasan yang jelas  

e. Mentoring dan dukungan sejawat  

Mencari bimbingan dari mentor atau dukungan dari rekan 

sejawat dapat membantu dalam mengelola waktu dan 

prioritas  

7. Integrasi Spiritualitas dalam Manajemen Waktu Pastoral 

Manajemen waktu dalam pelayanan pastoral tidak 

dapat dipisahkan dari spiritualitas 

a. Ritme doa dan pelayanan  

Mengintegrasikan ritme doa reguler ke dalam jadwal dapat 

membantu menjaga fokus spiritual  

b. Sabat dan istirahat  

Menghormati prinsip Sabat dan istirahat reguler penting 

untuk keberlanjutan pelayanan  

c. Discernment spiritual  

Menggunakan praktik discernment spiritual dalam 

menetapkan prioritas dan membuat keputusan. 

d. Contemplative leadership  

Mengadopsi pendekatan kepemimpinan kontemplatif yang 

mengintegrasikan refleksi mendalam dengan tindakan  

e. Teologi waktu  

Mengembangkan pemahaman teologis tentang waktu 

sebagai pemberian Tuhan yang harus dikelola dengan 

bijaksana  
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8. Peran Teknologi dalam Manajemen Waktu Pastoral 

Teknologi memainkan peran penting dalam manajemen 

waktu pastoral modern 

a. Perangkat lunak penjadwalan  

Penggunaan perangkat lunak penjadwalan canggih untuk 

mengelola berbagai aspek pelayanan  

b. Alat kolaborasi online  

Platform kolaborasi online memungkinkan koordinasi 

yang lebih baik dengan tim pelayanan  

c. Sumber daya digital  

Akses ke sumber daya digital seperti konkordansi online 

dan alat persiapan khotbah dapat menghemat waktu  

d. Komunikasi jarak jauh  

Teknologi komunikasi jarak jauh memungkinkan 

pelayanan pastoral yang lebih fleksibel  

e. Analisis data  

Penggunaan analisis data untuk memahami pola 

pelayanan dan mengoptimalkan alokasi waktu  

 

9. Evaluasi dan Penyesuaian Berkelanjutan 

Manajemen waktu dan prioritas yang efektif 

memerlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan 

a. Audit waktu berkala  

Melakukan audit waktu secara berkala untuk 

mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan  

b. Umpan balik dari umat  

Mencari umpan balik dari umat tentang efektivitas 

pelayanan dan penggunaan waktu  

c. Refleksi pribadi  

Melakukan refleksi pribadi reguler tentang prioritas dan 

penggunaan waktu  
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d. Penyesuaian berdasarkan tahapan hidup  

Menyesuaikan pendekatan manajemen waktu sesuai 

dengan tahapan hidup dan pelayanan yang berbeda  

e. Belajar dari pengalaman  

Menggunakan pengalaman masa lalu untuk memperbaiki 

praktik manajemen waktu di masa depan  

 

E. Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pelayanan 

pastoral 

Teknologi telah menjadi bagian integral dari pelaksanaan 

pelayanan pastoral di era digital. Dari khotbah dan konseling 

hingga administrasi dan penjangkauan, teknologi menawarkan 

berbagai peluang untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan 

pelayanan. Namun, penggunaan teknologi juga membawa 

tantangan etis dan teologis yang perlu dihadapi dengan 

bijaksana. 

Para pemimpin pastoral perlu mengembangkan pendekatan 

yang seimbang terhadap teknologi, memanfaatkan potensinya 

sambil tetap mempertahankan esensi relasional dan spiritual 

dari pelayanan mereka. Pengembangan kompetensi digital, 

perencanaan strategis, dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci 

dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam 

pelayanan pastoral. Sejarah mencatat bagaimana Gereja telah 

mengadopsi berbagai inovasi teknologi dari waktu ke waktu 

a. Era cetak  

Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada abad ke-15 

memungkinkan produksi massal Alkitab dan literatur 

keagamaan lainnya, mengubah cara penyebaran ajaran 

Kristen  

b. Era penyiaran  

Munculnya radio dan televisi pada abad ke-20 membuka 

peluang baru untuk penjangkauan dan penginjilan massal  
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c. Era digital  

Revolusi digital dan internet telah membawa perubahan 

dramatis dalam cara pelayanan pastoral dilakukan, 

memungkinkan konektivitas global dan akses instan ke 

berbagai sum ber daya  

1. Peran Teknologi dalam Berbagai Aspek Pelayanan Pastoral 

Teknologi memainkan peran penting dalam berbagai 

aspek pelayanan pastoral 

a. Komunikasi  

Teknologi komunikasi modern memungkinkan interaksi 

yang lebih cepat dan efisien antara pemimpin gereja dan 

jemaat  

b. Penjangkauan  

Media sosial dan platform digital lainnya menyediakan 

sarana baru untuk menjangkau audiens yang lebih luas  

c. Pendidikan dan pemuridan  

E-learning dan aplikasi pemuridan digital memfasilitasi 

pembelajaran dan pertumbuhan spiritual yang 

berkelanjutan  

d. Ibadah  

Teknologi streaming memungkinkan pelaksanaan ibadah 

online, menjangkau mereka yang tidak dapat hadir secara 

fisik  

e. Administrasi gereja  

Perangkat lunak manajemen gereja membantu dalam 

pengelolaan data jemaat, keuangan, dan operasional 

gereja  

2. Teknologi dalam Khotbah dan Pengajaran 

Teknologi telah mengubah cara khotbah dipersiapkan 

dan disampaikan 

a. Persiapan khotbah  
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Software eksegesis Alkitab dan database teologis online 

membantu dalam penelitian dan persiapan khotbah  

b. Presentasi visual  

Penggunaan PowerPoint dan software presentasi lainnya 

meningkatkan dampak visual khotbah  

c. Streaming dan podcast  

Teknologi streaming dan podcast memungkinkan 

jangkauan khotbah yang lebih luas  

d. Interaktivitas  

Aplikasi interaktif memungkinkan partisipasi jemaat 

selama khotbah, misalnya melalui polling real-time  

e. Artificial Intelligence (AI)  

AI mulai digunakan dalam analisis konten khotbah dan 

personalisasi pengajaran  

3. Teknologi dalam Konseling Pastoral 

Teknologi juga berdampak pada praktik konseling pastoral 

a. Telekonseling  

Konseling jarak jauh melalui video call memungkinkan 

akses yang lebih luas ke layanan konseling pastoral  

b. Aplikasi kesehatan mental  

Aplikasi berbasis mindfulness dan meditasi Kristen dapat 

mendukung kesejahteraan mental jemaat  

c. Sistem manajemen kasus  

Software manajemen kasus membantu dalam pelacakan 

dan tindak lanjut kasus konseling  

d. AI dalam skrining awal  

AI mulai digunakan dalam skrining awal untuk 

mengidentifikasi kasus-kasus yangmemerlukan perhatian 

khusus  

e. Privasi dan keamanan data  

Teknologi enkripsi membantu menjaga kerahasiaan 

informasi konseling 
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5. Teknologi dalam Pemuridan dan Pendidikan Agama 

Pemuridan dan pendidikan agama juga mengalami 

transformasi melalui teknologi 

a. Platform e-learning  

Kursus online dan webinar memungkinkan pendidikan 

teologi yang lebih aksesibel  

b. Aplikasi pemuridan  

Aplikasi mobile menyediakan alat untuk studi Alkitab 

harian dan pertumbuhan spiritual  

c. Gamification  

Elemen game dalam aplikasi pendidikan agama 

meningkatkan keterlibatan pengguna  

d. Realitas virtual (VR) dan augmented reality (AR)  

VR dan AR mulai digunakan untuk menciptakan 

pengalaman immersive dalam pembelajaran Alkitab  

e. Adaptive learning  

Teknologi pembelajaran adaptif menyesuaikan konten 

berdasarkan kebutuhan individual  

6. Teknologi dalam Ibadah dan Liturgi 

Teknologi telah mengubah cara ibadah dilaksanakan dan 

dialami 

a. Streaming ibadah  

Layanan streaming memungkinkan partisipasi jarak jauh 

dalam ibadah  

b. Proyeksi multimedia Penggunaan proyeksi multimedia 

meningkatkan pengalaman visual dalam ibadah  

c. Aplikasi ibadah interaktif  

Aplikasi mobile memungkinkan jemaat untuk mengikuti 

liturgi dan berpartisipasi dalam ibadah  

d. Teknologi audio  
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Sistem suara canggih meningkatkan kualitas musik dan 

penyampaian pesan dalam ibadah  

e. Gereja virtual  

Beberapa gereja mulai mengeksplorasi konsep gereja 

virtual dalam platform seperti metaverse  

7. Teknologi dalam Administrasi dan Manajemen Gereja 

Teknologi juga memainkan peran penting dalam aspek 

administratif pelayanan pastoral 

a. Church Management Software (ChMS)  

ChMS membantu dalam pengelolaan data jemaat, 

keuangan, dan operasional gereja  

b. Donasi online  

Platform donasi online memfasilitasi pemberian 

persembahan dan donasi secara digital [30]. 

c. Analisis data  

Teknologi analisis data membantu dalam pengambilan 

keputusan berbasis data  

d. Otomatisasi tugas  

Otomatisasi membantu dalam pengelolaan tugas-tugas 

administratif rutin  

e. Keamanan siber  

Teknologi keamanan siber melindungi data sensitif gereja 

dari ancaman online  

 

9. Tantangan Etis dan Teologis dalam Penggunaan Teknologi 

Penggunaan teknologi dalam pelayanan pastoral juga 

menimbulkan berbagai tantangan etis dan teologis 

a. Privasi dan kerahasiaan  

Penggunaan data digital menimbulkan pertanyaan tentang 

privasi dan kerahasiaan jemaat  

b. Keaslian relasi  
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Ada kekhawatiran bahwa teknologi dapat mengurangi 

keaslian relasi pastoral  

c. Keadilan digital  

Akses yang tidak merata ke teknologi dapat menciptakan 

kesenjangan dalam pelayanan [36]. 

d. Teologi tubuh  

Penggunaan teknologi virtual menantang pemahaman 

teologis tentang kehadiran fisik dalam komunitas iman  

e. Kecerdasan buatan dan spiritualitas  

Penggunaan AI dalam pelayanan pastoral menimbulkan 

pertanyaan tentang batas antara teknologi dan 

spiritualitas  

9. Strategi untuk Integrasi Teknologi yang Efektif 

Beberapa strategi untuk mengintegrasikan teknologi 

secara efektif dalam pelayanan pastoral 

a. Perencanaan strategis  

Mengembangkan rencana strategis untuk adopsi teknologi 

yang selaras dengan visi dan misi gereja  

b. Pelatihan dan pengembangan  

Memberikan pelatihan teknologi yang memadai bagi staf 

gereja dan sukarelawan  

c. Evaluasi berkelanjutan  

Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas 

penggunaan teknologi dalam pelayanan  

d. Keseimbangan dengan kontak personal  

Memastikan teknologi melengkapi, bukan menggantikan, 

interaksi personal dalam pelayanan  

e. Inklusivitas  

Mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok usia dan 

latar belakang dalam adopsi teknologi  
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10. Tren Masa Depan Teknologi dalam Pelayanan Pastoral 

Beberapa tren teknologi yang mungkin mempengaruhi 

pelayanan pastoral di masa depan 

a. Kecerdasan buatan (AI)  

AI dapat memainkan peran yang lebih besar dalam 

personalisasi pelayanan dan analisis data pastoral  

b. Internet of Things (IoT)  

IoT dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman 

ibadah dan manajemen fasilitas gereja  

c. Blockchain  

Teknologi blockchain dapat digunakan untuk 

meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan 

gereja  

d. Augmented dan Virtual  

Reality AR dan VR dapat menciptakan pengalaman ibadah 

dan pembelajaran yang lebih immersive  

e. Quantum computing  

Komputasi kuantum dapat membuka peluang baru dalam 

analisis data skala besar untuk pemahaman jemaat yang 

lebih baik  

11. Pengembangan Kompetensi Digital bagi Pemimpin 

Pastoral 

Mengingat pentingnya teknologi, pengembangan 

kompetensi digital menjadi krusial bagi pemimpin pastoral 

a. Literasi digital  

Pemahaman dasar tentang teknologi digital dan 

dampaknya pada masyarakat  

b. Keterampilan media sosial  

Kemampuan untuk menggunakan media sosial secara 

efektif untuk penjangkauan dan komunikasi  

c. Manajemen informasi digital  
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Keterampilan dalam mengelola dan menganalisis data 

digital  

d. Etika digital  

Pemahaman tentang isu-isu etis terkait penggunaan 

teknologi dalam konteks pastoral  

e. Adaptabilitas teknologi  

Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan 

teknologi yang cepat  

12. Perspektif Global Teknologi dan Pelayanan Pastoral di 

Berbagai Konteks 

Penggunaan teknologi dalam pelayanan pastoral 

bervariasi di berbagai konteks global 

a. Negara berkembang  

Teknologi mobile menjadi kunci dalam menjangkau 

daerah-daerah terpencil  

b. Konteks perkotaan 

Gereja-gereja perkotaan cenderung lebih cepat 

mengadopsi teknologi terbaru  

c. Persekutuan global  

Teknologi memfasilitasi kolaborasi dan persekutuan antar 

gereja secara global  

d. Konteks keamanan  

Di negara-negara dengan pembatasan agama, teknologi 

menjadi sarana penting untuk pelayanan tersembunyi  

e. Konteks multikultural  

Teknologi membantu dalam pelayanan lintas budaya dan 

bahasa  
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BAB VI 

MANAJEMEN PENGAWASAN DAN 

EVALUASI 

 

A. Pentingnya pengawasan dan umpan balik dalam siklus 

manajemen 

Pengawasan dan umpan balik merupakan fungsi 

manajemen yang krusial dalam siklus perencanaan dan 

pelaksanaan program pastoral di Gereja Katolik. Tanpa 

pengawasan dan umpan balik yang efektif, mustahil bagi Gereja 

untuk mengevaluasi apakah rencana pastoralnya berhasil 

diimplementasikan dengan baik dan memberi hasil nyata bagi 

umat. 

Menurut Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium, Gereja 

perlu melakukan ‘pembedahan paroki’ dengan mengajukan 

serangkaian pertanyaan kunci Apakah aktivitas pastoral kita 

mampu menjawab kebutuhan aktual umat kita? Apakah terbuka 

dan misi orientasi keluar? Apakah melibatkan seluruh umat? 

(Evangelii Gaudium., 2013). Pertanyaan-pertanyaan ini 

menunjukkan pentingnya evaluasi pastoral. 

Beberapa tantangan dalam pengawasan dan umpan balik 

pastoral di Gereja Katolik antara lain 
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a. Tidak adanya indikator kinerja yang jelas untuk 

program pastoral 

b. Banyak aktivitas pastoral yang bersifat rutinitas tanpa 

evaluasi 

c. Kurangnya umpan balik langsung dari umat tentang 

program pastoral 

d. Lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan 

pelaksanaan program 

e. Cenderung menilai keberhasilan dari kacamata internal 

Gereja saja 

Agar pengawasan dan umpan balik pastoral efektif, 

beberapa strategi berikut dapat diterapkan 

a. Menentukan indikator keberhasilan yang terukur. 

Rumuskan indikator kuantitatif dan kualitatif 

pelaksanaan program pastoral (Healey, 2013). 

b. Mengumpulkan data secara rutin. Catat data kunci 

pelaksanaan program jumlah peserta, biaya, capaian, 

dsb secara berkala (Nuzzi, 2010). 

c. Melibatkan umat dalam evaluasi. Mintalah masukan 

dan umpan balik langsung dari umat tentang program 

pastoral (Morris, 1992). 

d. Lakukan refleksi teologis. Nilai dampak program 

terhadap pertumbuhan iman dan semangat Injil umat 

(Dever, 2016). 

e. Gunakan temuan untuk perbaikan. Lakukan 

perubahan pada program dan rencana pastoral 

berdasarkan evaluasi (Nuzzi, 2010). 

Dengan demikian, melalui pengawasan dan umpan balik 

yang efektif, pelayanan pastoral Gereja Katolik dapat terus 

disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. 
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Evaluasi membantu memastikan aktivitas Gereja tetap relevan 

dan mewujudkan Kerajaan Allah di tengah masyarakat. 

B. Metode evaluasi program dan kinerja pelayanan pastoral 

Evaluasi secara berkala terhadap program dan kinerja 

pelayanan pastoral sangat penting bagi Gereja Katolik dalam 

menjalankan misinya di tengah masyarakat. Evaluasi 

memungkinkan Gereja melihat sejauh mana aktivitas 

pastoralnya dilakukan secara  efektif dan efisien dalam 

mewujudkan Kerajaan Allah dan menjawab kebutuhan konkret 

umat.  

Berikut beberapa metode evaluasi program dan kinerja 

pastoral yang dapat dipertimbangkan 

1. Analisis DIPAR 

DIPAR merupakan singkatan dari Data, Input, Process, 

Action, dan Result (Lembaga Administrasi Negara., 2015). Ini 

adalah kerangka kerja evaluasi program yang membantu 

menilai efektivitas dan efisiensi suatu program. Kerangka 

kerja ini dapat digunakan untuk berbagai jenis program, 

termasuk program pendidikan pemberdayaan umat, 

kesehatan, sosial, dan ekonomi 

a. Langkah-langkah dalam Analisis DIPAR 

1) Data Kumpulkan data kuantitatif dan kualitatif yang 

relevan dengan program. Data kuantitatif dapat berupa 

jumlah peserta, dana yang dihabiskan, dan waktu 

yang digunakan. Data kualitatif dapat berupa umpan 

balik dari peserta, staf, dan pemangku kepentingan 

lainnya. 

2) Input Identifikasi semua sumber daya yang digunakan 

dalam program, seperti staf, peralatan, dan dana. 
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3) Process Tinjau proses pelaksanaan program. Ini 

termasuk langkah-langkah yang diambil untuk 

mencapai tujuan program, serta tantangan dan 

hambatan yang dihadapi. 

4) Action Bandingkan hasil aktual program dengan 

rencana awal. Ini akan membantu menentukan 

apakah program telah mencapai tujuannya. 

5) Result Nilai capaian tujuan dan dampak nyata 

program. Ini termasuk dampak positif dan negatif 

program, serta keberlanjutan program di masa depan 

(Nugroho, 2014). 

b. Manfaat Analisis DIPAR 

1) Membantu menilai efektivitas dan efisiensi program. 

2) Mendorong akuntabilitas dan transparansi program. 

3) Membantu mengidentifikasi area untuk perbaikan 

program. 

4) Membantu membuat keputusan yang lebih baik 

tentang program di masa depan (Subarsono, 2011). 

c. Contoh Penggunaan Analisis DIPAR 

1) Program pendidikan/pelatihanpemberdayaan umat 

Analisis DIPAR dapat digunakan untuk mengevaluasi 

efektivitas program pemberdayaan umat. Data 

kuantitatif dapat dikumpulkan tentang pengetahuan 

dan kecakapan peserta pelatihan, tingkat kehadiran 

peserta pelatihan. Data kualitatif dapat dikumpulkan 

dari animator, kelompok umat, dan personal. 

2) Program kesehatan Analisis DIPAR dapat digunakan 

untuk mengevaluasi efektivitas program kesehatan. 

Data kuantitatif dapat dikumpulkan tentang jumlah 

pasien yang diobati, tingkat kesembuhan, dan tingkat 

kepuasan pasien. Data kualitatif dapat dikumpulkan 
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dari pasien, staf medis, dan pemangku kepentingan 

lainnya. 

3) Program sosial Analisis DIPAR dapat digunakan untuk 

mengevaluasi efektivitas program sosial. Data 

kuantitatif dapat dikumpulkan tentang jumlah orang 

yang dibantu program, tingkat pengangguran, dan 

tingkat kemiskinan. Data kualitatif dapat dikumpulkan 

dari penerima manfaat program, staf program, dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

a. Program ekonomi Analisis DIPAR dapat digunakan untuk 

mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan ekonomi. 

Data kuantitatif dapat dikumpulkan tentang jumlah 

pekerjaan yang diciptakan, pertumbuhan ekonomi, dan 

pendapatan rumah tangga. Data kualitatif dapat 

dikumpulkan dari pengusaha, pekerja, dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

Analisis DIPAR adalah alat yang berharga untuk 

mengevaluasi program. Dengan menggunakan kerangka kerja 

ini, Anda dapat menilai efektivitas dan efisiensi program 

Anda, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan  

2. Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah alat yang berguna untuk 

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman suatu program (Gürel, E., & Tat, 2017). Analisis 

SWOT dapat membantu katekis dan pemimpin gereja dalam 

meningkatkan program katekese dan memastikan bahwa 

program tersebut memenuhi kebutuhan umat. 
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a. Langkah-langkah 

1) Identifikasi kekuatan Identifikasi kekuatan program 

katekese, seperti materi yang menarik, katekis yang 

terlatih, dan partisipasi umat yang tinggi. 

2) Identifikasi kelemahan Identifikasi kelemahan program 

katekese, seperti kurangnya sumber daya, waktu yang 

terbatas, dan kurangnya variasi dalam metode 

pengajaran. 

3) Identifikasi peluang Identifikasi peluang untuk 

meningkatkan program katekese, seperti 

menggunakan teknologi baru, berkolaborasi dengan 

organisasi lain, dan menawarkan program katekese 

yang lebih beragam. 

4) Identifikasi ancaman Identifikasi ancaman terhadap 

program katekese, seperti kurangnya dukungan dari 

pemimpin gereja, perubahan dalam demografi umat, 

dan perubahan dalam budaya masyarakat (Gürel, E., 

& Tat, 2017). 

b. Gunakan hasil analisis SWOT untuk 

1) Mengembangkan strategi untuk meningkatkan 

program katekese. 

2) Mengatasi kelemahan program katekese. 

3) Memanfaatkan peluang untuk meningkatkan program 

katekese. 

4) Mitigasi ancaman terhadap program katekese. 

Mengukur pengetahuan umat sebelum dan sesudah 

program katekese adalah langkah penting untuk 

mengevaluasi efektivitas program dan meningkatkan 

pemahaman umat tentang iman Katolik. Analisis SWOT 

adalah alat yang berguna untuk mengidentifikasi 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu 
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program. Dengan menggunakan metode dan alat yang 

tepat, katekis dan pemimpin gereja dapat memastikan 

bahwa program katekese mereka efektif dan bermanfaat 

bagi umat. 

3. Benchmarking 

Benchmarking adalah proses membandingkan program, 

layanan, atau proses suatu organisasi dengan organisasi lain 

yang dianggap unggul dalam bidang tersebut (Malphurs, 

2005). Benchmarking dapat membantu organisasi untuk 

a. Mengidentifikasi area untuk perbaikan Dengan 

membandingkan diri dengan organisasi lain, organisasi 

dapat mengidentifikasi area di mana program atau 

layanan mereka dapat ditingkatkan. 

b. Belajar dari praktik terbaik Benchmarking dapat 

membantu organisasi untuk belajar dari praktik 

terbaik organisasi lain dan menerapkan praktik 

tersebut dalam program atau layanan mereka sendiri. 

c. Meningkatkan kinerja Benchmarking dapat membantu 

organisasi untuk meningkatkan kinerja program atau 

layanan mereka dan mencapai hasil yang lebih baik. 

4. Benchmarking dalam Konteks Pastoral Paroki 

Benchmarking dapat menjadi alat yang berharga bagi 

gereja untuk meningkatkan program pastoral mereka (Gürel, 

E., & Tat, 2017). Dengan membandingkan program mereka 

dengan praktik terbaik paroki lain, maka dapat 

mengidentifikasi area untuk perbaikan, belajar dari 

pengalaman paroki lain, dan meningkatkan efektivitas 

program pastoral mereka. Langkah-langkah Benchmarking 

1. Tentukan tujuan benchmarking Apa yang ingin paroki 

anda pelajari dari benchmarking? Apa area yang ingin 

paroki anda bandingkan? 
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2. Identifikasi mitra benchmarking Paroki mana yang ingin 

anda bandingkan dengan? Pilih paroki yang memiliki 

program pastoral yang mirip dengan program paroki anda 

dan yang dianggap unggul dalam bidang tersebut. 

3. Kumpulkan data Kumpulkan data tentang program 

pastoral paroki mitra anda. Data ini dapat dikumpulkan 

melalui survei, wawancara, atau observasi. 

4. Analisis data Analisis data yang telah dikumpulkan untuk 

mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara 

program paroki anda dan program paroki mitra. 

5. Kembangkan rencana aksi Kembangkan rencana untuk 

meningkatkan program paroki anda berdasarkan hasil 

benchmarking. Rencana aksi ini harus mencakup 

langkah-langkah spesifik dan terukur untuk mencapai 

tujuan paroki anda.  

6. Pantau dan evaluasi Pantau kemajuan paroki anda dalam 

menerapkan rencana aksi  dan evaluasi efektivitas 

benchmarking. 

5. Tips untuk Benchmarking yang Efektif 

a. Pastikan mitra benchmarking paroki anda memiliki 

program pastoral yang mirip dengan program paroki anda 

dan yang dianggap unggul dalam bidang tersebut. 

b. Pastikan data yang paroki anda kumpulkan akurat dan 

dapat diandalkan. 

c. Gunakan data yang paroki anda kumpulkan untuk 

menginformasikan keputusan paroki anda tentang cara 

meningkatkan program kerja paroki anda. 

d. Berkomunikasi dengan pemangku kepentingan tentang 

hasil benchmarking dan rencana paroki anda untuk 

meningkatkan program. 



95 

 

6. Contoh Benchmarking dalam Pastoral Paroki 

a. Paroki A ingin meningkatkan program katekese mereka. 

Mereka melakukan benchmarking dengan Paroki B, yang 

memiliki program katekese yang sangat sukses. Paroki A 

menemukan bahwa Paroki B menggunakan berbagai 

metode pengajaran, melibatkan orang tua dalam program 

katekese, dan menawarkan program katekese untuk 

berbagai usia. Paroki A kemudian mengembangkan 

rencana aksi untuk meningkatkan program katekese 

mereka berdasarkan apa yang mereka pelajari dari Paroki 

B. 

b. Gereja C ingin meningkatkan program pelayanan mereka 

kepada orang miskin. Mereka melakukan benchmarking 

dengan gereja D, yang memiliki program pelayanan yang 

sangat kuat. Paroki C menemukan bahwa Paroki D 

bermitra dengan organisasi lokal untuk memberikan 

layanan kepada orang miskin, menawarkan pelatihan 

kepada sukarelawan, dan melibatkan jemaat dalam 

program pelayanan. Paroki C kemudian mengembangkan 

rencana aksi untuk meningkatkan program pelayanan 

mereka berdasarkan apa yang mereka pelajari dari paroki 

D. 

Benchmarking dapat menjadi alat yang berharga bagi 

gereja untuk meningkatkan program pastoral mereka (Gürel, 

E., & Tat, 2017). Dengan membandingkan program mereka 

dengan praktik terbaik paroki lain, maka paroki dapat 

mengidentifikasi area untuk perbaikan, belajar dari 

pengalaman paroki lain, dan meningkatkan efektivitas 

program pastoral paroki. 

C. Mengelola perubahan dan perbaikan berkelanjutan 

Gereja Katolik selalu dipanggil untuk melakukan 

pembaharuan (reformasi) dan penyesuaian diri sepanjang 

sejarah agar dapat tetap relevan melayani umat di tengah 
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perubahan zaman. Konsili Vatikan II (1962-1965) merupakan 

momentum reformasi terbesar Gereja abad modern. Selanjutnya, 

Gereja perlu terus melakukan perubahan dan perbaikan secara 

berkelanjutan, yang mencakup aspek doktrin, hukum kanonik, 

liturgi, pelayanan pastoral, manajemen organisasi, dan lain-lain. 

Beberapa tantangan yang dihadapi Gereja dalam mengelola 

perubahan antara lain 

1 Resistensi dari kalangan konservatif yang ingin 

mempertahankan status quo. Sebagian elemen Gereja 

resisten terhadap perubahan yang dianggap mengancam 

tradisi dan identitas Katolik. Diperlukan komunikasi yang 

intensif dan pelibatan mereka agar pandangan-pandangan ini 

terdengar. 

2 Kendala birokrasi dan struktur organisasi yang hierarkis. 

Struktur kepemimpinan Gereja yang sangat terpusat di 

Vatikan membuat perubahan membutuhkan proses panjang. 

Dukungan Paus dan Uskup sangat menentukan. 

3 Kurangnya sense of urgency untuk beradaptasi dengan 

perkembangan zaman. Usaha kontekstualisasi dan 

inkulturasi iman ke dalam budaya lokal berisiko mereduksi 

ajaran iman yang hakiki. Keseimbangan tradisi dan 

kontekstualisasi diperlukan. 

4 Risiko kehilangan identitas Katolik jika perubahan drastis. 

5 Kesenjangan antara prinsip-prinsip reformasi Konsili Vatikan 

II dengan implementasi aktual di lapangan. Terkadang 

implementasi prinsip-prinsip reformasi Konsili Vatikan II 

tidak optimal di tingkat akar rumput. Diperlukan sosialisasi 

dan pendampingan lebih baik. 

Beberapa prinsip change management yang perlu 

diperhatikan Gereja 
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1 Partisipasi. Libatkan berbagai unsur Gereja dan umat 

awam dalam proses perubahan (Diocese of Parramatta., 

2018). 

2 Komunikasi. Sosialisasikan tujuan dan urgensi 

perubahan secara luas ke seluruh jajaran Gereja (Healey, 

2013). 

3 Dukungan pimpinan. Peran kunci Paus dan para uskup 

dalam menggerakkan dan mengarahkan perubahan 

(Ganuza, 2001). 

4 Rencana bertahap. Lakukan perubahan secara bertahap 

dan berkelanjutan, bukan drastis sekaligus. Karena itu, 

rencana dan sasaran mesti jelas dan memiliki langkah 

dan target pencapaian perubahan secara terukur.  

5 Eksperimentasi terkendali. Lakukan pilot project 

perubahan untuk melihat efektivitasnya sebelum 

dilembagakan (Diocese of Parramatta., 2018). Pilot project 

yang dilakukan sebagai percontohan dalam skala kecil 

sebelum menerapkan perubahan secara luas. 

6 Evaluasi dan Umpan balik. Mengkaji efektivitas 

perubahan secara berkala dan lakukan penyesuaian jika 

diperlukan. Pantau dan kaji efek perubahan untuk 

penyempurnaan lebih lanjut (Nuzzi, 2010). 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip change 

management ini, diharapkan Gereja Katolik dapat melakukan 

pembaharuan dan adaptasi model pelayanan secara efektif 

dan bertanggung jawab demi mewujudkan misi penginjilan 

yang  

 

D. Peran dewan pastoral dalam proses pengawasan dan 

evaluasi 

Dewan pastoral memainkan peran penting dalam struktur 

dan fungsi Gereja Katolik di tingkat paroki. Sebagai badan 
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penasihat yang terdiri dari perwakilan umat beriman, dewan 

pastoral membantu pastor paroki dalam berbagai aspek 

pengelolaan dan pengembangan komunitas gereja. Salah satu 

fungsi krusial dewan pastoral adalah keterlibatannya dalam 

proses pengawasan dan evaluasi berbagai kegiatan dan program 

paroki. 

Dalam konteks paroki, dewan pastoral yang terdiri dari 

perwakilan umat setempat berada pada posisi yang baik untuk 

memahami kebutuhan dan dinamika lokal. Oleh karena itu, 

keterlibatan mereka dalam proses pengawasan dan evaluasi 

tampak dalam fungsi dan peran mereka seperti berikut 

1 Perencanaan Strategis dan Penetapan Tujuan 

Salah satu fungsi utama dewan pastoral adalah 

membantu pastor paroki dalam merumuskan visi dan misi 

paroki, serta menetapkan tujuan dan sasaran jangka pendek 

dan jangka panjang. Proses perencanaan ini menjadi dasar 

bagi kegiatan pengawasan dan evaluasi yang akan dilakukan 

kemudian. Dalam konteks ini, dewan pastoral berperan dalam 

a. Melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) terhadap kondisi paroki.  

b. Mengidentifikasi prioritas pastoral berdasarkan 

kebutuhan umat dan arahan Keuskupan.  

c. Merumuskan tujuan yang SMART (Specific, 

Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) untuk 

berbagai program dan kegiatan paroki  

2 Monitoring Pelaksanaan Program 

Dewan pastoral memiliki tanggung jawab untuk 

memantau pelaksanaan berbagai program dan kegiatan paroki 

secara berkala. Ini meliputi 

a. Mengumpulkan data dan informasi tentang 

perkembangan program dari berbagai sumber.  

b. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas 

kemajuan dan kendala yang dihadapi.  
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c. Memberikan umpan balik dan rekomendasi kepada 

pastor paroki dan tim pelaksana program  

3 Evaluasi Hasil dan Dampak 

Setelah program atau kegiatan selesai dilaksanakan, 

dewan pastoral berperan dalam mengevaluasi hasilnya. Ini 

mencakup 

a. Menganalisis pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  

b. Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.  

c. Mengidentifikasi dampak program terhadap kehidupan 

spiritual dan sosial umat paroki.  

d. Menyusun laporan evaluasi yang komprehensif  

 

4 Penyusunan Rekomendasi untuk Perbaikan 

Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi, dewan 

pastoral bertanggung jawab untuk 

a. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan 

atau pengembangan.  

b. Merumuskan rekomendasi konkret untuk 

meningkatkan kualitas program di masa mendatang.  

c. Menyampaikan saran dan masukan kepada pastor 

paroki untuk pengambilan keputusan  

 

5 Tantangan Pelaksanaan Peran Pengawasan dan Evaluasi 

(1) Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya 

Anggota dewan pastoral umumnya adalah relawan yang 

memiliki pekerjaan dan tanggung jawab lain. Ini dapat 

menyebabkan: 

a). Kesulitan dalam mengalokasikan waktu yang cukup 

untuk tugas pengawasan dan evaluasi.  

b). Keterbatasan dalam melakukan pengumpulan data 

yang ekstensif.  



100 

 

c). Tantangan dalam mengorganisir pertemuan yang 

melibatkan semua anggota  

(2) Resistensi terhadap Perubahan 

Terkadang, rekomendasi yang dihasilkan dari proses 

evaluasi dapat menghadapi resistensi dari berbagai pihak 

dalam komunitas paroki. Ini bisa disebabkan oleh 

a). Keterikatan pada cara-cara tradisional dalam 

menjalankan program.  

b). Ketakutan akan kritik atau penilaian negatif.  

c). Kurangnya pemahaman tentang pentingnya proses 

evaluasi  

(3) Kompleksitas Pengukuran Dampak Spiritual 

Mengukur dampak program-program pastoral terhadap 

kehidupan spiritual umat seringkali merupakan 

tantangan tersendiri. Ini karena 

a). Sifat subjektif dan personal dari pengalaman spiritual.  

b). Kesulitan dalam mengkuantifikasi pertumbuhan iman.  

c). Perlunya waktu yang panjang untuk melihat dampak 

signifikan  

(4) Dinamika Relasi dengan Pastor Paroki 

Peran dewan pastoral sebagai badan penasihat terkadang 

dapat menimbulkan ketegangan dalam relasinya dengan 

pastor paroki, terutama jika 

a). Ada perbedaan pendapat tentang prioritas pastoral. 

b). Rekomendasi dewan pastoral dianggap terlalu kritis 

atau menantang.  

c). Batas-batas peran dan otoritas tidak didefinisikan 

dengan jelas  
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(5) Praktik Terbaik dalam Menjalankan Peran Pengawasan 

dan Evaluasi 

Upaya meningkatkan efektivitas dewan pastoral dalam 

peran pengawasan dan evaluasi, penting untuk 

a). Memberikan pelatihan tentang metodologi evaluasi dan 

analisis data.  

b). Meningkatkan pemahaman anggota tentang prinsip-

prinsip manajemen pastoral.  

c). Mengembangkan keterampilan komunikasi dan 

fasilitasi  

 

(6) Penggunaan Teknologi dalam Proses Pengawasan dan 

Evaluasi 

Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas proses pengawasan dan evaluasi. Ini meliputi 

a). Penggunaan survei online untuk mengumpulkan 

umpan balik dari umat.  

b). Pemanfaatan software analisis data untuk memproses 

informasi dengan lebih cepat.  

c). Penggunaan platform kolaborasi online untuk 

koordinasi antar anggota dewan pastoral  

(7) Kolaborasi dengan Ahli dan Lembaga Eksternal 

Dalam upaya mengatasi keterbatasan internal, dewan 

pastoral dapat berkolaborasi dengan 

a). Konsultan manajemen pastoral dari keuskupan atau 

lembaga Katolik.  

b). Akademisi dari universitas Katolik yang memiliki 

keahlian relevan.  

c). Praktisi evaluasi program dari organisasi non-profit.  
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(8) Integrasi Spiritualitas dalam Proses Pengawasan dan 

Evaluasi 

Penting untuk memastikan bahwa proses pengawasan 

dan evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, 

tetapi juga terintegrasi dengan spiritualitas Katolik. Ini 

dapat dicapai melalui 

a). Memulai dan mengakhiri setiap sesi evaluasi dengan 

doa dan refleksi.  

b). Menggunakan metode discernment dalam proses 

pengambilan keputusan.  

c). Mengevaluasi tidak hanya efektivitas program, tetapi 

juga sejauh mana program mencerminkan nilai-nilai 

Injil  
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BAB VII 

PRINSIP TRANSPARANSI DAN 

AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMEN 

PASTORAL 

 

Transparansi dan akuntabilitas telah menjadi isu penting 

dalam penyelenggaraan organisasi modern, tak terkecuali gereja. 

Sebagai lembaga keagamaan yang didanai umat, paroki dituntut 

untuk menjalankan manajemen yang transparan dan akuntabel.  

Bagaimana prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas 

diimplementasikan dalam konteks manajemen pastoral paroki?  

 

A. LANDASAN TEOLOGIS DAN SEMANGAT DASAR 

Secara teologis, tuntutan transparansi dan akuntabilitas 

berasal dari pemahaman bahwa paroki adalah komunitas umat 

Allah yang terpanggil untuk mengemban tugas kenabian. Gereja 

dipanggil untuk memberi teladan kejujuran dan integritas 

kepada dunia, sebagaimana diserukan oleh Yesus dalam 

Khotbah di Bukit (Mat. 514-16). 

Konsili Vatikan II dalam konstitusi Lumen Gentium 

menegaskan bahwa gereja harus menjadi tanda yang terang 

kejujuran dan kekudusan di tengah dunia (LG 1). Selanjutnya, 
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melalui dekrit Presbyterorum Ordinis, Konsili menyerukan agar 

para rohaniwan mengelola milik gereja dengan rendah hati dan 

bijaksana (PO 17). 

Menurut (Cañon, 2020), integritas keuangan dan 

transparansi adalah bagian dari kredibilitas kesaksian gereja di 

mata publik. Kejujuran dan akuntabilitas juga mencerminkan 

sikap hormat pada umat yang telah menyumbangkan dananya 

demi misi paroki. Dengan demikian, transparansi bukan sekadar 

kepatuhan pada aturan, melainkan nilai inti Injil. 

 

B. WUJUD PRAKTIK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  

Ada beberapa praktik konkret yang dapat dikembangkan 

paroki dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

1. Penerbitan laporan keuangan Berkala. Menerbitkan 

laporan penggunaan dana gereja secara berkala kepada 

seluruh umat dan masyarakat. 

2. Audit keuangan independen. Mengadakan audit oleh 

akuntan profesional independen untuk validasi laporan 

keuangan. 

3. Dewan keuangan paroki/keuskupan. Membentuk dewan 

keuangan yang bertugas mengawasi penggunaan dana 

secara bertanggung jawab dan akuntabel. 

4. Pengadaan barang dan jasa secara terbuka. 

Melaksanakan pengadaan barang dan jasa paroki melalui 

mekanisme yang transparan dan terbuka untuk umum. 

5. Sistem penggajian dan insentif. Menerapkan sistem 

penggajian dan insentif yang jelas berdasarkan standar 

objektif dan kinerja. 

6. Kode etik. Merumuskan dan menerapkan kode etik yang 

mengatur perilaku dan integritas pengurus paroki. 
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7. Saluran pengaduan. Menyediakan mekanisme bagi umat 

untuk menyampaikan pengaduan seputar 

penyalahgunaan wewenang dan keuangan paroki. 

8. Sosialisasi dan edukasi. Melakukan sosialisasi dan 

edukasi secara berkala kepada umat dan rohaniwan 

tentang kebijakan dan praktik transparansi paroki. 

Dengan berbagai inisiatif tersebut, paroki dapat menunjukkan 

komitmennya terhadap akuntabilitas dan meningkatkan 

kepercayaan umat serta masyarakat luas. 

 

C. TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI  

Dalam implementasinya, upaya peningkatan transparansi 

dan akuntabilitas kerap menghadapi sejumlah kendala, di 

antaranya 

1. Kurangnya pemahaman teologis dan budaya transparansi. 

2. Rendahnya kapasitas SDM dan sistem manajemen 

keuangan paroki. 

3. Resistensi terhadap perubahan dan masih kuatnya kultur 

feudal-patriarkal. 

4. Potensi konflik dengan pihak-pihak yang terbiasa 

menikmati privilege. 

5. Isu privasi dan kerahasiaan internal paroki. 

6. Ancaman intervensi eksternal yang berlebihan dalam 

urusan internal paroki. 

Kendala-kendala ini dapat diatasi melalui pendampingan 

berkelanjutan, peningkatan kapasitas secara bertahap, serta 

kebijakan dan aturan yang memadai guna melindungi 

independensi paroki dari kepentingan sektarian. Berdasarkan 

pembahasan di atas, beberapa implikasi bagi pengembangan 

manajemen paroki yang lebih transparan dan akuntabel, antara 

lain 
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1. Peningkatan pemahaman teologis dan budaya 

transparansi di kalangan rohaniwan dan umat awam. 

2. Penyusunan kebijakan dan standar prosedur operasional 

transparansi keuangan paroki. 

3. Pelatihan bagi pengurus paroki dalam manajemen 

keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan kode etik. 

4. Pendampingan dalam perancangan sistem akuntansi, 

audit, pelaporan, dan pengawasan keuangan paroki. 

5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk otomasi sistem 

administrasi dan keuangan paroki. 

6. Penguatan peran Dewan Keuangan di semua tingkatan 

paroki. 

7. Advokasi kebijakan transparansi melalui sinode 

keuskupan. 

8. Peningkatan partisipasi dan pengawasan umat awam 

dalam pengelolaan keuangan paroki. 

Dengan langkah-langkah tersebut, praktik transparansi dan 

akuntabilitas dapat secara bertahap ditingkatkan dalam 

manajemen paroki di berbagai tingkatan. Hal ini penting demi 

menjaga kredibilitas dan relevansi gereja di tengah dunia. 

Transparansi dan akuntabilitas adalah nilai inti Injil yang 

penting diwujudkan dalam manajemen paroki. Meski terdapat 

sejumlah tantangan, hal ini dapat dilakukan melalui 

pendampingan, peningkatan kapasitas SDM paroki, reformasi 

kebijakan dan sistem manajemen, serta partisipasi umat secara 

bertanggung jawab. Dengan demikian, gereja dapat menjadi 

saksi kredibel dan memperteguh kepercayaan umat serta 

masyarakat luas. Transparansi dan akuntabilitas menjadikan 

paroki semakin relevan dalam mengemban misi keselamatan di 

tengah dunia masa kini. 
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D. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN TRANSPARAN  

Transparansi dalam manajemen pastoral telah menjadi 

isu yang semakin penting dalam beberapa dekade terakhir. 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya 

akuntabilitas dalam institusi keagamaan, termasuk Gereja 

Katolik, kebutuhan akan sistem pelaporan yang transparan 

menjadi semakin mendesak. Sistem pelaporan yang transparan 

tidak hanya membantu membangun kepercayaan antara 

pemimpin pastoral dan umat, tetapi juga mendukung 

pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan etis. 

1. Landasan Teologis dan Etis untuk Transparansi dalam 

Manajemen Pastoral 

Alkitab memberikan landasan yang kuat untuk praktik 

transparansi dan akuntabilitas. Dalam Perjanjian Lama, kita 

menemukan perintah Janganlah kamu berbuat curang dalam 

peradilan, dalam ukuran, timbangan dan takaran (Imamat 

1935). Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Yesus 

menekankan pentingnya kejujuran dan integritas, seperti 

yang terlihat dalam pernyataan-Nya Jika ya, hendaklah kamu 

katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa 

yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat (Matius 537). 

Prinsip ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan sumber daya gereja. Prinsip 

subsidiaritas dalam ajaran sosial Katolik mendukung ide 

bahwa keputusan harus diambil pada tingkat terendah yang 

memungkinkan. Ini berimplikasi pada perlunya keterbukaan 

informasi agar semua pihak dapat berpartisipasi secara 

bermakna dalam proses pengambilan Keputusan.  

2. Komponen-komponen Kunci Sistem Pelaporan yang 

Transparan 

a. Pelaporan Keuangan yang Komprehensif. Sistem 

pelaporan yang transparan harus mencakup  

1) Laporan keuangan yang detail dan mudah dipahami.  
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2) Pengungkapan sumber pendapatan dan alokasi 

pengeluaran.  

3) Informasi tentang aset dan kewajiban paroki atau 

lembaga keagamaan  

b. Pelaporan Program dan Kegiatan Pastoral. Selain aspek 

keuangan, sistem pelaporan juga harus mencakup  

1) Deskripsi program dan kegiatan pastoral yang 

dilaksanakan.  

2) Evaluasi pencapaian tujuan dan dampak program.  

3) Rencana dan target untuk periode mendatang  

c. Mekanisme Umpan Balik dan Pertanggungjawaban. 

Sistem yang transparan harus memiliki  

1) Saluran untuk umat memberikan umpan balik dan 

pertanyaan.  

2) Proses untuk merespons dan menindaklanjuti 

masukan dari umat.  

3) Mekanisme untuk menangani keluhan atau 

kekhawatiran  

d. Pengungkapan Kebijakan dan Prosedur. Transparansi 

juga meliputi keterbukaan tentang  

1) Proses pengambilan keputusan dalam manajemen 

pastoral.  

2) Kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia 

dan keuangan.  

3) Prosedur untuk menangani konflik kepentingan. 

3. Tantangan dalam Implementasi Sistem Pelaporan yang 

Transparan 

a. Resistensi terhadap Perubahan 

Implementasi sistem baru seringkali menghadapi 

resistensi karena 

1) Keengganan untuk mengubah praktik yang sudah 

mapan.  

2) Ketakutan akan kritik atau penilaian negatif.  

3) Kurangnya pemahaman tentang manfaat transparansi. 
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b. Keterbatasan Sumber Daya 

Banyak lembaga keagamaan menghadapi kendala seperti 

1) Kurangnya staf atau relawan yang terlatih dalam 

manajemen keuangan dan pelaporan.  

2) Keterbatasan anggaran untuk investasi dalam sistem 

teknologi informasi.  

3) Waktu yang terbatas untuk mengembangkan dan 

mengelola sistem pelaporan yang komprehensif  

c. Kerahasiaan dan Privasi 

Menyeimbangkan transparansi dengan kebutuhan akan 

kerahasiaan dapat menjadi tantangan, terutama dalam 

hal 

1) Informasi pribadi tentang anggota komunitas atau 

penerima bantuan.  

2) Detail sensitif tentang masalah pastoral atau 

konseling.  

3) Informasi yang dapat membahayakan keamanan atau 

kepentingan lembaga jika diungkapkan  

4. Praktik Terbaik dalam Pengembangan Sistem Pelaporan 

yang Transparan 

Pengembangan sistem pelaporan yang transparan harus 

dilihat sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan 

komitmen jangka panjang dari semua pihak dalam 

komunitas iman. Dengan pendekatan yang tepat dan 

konsisten, transparansi dapat menjadi alat yang kuat untuk 

memperkuat misi pastoral dan membangun Gereja yang lebih 

inklusif dan responsif terhadap kebutuhan umatnya. 

(1) Pendekatan Holistik dan Terintegrasi 

Sistem pelaporan yang efektif harus 

1) Mencakup semua aspek operasional lembaga, tidak 

hanya keuangan.  
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2) Mengintegrasikan pelaporan dengan proses 

perencanaan dan evaluasi.  

3) Melibatkan semua tingkatan organisasi dalam proses 

pengembangan dan implementasi. 

(2) Keterlibatan Aktif Pemangku Kepentingan 

Transparansi yang efektif memerlukan 

1) Konsultasi reguler dengan berbagai kelompok dalam 

komunitas.  

2) Pembentukan komite pengawas yang melibatkan 

perwakilan umat. 

3) Mekanisme untuk menampung dan merespons 

pertanyaan dan masukan dari umat. 

 (3) Audit dan Verifikasi Independen 

Untuk meningkatkan kredibilitas, sistem pelaporan harus 

mencakup 

1) Audit keuangan tahunan oleh akuntan publik 

independen.  

2) Evaluasi program oleh pihak eksternal yang kompeten.  

3) Publikasi hasil audit dan evaluasi kepada komunitas. 

(4) Budaya Pembelajaran dan Perbaikan Berkelanjutan 

Sistem pelaporan yang transparan harus mendukung 

1) Analisis kritis terhadap kinerja dan pencapaian 

lembaga. b)Keterbukaan terhadap umpan balik dan 

kritik konstruktif.  

2) Komitmen untuk terus meningkatkan praktik 

manajemen dan pelaporan. 

 

(5) Contoh-contoh Implementasi Sistem Pelaporan yang   

Transparan 

a. Keuskupan Agung Chicago, Amerika Serikat 
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Keuskupan Agung Chicago telah 

mengimplementasikan sistem pelaporan yang 

komprehensif yang meliputi 

1) Publikasi laporan keuangan tahunan yang diaudit 

secara independen.  

2) Pengungkapan rinci tentang penanganan kasus 

pelecehan seksual.  

3) Portal online yang menyediakan akses mudah ke 

berbagai dokumen dan laporan (Catholic Church., 

1994),(West, R., & Zech, 2009). 

b.  Gereja Anglikan di Australia 

Gereja Anglikan di Australia telah mengadopsi 

pendekatan transparansi yang melibatkan 

1) Pembentukan komisi independen untuk 

mengawasi tata kelola gereja.  

2) Publikasi laporan tahunan yang mencakup aspek 

keuangan dan non-keuangan. 

3) Implementasi sistem whistleblowing untuk 

melaporkan pelanggaran etika (Jeavons, 1994). 

c. Yayasan Katolik di Filipina 

Beberapa yayasan Katolik di Filipina telah 

mengembangkan praktik pelaporan yang inovatif, 

termasuk 

1. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan 

informasi tentang program dan penggunaan dana.  

2. Pelibatan pemuda dalam proses monitoring dan 

evaluasi program.  

3. Pelaporan real-time tentang respons terhadap 

bencana alam dan krisis kemanusiaan (Anheier, 

2005). 
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E. ETIKA DALAM MANAJEMEN KEUANGAN PAROKI 

Manajemen keuangan dalam konteks Paroki merupakan 

aspek penting yang sering kali menimbulkan tantangan etis. 

Sebagai lembaga rohani yang didasarkan pada nilai-nilai 

spiritual dan moral, paroki diharapkan untuk mengelola sumber 

daya keuangannya dengan standar etika yang tinggi. Namun, 

realitas pengelolaan keuangan yang kompleks terkadang dapat 

menimbulkan dilema etis yang memerlukan pertimbangan 

mendalam. 

Dalam esai ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek 

etika dalam manajemen keuangan paroki, termasuk landasan 

teologis (Blomberg, 2013), prinsip-prinsip etika keuangan 

(Laughlin, 1988), area-area kritis dalam manajemen keuangan 

Gereja (Irvine, 2005), tantangan etis yang sering dihadapi (Booth, 

1993), serta strategi untuk memastikan praktik manajemen 

keuangan yang etis (Blomberg, 2013). 

1. Landasan Teologis untuk Etika Keuangan dalam Gereja 

Konsep penatalayanan dalam Alkitab memberikan dasar 

teologis yang kuat untuk etika keuangan dalam gereja. Dalam 

Perjanjian Baru, Yesus sering menggunakan perumpamaan 

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan untuk 

mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Misalnya, dalam 

Perumpamaan tentang Talenta (Matius 2514-30), Yesus 

menekankan pentingnya mengelola sumber daya yang 

dipercayakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab 

(Blomberg, 2013). 

Dalam tradisi Katolik, ajaran sosial Gereja memberikan 

kerangka etis yang relevan untuk manajemen keuangan. 

Ensiklik Rerum Novarum (1891) dan dokumen-dokumen 

selanjutnya menekankan pentingnya keadilan sosial dan 

penggunaan kekayaan untuk kebaikan bersama (Pontifical 

Justices for Peace, 2004). Prinsip-prinsip ini memiliki 
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implikasi langsung terhadap cara gereja mengelola dan 

mengalokasikan sumber daya keuangannya. 

2. Prinsip-prinsip Etika Keuangan dalam Konteks Gereja 

Etika dalam manajemen keuangan gereja bukan hanya 

tentang mematuhi aturan atau menghindari skandal. Ini 

adalah tentang mewujudkan misi dan nilai-nilai injili dalam 

setiap aspek pengelolaan sumber dayanya. Dengan demikian, 

manajemen keuangan yang etis menjadi saksi yang kuat 

tentang integritas dan kredibilitas gereja di tengah 

masyarakat 

(1) Transparansi dan Akuntabilitas 

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip 

fundamental dalam etika keuangan gereja. Ini melibatkan 

1) Keterbukaan dalam pelaporan keuangan kepada 

jemaat dan pemangku kepentingan.  

2) Sistem audit yang independen dan reguler.  

3) Mekanisme untuk menjawab pertanyaan dan 

kekhawatiran tentang penggunaan dana. 

(2) Integritas dan Kejujuran 

Integritas dalam pengelolaan keuangan mencakup 

1) Kejujuran dalam semua transaksi dan pelaporan 

keuangan.  

2) Menghindari konflik kepentingan dalam pengambilan 

keputusan keuangan.  

3) Menjaga kepercayaan yang diberikan oleh jemaat dan 

donor  

(3) Keadilan dan Kesetaraan 

Prinsip keadilan dalam manajemen keuangan gereja 

melibatkan 

1) Alokasi sumber daya yang adil untuk berbagai 

pelayanan dan kebutuhan.  



114 

 

2) Kebijakan kompensasi yang adil untuk staf dan 

pekerja gereja.  

3) Pertimbangan dampak sosial dari keputusan 

keuangan. 

(4) Kehati-hatian dan Kebijaksanaan 

Pengelolaan keuangan yang bijaksana mencakup 

1) Perencanaan keuangan jangka panjang yang hati-hati.  

2) Pengelolaan risiko yang tepat dalam investasi dan 

penggunaan dana.  

3) Keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa 

depan. 

3. Area-area Kritis dalam Manajemen Keuangan Gereja 

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Persembahan 

Etika dalam pengumpulan dan pengelolaan persembahan 

melibatkan beraneka unsur seperti 

1) Kejujuran dalam solisitasi dana dan komunikasi 

tentang kebutuhan keuangan.  

2) Penghormatan terhadap intensi donor dalam 

penggunaan dana yang diberikan. 

3) Sistem yang aman dan transparan untuk 

penghitungan dan pencatatan persembahan. 

b. Penggajian dan Kompensasi 

Isu-isu etis seputar penggajian termasuk 

1) Penentuan gaji yang adil dan sesuai untuk pemimpin 

gereja dan staf.  

2) Kebijakan tentang manfaat tambahan dan tunjangan. 

3) Transparensi dalam proses penentuan gaji dan 

evaluasi kinerja  

c. Investasi dan Penggunaan Surplus 

Keputusan investasi gereja harus mempertimbangkan 
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1) Keseimbangan antara return finansial dan dampak 

sosial/etis. 

2) Kebijakan investasi yang sejalan dengan nilai-nilai 

gereja.  

3) Transparensi dalam pelaporan hasil investasi kepada 

jemaat  

d. Pengelolaan Aset Gereja 

Etika dalam pengelolaan aset gereja meliputi 

1) Pemeliharaan dan penggunaan properti gereja yang 

bertanggung jawab. 

2) Keputusan tentang akuisisi atau penjualan aset yang 

mempertimbangkan kepentingan jangka panjang 

komunitas.  

3) Kebijakan tentang penggunaan fasilitas gereja oleh 

pihak luar. 

e. Tantangan Etis dalam Manajemen Keuangan Gereja 

Tantangan etis dalam area-area seperti penggajian, 

investasi, dan pengelolaan aset memerlukan pendekatan 

yang hati-hati dan seimbang. Gereja perlu terus 

mengembangkan kebijakan dan praktik yang memenuhi 

standar etika tertinggi sambil tetap responsif terhadap 

kebutuhan misi dan pelayanannya. 

(1)  Konflik Kepentingan 

Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan 

meliputi 

a). Transaksi bisnis dengan anggota keluarga 

pemimpin gereja.  

b). Penggunaan informasi internal untuk keuntungan 

pribadi.  

c). Peran ganda pemimpin gereja dalam bisnis yang 

terkait dengan gereja 

 



116 

 

(2) Penggunaan Dana untuk Tujuan Non-Gerejawi 

Tantangan etis muncul ketika ada pertimbangan 

untuk menggunakan dana gereja untuk 

a). Aktivitas politik atau advokasi.  

b). Investasi dalam usaha komersial.  

c). Dukungan terhadap organisasi atau cause yang 

kontroversial 

(3) Kerahasiaan vs. Transparansi 

Menyeimbangkan kebutuhan akan transparansi 

dengan privasi individu dapat menjadi dilema, 

terutama dalam hal 

a). Informasi tentang donor besar.  

b). Detail gaji individual staf gereja.  

c). Informasi sensitif tentang bantuan keuangan 

kepada anggota jemaat  

(4) Penggalangan Dana Agresif 

Praktik penggalangan dana yang dapat menimbulkan 

masalah etis meliputi 

a). Tekanan berlebihan pada jemaat untuk 

memberikan persembahan.  

b). Penggunaan taktik manipulatif dalam kampanye 

penggalangan dana. 

c). Janji-janji berlebihan tentang hasil spiritual dari 

pemberian finansial  

4. Strategi untuk Memastikan Praktik Manajemen Keuangan 

yang Etis 

Strategi seperti pengembangan kebijakan yang komprehensif, 

pelatihan berkelanjutan, pengawasan independen, dan 

komunikasi terbuka dengan umat dapat membantu 

memastikan praktik manajemen keuangan yang etis. 
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1) Pengembangan Kebijakan dan Prosedur yang 

Komprehensif 

Gereja perlu mengembangkan kebijakan dan standar 

operasional prosedur seperti berikut 

a). Kode etik keuangan yang jelas dan tertulis. 

b). Prosedur standar untuk pengelolaan keuangan dan 

pengambilan keputusan.  

c). Mekanisme untuk menangani pelanggaran etika 

keuangan. 

 

2) Pelatihan dan Edukasi Berkelanjutan 

Untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang 

konsisten, penting untuk 

a). Memberikan pelatihan etika keuangan kepada 

pemimpin dan staf gereja. 

b). Menyelenggarakan seminar atau workshop tentang 

stewardship untuk jemaat.  

c). Memperbarui pengetahuan tentang regulasi 

keuangan dan praktik terbaik. 

3) Pembentukan Komite Pengawas Independen 

Komite pengawas independen dapat 

a). Memberikan oversight terhadap keputusan 

keuangan utama.  

b). Melakukan review reguler terhadap praktik 

manajemen keuangan.  

c). Menjadi saluran untuk melaporkan kekhawatiran 

atau pelanggaran etika [18]. 

4) Implementasi Sistem Audit dan Kontrol Internal yang 

Kuat 

Sistem ini harus mencakup 
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a). Audit keuangan tahunan oleh auditor independen.  

b). Prosedur kontrol internal untuk mencegah 

penyalahgunaan dana.  

c). Sistem pelaporan yang memungkinkan deteksi dini 

anomali keuangan  

5) Komunikasi Terbuka dan Reguler dengan umat 

Praktik komunikasi yang baik meliputi 

a). Laporan keuangan berkala yang mudah dipahami 

oleh jemaat.  

b). Forum terbuka untuk diskusi tentang keputusan 

keuangan penting.  

c). Mekanisme umpan balik untuk umat tentang isu-

isu keuangan. 

6) Studi Kasus dan Contoh Praktik Terbaik 

Contoh-contoh praktik terbaik dari berbagai Gereja dan 

Keuskupan sesuai konteks geografis menunjukkan bahwa 

manajemen keuangan yang etis dan efektif bukan hanya 

ideal yang tidak dapat dicapai, tetapi merupakan realitas 

yang dapat diimplementasikan. 

(1) Gereja Metodis Inggris 

West dalam penelitiannya menemukan bahwa Gereja 

Metodis Inggris telah mengembangkan sistem 

manajemen keuangan yang komprehensif yang 

meliputi 

a). Publikasi laporan keuangan tahunan yang detail 

dan mudah diakses.  

b). Kebijakan investasi etis yang menghindari industri 

seperti tembakau dan senjata.  

c). Program pelatihan stewardship untuk pemimpin 

gereja lokal (West, R., & Zech, 2009) 
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(2) Gereja Katolik di Amerika Serikat 

Dalam penelitian, Elson, R. J., O’Callaghan, S., & 

Walker menunjukan bahwa ada beberapa keuskupan 

di Amerika Serikat telah mengadopsi praktik seperti 

a). Pembentukan dewan keuangan yang melibatkan 

ahli keuangan awam. 

b). Implementasi sistem pelaporan keuangan online 

yang real-time.  

c). Kebijakan whistleblowing untuk melaporkan 

penyalahgunaan keuangan (Elson, R. J., 

O’Callaghan, S., & Walker, 2007). 

(3) Gereja Pantekosta di Afrika 

Weber dalam studinya menemukan beberapa gereja 

Pantekosta di Afrika yang telah menerapkan sistim 

manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan 

gereja, seperti 

a). Sistem manajemen keuangan berbasis teknologi 

untuk meningkatkan akuntabilitas.  

b). Program mentoring keuangan untuk pemimpin 

gereja muda.  

c). Integrasi prinsip-prinsip etika keuangan dalam 

kurikulum sekolah teologi (Weber, 1985). 
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BAB VIII 

IMPLEMENTASI PRINSIP MANAJEMEN 

DALAM PELAYANAN PASTORAL 

 

Pelayanan pastoral merupakan tugas utama dari seorang 

pemimpin rohani atau pelayan gereja dalam melayani jemaat dan 

masyarakat. Pelayanan ini mencakup berbagai aspek seperti 

evangelisasi, pembinaan rohani, pelayanan sosial, dan 

administrasi gereja. Untuk melaksanakan pelayanan pastoral 

dengan efektif dan efisien, diperlukan penerapan prinsip-prinsip 

manajemen yang tepat. Prinsip manajemen yang relevan dalam 

konteks pelayanan gereja dan organisasi nirlaba.  

A. Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pelayanan 

Pastoral 

Penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pelayanan 

pastoral dapat dilakukan dalam berbagai aspek, antara lain 

(1) Perencanaan  

Prinsip perencanaan dapat diterapkan dalam penyusunan 

rencana pelayanan tahunan, jangka menengah, atau 

jangka panjang gereja. Perencanaan meliputi penetapan 
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tujuan pelayanan yang jelas, identifikasi target jemaat 

atau masyarakat yang akan dilayani, serta pengembangan 

strategi dan program yang sesuai dengan visi dan misi 

gereja. 

Contoh penerapan 

a. Menetapkan tujuan pelayanan seperti pertumbuhan 

rohani jemaat, penginjilan, dan pelayanan sosial. 

b. Mengidentifikasi target jemaat atau masyarakat yang 

akan dilayani, misalnya jemaat yang sudah ada, kaum 

muda, atau kelompok masyarakat tertentu. 

c. Menyusun program-program seperti kebaktian, 

persekutuan, kelas pembinaan, dan kegiatan sosial. 

d. Mengalokasikan sumber daya yang diperlukan seperti 

anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia. 

(2) Pengorganisasian  

Prinsip pengorganisasian dapat diterapkan dalam 

pembentukan struktur organisasi gereja, pembagian tugas 

dan tanggung jawab, serta koordinasi antar 

departemen/komisi atau tim pelayanan. 

Contoh penerapan 

a. Membentuk struktur organisasi gereja yang jelas, 

seperti koordinator komisi, departemen, dan tim 

pelayanan. 

b. Mendefinisikan tugas dan tanggung jawab setiap 

departemen/komisi atau tim pelayanan secara jelas. 

c. Mengkoordinasikan kegiatan dan program antar 

departemen atau tim pelayanan agar tidak tumpang 

tindih dan saling mendukung. 

d. Menetapkan jalur komunikasi dan pelaporan yang 

efektif. 
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(3) Kepemimpinan  

Prinsip kepemimpinan dapat diterapkan dalam gaya 

kepemimpinan pemimpin rohani, pembinaan dan 

pemberdayaan pelayan gereja, serta keteladanan hidup 

rohani. 

Contoh penerapan 

a. Menerapkan gaya kepemimpinan yang mendukung, 

memberdayakan, dan memotivasi pelayan gereja. 

b. Memberikan pelatihan dan pembinaan secara berkala 

kepada pelayan gereja untuk meningkatkan 

kompetensi dan kerohanian mereka. 

c. Menjadi teladan dalam kehidupan rohani dan 

pelayanan, seperti mempraktikkan nilai-nilai 

kekristenan dan disiplin rohani. 

d. Membangun hubungan yang baik dengan umat dan 

pelayan pastoral gereja melalui komunikasi yang 

terbuka dan saling menghargai. 

(4) Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Pengembangan sumber daya manusia dapat diterapkan 

dalam pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi 

pelayan pastoral gereja, pemberian kesempatan untuk 

berkembang, serta penghargaan dan penghormatan 

terhadap kontribusi mereka. 

Contoh penerapan 

a. Mengadakan pelatihan atau seminar secara berkala 

untuk meningkatkan kompetensi pelayan pastoral 

gereja dalam berbagai aspek pelayanan, seperti 

pengajaran, konseling, atau pelayanan sosial. 

b. Memberikan kesempatan kepada pelayan gereja untuk 

mengembangkan talenta dan potensi mereka dengan 

mengambil peran atau tanggung jawab baru. 
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c. Mengapresiasi dan menghargai kontribusi pelayan 

pastoral gereja melalui penghargaan, pujian, atau 

bentuk apresiasi lainnya. 

d. Membangun lingkungan kerja yang positif dan 

mendukung, di mana pelayan pastoral gereja merasa 

dihargai dan termotivasi untuk melayani. 

(5) Pengelolaan Keuangan  

Pengelolaan keuangan dapat diterapkan dalam 

perencanaan anggaran, penggunaan dana secara 

bertanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. 

Contoh penerapan 

a. Menyusun anggaran tahunan yang realistis dan sesuai 

dengan prioritas pelayanan. 

b. Menggunakan dana gereja secara bijaksana dan 

bertanggung jawab, sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

c. Menjaga transparansi laporan keuangan dan 

akuntabilitas penggunaan dana kepada umat. 

d. Membentuk tim atau komisi keuangan yang 

bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan 

keuangan gereja. 

e. Menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang sehat, 

seperti penganggaran, pencatatan, dan audit keuangan 

secara teratur. 

(6) Monitorin dan Evaluasi  

Prinsip monitoring dan evaluasi dapat diterapkan dalam 

pemantauan kinerja pelayanan, evaluasi program, dan 

pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. 

Contoh penerapan 
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a. Memantau kinerja pelayanan secara berkala dengan 

menggunakan indikator kinerja seperti jumlah jemaat, 

pertumbuhan rohani, atau dampak pelayanan sosial. 

b. Mengevaluasi program-program pelayanan secara 

berkala untuk menilai efektivitas dan dampaknya. 

c. Mengambil tindakan korektif jika terdapat 

penyimpangan atau masalah dalam pelaksanaan 

program, seperti penyesuaian anggaran, perubahan 

strategi, atau pelatihan bagi pelayan gereja. 

d. Melibatkan jemaat dan pelayan gereja dalam proses 

evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dan 

masukan yang berharga. 

(7) Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan  

Implementasi prinsip-prinsip manajemen dalam 

pelayanan pastoral bukanlah proses yang bersifat statis, 

melainkan dinamis dan berkelanjutan. Evaluasi dan 

perbaikan secara teratur sangat penting untuk 

memastikan efektivitas dan relevansi penerapan prinsip-

prinsip manajemen dalam menghadapi perubahan 

lingkungan dan kebutuhan jemaat. 

1. Evaluasi Berkala  

Evaluasi berkala harus dilakukan untuk menilai 

keberhasilan implementasi prinsip-prinsip manajemen 

dalam pelayanan pastoral. Evaluasi ini dapat mencakup 

aspek-aspek seperti pencapaian tujuan, efisiensi 

penggunaan sumber daya, kepuasan jemaat, dan 

dampak pelayanan terhadap masyarakat (Barna, 2017). 

Evaluasi dapat dilakukan melalui survei, wawancara, 

atau analisis data kinerja. 

2. Identifikasi Area Perbaikan  

Berdasarkan hasil evaluasi, perlu diidentifikasi area-

area yang membutuhkan perbaikan dalam 
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implementasi prinsip-prinsip manajemen. Ini dapat 

mencakup proses perencanaan yang kurang efektif, 

struktur organisasi yang tidak sesuai, gaya 

kepemimpinan yang kurang memberdayakan, atau 

sistem pengendalian yang lemah (Malphurs, 2005a). 

3. Pengembangan Rencana Perbaikan  

Setelah area perbaikan diidentifikasi, perlu disusun 

rencana perbaikan yang konkret dan terukur. Rencana 

ini dapat meliputi perubahan dalam strategi, struktur 

organisasi, program pelatihan, atau penerapan 

teknologi baru yang mendukung prinsip-prinsip 

manajemen (Kotter, 2012). 

4. Pelaksanaan Perbaikan  

Rencana perbaikan harus diimplementasikan secara 

bertahap dan sistematis. Ini mungkin melibatkan 

perubahan dalam budaya organisasi, proses kerja, atau 

bahkan struktur kepemimpinan. Pelibatan dan 

komunikasi yang efektif dengan jemaat dan pelayan 

gereja sangat penting dalam proses ini (Stetzer, E., & 

Dodson, 2007). 

5. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan  

Setelah perbaikan diimplementasikan, perlu dilakukan 

monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk 

memastikan bahwa perbaikan tersebut memberikan 

dampak positif dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Jika diperlukan, siklus evaluasi dan 

perbaikan dapat diulang kembali untuk mencapai 

peningkatan yang berkelanjutan (Barna, 2017). 
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B. Tantangan dalam Implementasi Prinsip Manajemen 

Pastoral 

Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen 

dalam pelayanan pastoral, terdapat beberapa tantangan yang 

mungkin dihadapi, antara lain 

(1) Resistensi terhadap Perubahan  

Beberapa anggota gereja atau pelayan gereja mungkin 

resisten terhadap perubahan atau penerapan prinsip-prinsip 

manajemen yang dianggap terlalu sekuler atau tidak sesuai 

dengan nilai-nilai rohani. 

Solusi 

a. Memberikan pemahaman yang jelas tentang manfaat dan 

kebutuhan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam 

pelayanan. 

b. Melibatkan jemaat dan pelayan gereja dalam proses 

pengambilan keputusan dan perencanaan perubahan. 

c. Menunjukkan bahwa prinsip-prinsip manajemen 

sebenarnya selaras dengan nilai-nilai kekristenan seperti 

keteraturan, efisiensi, dan tanggung jawab. 

(2) Keterbatasan Sumber Daya  

Gereja atau organisasi pelayanan mungkin memiliki 

keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia 

maupun keuangan, yang dapat menghambat implementasi 

prinsip-prinsip manajemen. 

Solusi 

a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan cara 

berbagi tugas, pelatihan, dan pendelegasian tanggung 

jawab. 

b. Mencari sumber pendanaan alternatif seperti donasi, 

kerjasama dengan organisasi lain, atau pengembangan 

usaha sosial. 
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c. Memanfaatkan teknologi dan metode yang hemat biaya 

untuk mendukung pelayanan. 

(3) Kurangnya Kompetensi Manajerial  

Pemimpin rohani atau pelayan gereja mungkin tidak 

memiliki latar belakang atau pelatihan yang cukup dalam 

manajemen, sehingga menghambat implementasi prinsip-

prinsip manajemen secara efektif. 

Solusi 

a. Mengadakan pelatihan atau workshop tentang manajemen 

pelayanan bagi pemimpin rohani dan pelayan gereja. 

b. Mempekerjakan atau bekerjasama dengan profesional di 

bidang manajemen untuk memberikan konsultasi dan 

dukungan. 

c. Membentuk tim manajemen yang terdiri dari individu 

dengan kompetensi manajerial yang memadai. 

(4) Konflik dan Dinamika Organisasi  

Dalam setiap organisasi, termasuk gereja, terdapat potensi 

konflik dan dinamika organisasi yang dapat menghambat 

implementasi prinsip-prinsip manajemen. 

Solusi 

a. Membangun komunikasi yang terbuka dan saling 

menghargai di antara jemaat, pelayan gereja, dan 

pemimpin rohani. 

b. Menerapkan pendekatan penyelesaian konflik yang efektif, 

seperti mediasi atau konseling. 

c. Mempromosikan kerja sama tim 
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C. Langkah perbaikan implementasi prinsip manajemen 

pastoral  

a. Peran Pemimpin Rohani dalam Implementasi Prinsip 

Manajemen 

Pemimpin rohani, seperti uskup, imam, katekis, dan 

rasul awam lainnya memiliki peran yang sangat penting 

dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen 

dalam pelayanan pastoral. Beberapa peran kunci yang 

dapat dimainkan oleh pemimpin rohani adalah 

1) Menjadi Teladan. Pemimpin rohani harus menjadi 

teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen, 

seperti perencanaan yang matang, pengorganisasian 

yang baik, kepemimpinan yang memberdayakan, dan 

pengendalian yang efektif. Mereka harus menunjukkan 

komitmen dan konsistensi dalam menjalankan prinsip-

prinsip ini agar dapat menjadi contoh bagi jemaat dan 

pelayan gereja. 

2) Membangun Visi dan Misi. Pemimpin rohani berperan 

dalam membangun visi dan misi gereja yang jelas, serta 

mengarahkan seluruh kegiatan dan program pelayanan 

untuk mencapai visi dan misi tersebut. Prinsip-prinsip 

manajemen dapat membantu dalam mewujudkan visi 

dan misi dengan cara yang terorganisir dan efektif. 

3) Mengomunikasikan Pentingnya Prinsip Manajemen. 

Pemimpin rohani harus mengomunikasikan pentingnya 

prinsip-prinsip manajemen kepada jemaat dan pelayan 

gereja. Mereka harus menjelaskan bahwa prinsip-

prinsip manajemen bukan hanya untuk organisasi 

bisnis, tetapi juga relevan dan penting dalam konteks 

pelayanan gereja untuk mencapai tujuan yang lebih 

besar. 

4) Memberikan Pelatihan dan Pembinaan. Pemimpin rohani 

harus memberikan pelatihan dan pembinaan kepada 
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jemaat dan pelayan gereja tentang prinsip-prinsip 

manajemen yang relevan dengan pelayanan. Ini dapat 

dilakukan melalui seminar, workshop, atau program 

pembinaan khusus untuk meningkatkan pemahaman 

dan keterampilan dalam mengimplementasikan prinsip-

prinsip manajemen. 

5) Memfasilitasi Implementasi. Pemimpin rohani harus 

memfasilitasi implementasi prinsip-prinsip manajemen 

dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan, 

seperti anggaran, fasilitas, dan dukungan administrasi. 

Mereka juga harus memantau dan mengevaluasi 

implementasi secara berkala untuk memastikan bahwa 

prinsip-prinsip manajemen diterapkan dengan benar 

dan memberikan dampak positif bagi pelayanan. 

6) Menerapkan Prinsip Keseimbangan. Pemimpin rohani 

harus menjaga keseimbangan antara aspek rohani dan 

aspek manajerial dalam pelayanan. Mereka harus 

memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip 

manajemen tidak mengorbankan nilai-nilai rohani dan 

spiritual, tetapi justru mendukung dan memfasilitasi 

pertumbuhan rohani jemaat dan pelayan gereja. 

Dengan peran yang kuat dari pemimpin rohani dalam 

mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen, 

pelayanan pastoral dapat menjadi lebih terorganisir, 

efektif, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi 

pertumbuhan gereja dan pelayanan kepada masyarakat. 

b. Kolaborasi dan Kemitraan dalam Implementasi Prinsip 

Manajemen 

Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip 

manajemen dalam pelayanan pastoral, kolaborasi dan 

kemitraan dengan pihak-pihak lain dapat menjadi faktor 

pendukung yang penting. Berikut adalah beberapa bentuk 

kolaborasi dan kemitraan yang dapat dipertimbangkan 
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1) Kemitraan antar Gereja. Gereja-gereja dapat saling berbagi 

pengalaman, sumber daya, dan praktik terbaik dalam 

mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dalam 

pelayanan pastoral. Kemitraan ini dapat menciptakan 

sinergi dan memperkuat pelayanan masing-masing gereja 

(Rainer, T. S., & Geiger, 2006). 

2) Kolaborasi dengan Organisasi Nirlaba. Gereja dapat 

berkolaborasi dengan organisasi nirlaba yang memiliki 

keahlian dalam bidang manajemen, seperti konsultan 

manajemen, lembaga pelatihan, atau lembaga penelitian. 

Kolaborasi ini dapat membantu gereja dalam 

mengembangkan strategi, memberikan pelatihan, atau 

melakukan evaluasi implementasi prinsip-prinsip 

manajemen (Drucker, 1990). 

3) Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan. Gereja dapat 

menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, seperti 

universitas atau seminari, untuk mendapatkan dukungan 

akademis dan penelitian dalam mengimplementasikan 

prinsip-prinsip manajemen. Kemitraan ini dapat 

melibatkan kegiatan seperti penelitian bersama, program 

magang, atau pertukaran sumber daya (Waddell, 2002). 

4) Kemitraan dengan Pemerintah dan Lembaga Sosial. Dalam 

pelaksanaan program pelayanan sosial, gereja dapat 

menjalin kemitraan dengan pemerintah atau lembaga 

sosial lainnya. Kemitraan ini dapat membantu gereja 

dalam mengakses sumber daya, jaringan, dan keahlian 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan program secara 

efektif dan efisien (Jeavons, 1994a). 

5) Jaringan Profesional dan Asosiasi. Gereja dapat 

bergabung dengan jaringan profesional atau asosiasi yang 

berfokus pada manajemen organisasi nirlaba atau 

pelayanan gereja. Jaringan ini dapat menjadi sumber 

informasi, pelatihan, dan berbagi praktik terbaik dalam 
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mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen 

(Malphurs, 2005a). 

Melalui kolaborasi dan kemitraan yang tepat, gereja dapat 

mengakses sumber daya, keahlian, dan dukungan yang 

dibutuhkan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip 

manajemen secara lebih efektif dalam pelayanan pastoral. 

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen dalam 

pelayanan pastoral secara komprehensif, mengevaluasi dan 

memperbaiki secara berkelanjutan, serta berkolaborasi dan 

menjalin kemitraan yang tepat, gereja dapat meningkatkan 

efektivitas dan dampak pelayanannya dalam menjangkau dan 

melayani jemaat serta masyarakat secara lebih baik. 

D. Integrasi Nilai-Nilai Kristiani dalam Implementasi Prinsip 

Manajemen 

Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen 

dalam pelayanan pastoral, penting untuk mengintegrasikan 

nilai-nilai kekristenan agar pelayanan tetap berfokus pada 

tujuan rohani dan tidak hanya menjadi kegiatan administratif 

belaka. Beberapa cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai 

kekristenan dalam implementasi prinsip manajemen adalah 

a. Berpusat pada Kasih dan Pelayanan. Prinsip-prinsip 

manajemen harus diterapkan dengan dilandasi kasih dan 

semangat untuk melayani sesama, sesuai dengan teladan 

Yesus Kristus. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil 

harus berorientasi pada pelayanan yang lebih baik kepada 

jemaat dan masyarakat. 

b. Memprioritaskan Pertumbuhan Rohani. Walaupun 

penerapan prinsip-prinsip manajemen bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, prioritas 

utama tetap harus diberikan pada pertumbuhan rohani 

jemaat dan pelayan gereja. Program-program pembinaan 

rohani, ibadah, dan persekutuan harus tetap menjadi inti 

dari pelayanan gereja. 
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c. Menerapkan Nilai-Nilai Injili. Dalam proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi, nilai-nilai 

injili seperti integritas, kejujuran, rendah hati, kasih, dan 

keadilan harus dijadikan pedoman. Pemimpin rohani dan 

pelayan gereja harus menjadi teladan dalam menerapkan 

nilai-nilai ini. 

d. Mendorong Kerja Sama Tim dan Persaudaraan. Prinsip-

prinsip manajemen harus diterapkan dengan cara yang 

mendorong kerja sama tim, saling mendukung, dan 

membangun persaudaraan di antara jemaat dan pelayan 

gereja. Setiap individu harus dihargai dan dilibatkan dalam 

proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. 

e. Menempatkan Doa dan Penyerahan kepada Tuhan. 

Meskipun penerapan prinsip-prinsip manajemen penting, 

gereja harus selalu menyadari bahwa keberhasilan 

pelayanan pada akhirnya bergantung pada pimpinan dan 

berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, doa dan penyerahan 

kepada Tuhan harus menjadi bagian integral dalam proses 

perencanaan dan pelaksanaan pelayanan. 

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kekristenan dalam 

implementasi prinsip-prinsip manajemen, pelayanan pastoral 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa mengorbankan 

dimensi rohani yang menjadi inti dari pelayanan gereja. 

E. Peran Teknologi dalam Mendukung Implementasi Prinsip 

Manajemen 

Di era digital saat ini, teknologi dapat berperan penting dalam 

mendukung implementasi prinsip-prinsip manajemen dalam 

pelayanan pastoral. Beberapa peran teknologi dalam hal ini 

adalah 

a. Sistem Manajemen Informasi.  

Gereja Sistem manajemen informasi gereja dapat 

digunakan untuk mendukung proses perencanaan, 
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pengorganisasian, dan pengendalian pelayanan. Sistem ini 

dapat membantu dalam mengumpulkan dan mengolah 

data jemaat, kegiatan, keuangan, dan sumber daya 

lainnya secara efisien dan terpusat. 

b. Alat Kolaborasi dan Komunikasi.  

Teknologi seperti aplikasi pesan instan, video konferensi, 

dan alat kolaborasi online dapat memfasilitasi komunikasi 

dan koordinasi yang lebih baik di antara pemimpin 

rohani, pelayan gereja, dan jemaat. Ini dapat 

meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan 

dan pelaksanaan program. 

c. Pembelajaran Jarak Jauh.  

Teknologi pembelajaran jarak jauh seperti webinar, 

kursus online, dan platform e-learning dapat 

dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan dan 

pembinaan kepada pelayan gereja dan jemaat tanpa 

terkendala jarak dan waktu. Ini dapat mendukung prinsip 

pengembangan sumber daya manusia. 

d. Pemasaran Digital dan Media Sosial.  

Pemasaran digital dan media sosial dapat digunakan 

untuk mempromosikan program-program gereja, 

menjangkau audiens yang lebih luas, dan mendukung 

upaya penginjilan. Ini dapat membantu dalam mencapai 

tujuan pelayanan dengan lebih efektif. 

e. Analitik Data dan Pelaporan.  

Teknologi analitik data dan pelaporan dapat membantu 

dalam memantau kinerja pelayanan, mengidentifikasi 

tren, dan mengambil keputusan yang lebih baik 

berdasarkan data. Ini dapat mendukung prinsip 

pengendalian dan evaluasi pelayanan. 
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f. Pengelolaan Sumber Daya Secara Efisien.  

Teknologi seperti sistem manajemen fasilitas, pengelolaan 

inventaris, dan otomatisasi tugas administratif dapat 

membantu dalam mengelola sumber daya secara lebih 

efisien, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. 

Meskipun teknologi dapat memberikan banyak manfaat, 

penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah alat 

pendukung, dan bukan tujuan.
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BAB IX 

STUDI KASUS IMPLEMENTASI PRINSIP 

MANAJEMEN DALAM PELAYANAN 

PASTORAL 

 

Upaya memahami penerapan prinsip-prinsip manajemen 

dalam pelayanan pastoral secara lebih konkret, berikut adalah 

beberapa studi kasus yang dapat dibahas 

 

A. Perencanaan Pelayanan Pastoral 

Paroki perlu memiliki visi untuk menjangkau umat dengan 

semangat Injil. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Paroki 

perlu menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dengan cara 

1. Menetapkan tujuan pelayanan pastoral, yaitu menjangkau 

minimal 500 jiwa umat dalam setahun. 

2. Mengidentifikasi target sasaran, yaitu keluarga-keluarga 

muda di lingkungan paroki. 
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3. Menyusun strategi dan program pastoral umat, seperti 

kunjungan keluarga, ibadat lingkungan, kelas parenting, 

rekoleksi umat, katekese keluarga, dan pelayanan 

masyarakat. 

4. Mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, seperti 

anggaran promosi, fasilitas, dan mendukung pelayanan 

tim pastoral khusus. 

Dengan penerapan prinsip perencanaan yang baik, maka 

paroki dapat menjangkau umat dengan memenuhi harapan dan 

kebutuhannya dalam setahun dan berpotensi adanya baptisan 

baru. 

 

B. Pengorganisasian Tim Pelayanan Orang Muda Katolik  

Sebuah Gereja memiliki jumlah remaja yang cukup besar, 

namun pelayanan remaja kurang terorganisir dengan baik. 

Untuk mengatasi masalah ini, Gereja menerapkan prinsip-

prinsip pengorganisasian dengan cara 

1. Membentuk tim pelayanan remaja dengan struktur yang 

jelas, seperti koordinator, seksi pembinaan, seksi 

kesenian, dan seksi acara, dan lain-lain. 

2. Mendefinisikan tugas dan tanggung jawab masing-masing 

seksi secara rinci. 

3. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi agar saling 

mendukung dan tidak tumpang tindih. 

4. Menetapkan jalur komunikasi dan pelaporan yang efektif 

antara tim pelayanan remaja dengan gembala atau 

majelis. 

Dengan pengorganisasian yang lebih baik, pelayanan 

remaja menjadi lebih terstruktur, efektif, dan dapat melibatkan 

lebih banyak remaja dalam berbagai kegiatan. 
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C. Kepemimpinan Pelayan dalam Pelayanan Sosial  

Gereja turut serta dalam pelayanan social karitatif, meliputi 

bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Untuk memastikan pelayanan berjalan dengan 

baik, pemimpin pelayanan menerapkan prinsip-prinsip 

kepemimpinan dengan cara 

1. Menerapkan gaya kepemimpinan yang memberdayakan 

dan mendukung para pelayan sosial. 

2. Memberikan pelatihan dan pembinaan secara berkala 

kepada para pelayan sosial untuk meningkatkan 

kompetensi dan kerohanian mereka. 

3. Menjadi teladan dalam kehidupan rohani dan pelayanan, 

dengan menunjukkan integritas, kasih, dan komitmen 

yang tinggi. 

4. Membangun hubungan yang baik dengan para pelayan 

sosial melalui komunikasi yang terbuka dan saling 

menghargai. 

Dengan kepemimpinan yang efektif, pelayanan sosial dapat 

berjalan dengan baik, para pelayan merasa termotivasi, dan 

dampak positif dapat dirasakan oleh masyarakat yang dilayani. 

 

D.Evaluasi Pelayanan Pembinaan Umat 

Pembinaan umat merupakan salah satu aspek penting 

dalam kehidupan Gereja Katolik. Melalui pembinaan umat, 

Gereja berusaha membimbing, mendidik, dan memperlengkapi 

anggota jemaat untuk hidup beriman, aktif dalam pelayanan, 

dan bertumbuh secara spiritual (Tidball, 1997). Untuk 

memastikan efektivitas pembinaan umat, diperlukan proses 

evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan.  

Evaluasi pelayanan pembinaan umat merupakan 

komponen penting dalam memastikan efektivitas dan 

keberlanjutan program-program Gereja. Melalui proses evaluasi 
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yang komprehensif dan berkelanjutan, Gereja dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan sumber 

daya, dan mendorong pertumbuhan iman jemaat.  

Meskipun terdapat beberapa tantangan, Gereja dapat 

mengatasi hal tersebut dengan mengembangkan sistem evaluasi 

yang terstruktur, meningkatkan kapasitas tim evaluasi, 

membangun komunikasi dan kolaborasi, serta membangun 

budaya evaluasi yang positif. Dengan demikian, evaluasi 

pelayanan pembinaan umat dapat menjadi kunci bagi Gereja 

untuk terus berkembang dan melayani jemaat dengan lebih baik. 

Menurut Malphurs, Evaluasi pelayanan pembinaan umat tidak 

hanya penting bagi Gereja dalam memperbaiki dan 

mengembangkan program-programnya, tetapi juga untuk 

memastikan bahwa umat terlayani dengan baik dan memperoleh 

manfaat yang optimal (Malphurs, 2013). 

1. Tujuan Evaluasi Pelayanan Pembinaan Umat  

Evaluasi pelayanan pembinaan umat dapat didefinisikan 

sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan, 

menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang 

efektivitas, dampak, dan kualitas program pembinaan umat 

yang dilaksanakan oleh Gereja (Aubrey, 1986). Tujuan utama 

evaluasi ini adalah 

a. Mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran 

program pembinaan umat. 

b. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

tantangan dalam pelaksanaan program. 

c. Memberikan umpan balik dan rekomendasi untuk 

perbaikan dan pengembangan program di masa depan. 

d. Memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan program pembinaan umat. 

e. Meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan umat yang 

diberikan kepada jemaat 
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2. Cakupan Evaluasi Pelayanan Pembinaan Umat  

Evaluasi pelayanan pembinaan umat mencakup berbagai 

aspek, antara lain 

a. Mengevaluasi proses perencanaan program yang terdiri 

dari aspek perumusan tujuan, strategi, dan rencana aksi 

program pembinaan umat, serta kesesuaiannya dengan 

kebutuhan dan konteks umat 

b. Mengevaluasi pelaksanaan program yang menjamin aspek 

efektivitas, efisiensi, dan kualitas implementasi program 

pembinaan umat, termasuk metode, materi, dan 

kompetensi pelayan. 

c. Mengevaluasi tingkat partisipasi, keterlibatan, dan umpan 

balik umat dalam program pembinaan umat. 

d. Mengevaluasi dampak program pembinaan umat terhadap 

pertumbuhan iman, perubahan perilaku, dan peningkatan 

pelayanan jemaat. 

e. Mengevaluasi pengelolaan sumber daya, meliputi alokasi, 

pemanfaatan, dan pengendalian sumber daya (personel, 

keuangan, fasilitas) yang digunakan dalam program 

pembinaan umat. 

f. Mengevaluasi efektivitas kepemimpinan, manajemen, dan 

koordinasi program pembinaan umat. 

3. Proses Evaluasi Pelayanan Pembinaan Umat  

Thornton, (2015), proses evaluasi pelayanan pembinaan umat 

dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu 

a. Perencanaan Evaluasi  

Pada tahap ini, Gereja menetapkan tujuan, ruang lingkup, 

dan metode evaluasi yang akan digunakan. Tim evaluasi 

juga perlu diidentifikasi dan dibentuk  

b. Berbagai data dan informasi terkait pelaksanaan program 

pembinaan umat dikumpulkan melalui berbagai metode, 

seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan analisis 

dokumen 
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c. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan 

diinterpretasikan untuk mengidentifikasi kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pelaksanaan 

program pembinaan umat  

d. Tim evaluasi merumuskan rekomendasi untuk perbaikan 

dan pengembangan program pembinaan umat di masa 

depan  

e. Pelaporan dan tindak Lanjut melalui perencanaan dan 

tindakan yang terstruktur  

f. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan secara berkala 

dan umat yang telah diperbaiki atau dikembangkan  

4. Metode Evaluasi Pelayanan Pembinaan Umat  

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam evaluasi 

pelayanan pembinaan umat (Thornton, 2015), seperti 

a. Melakukan survey dengan menyebarkan kuesioner atau 

melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dan 

umpan balik dari jemaat atau peserta program pembinaan 

umat. 

b. Melakukan observasi  langsung terhadap proses 

pelaksanaan program pembinaan umat, seperti kegiatan, 

interaksi, dan respon umat. 

c. Mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen terkait 

program pembinaan umat, seperti rencana, laporan, dan 

catatan kegiatan. 

d. Mengundang kelompok-kelompok jemaat atau pemimpin 

Gereja untuk berdiskusi dan memberikan umpan balik 

mengenai program pembinaan umat  

e. Menggali secara mendalam pengalaman, dampak, dan 

pembelajaran dari program pembinaan umat tertentu 

yang dianggap berhasil atau bermasalah  

f. Melakukan tes atau penilaian untuk mengukur tingkat 

pemahaman, keterampilan, atau perubahan perilaku 

jemaat setelah mengikuti program pembinaan umat  
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5. Indikator Keberhasilan Pelayanan Pembinaan Umat  

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi keberhasilan pelayanan pembinaan umat, 

antara lain 

a. Partisipasi umat dilihat dari unsur, tingkat kehadiran, 

keterlibatan, dan antusiasme jemaat dalam mengikuti 

program pembinaan umat  

b. Pertumbuhan Iman umat dilihat dari aspek pengetahuan, 

pemahaman, dan praktik iman umat setelah mengikuti 

program pembinaan umat. 

c. Perubahan perilaku yang positif dalam gaya hidup, sikap, 

dan tindakan jemaat sebagai dampak dari program 

pembinaan umat  

d. Peningkatan pelayanan baik dari sisi jumlah, kualitas, 

dan dampak pelayanan yang dilakukan oleh jemaat 

setelah mengikuti program pembinaan umat. 

e. Tingkat kepuasan umat terhadap kualitas, relevansi, dan 

manfaat program pembinaan umat yang dirasakan  

f. Keberlanjutan program program pembinaan umat untuk 

terus berjalan dan berkembang secara berkelanjutan  

6. Manfaat Evaluasi Pelayanan Pembinaan Umat  

Evaluasi pelayanan pembinaan umat memberikan beberapa 

manfaat penting bagi Gereja, antara lain 

a. Evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan efektivitas program pembinaan umat. 

b. Evaluasi dapat membantu Gereja mengalokasikan dan 

memanfaatkan sumber daya (personel, keuangan, 

fasilitas) secara lebih optimal untuk program pembinaan 

umat. 

c. Meningkatkan pertumbuhan iman umat dengan evaluasi 

yang baik, Gereja dapat merancang program pembinaan 

umat yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
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jemaat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan iman 

yang lebih optimal  

d. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dari proses 

evaluasi yang terstruktur dan terdokumentasi dapat 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Gereja 

dalam mengelola program pembinaan umat. 

e. Hasil evaluasi dapat memicu Gereja untuk berinovasi dan 

mengembangkan program pembinaan umat yang lebih 

kreatif dan relevan  

f. Memperkuat kepercayaan umat untuk terlibat dalam 

proses evaluasi dan transparansi hasil evaluasi dapat 

meningkatkan kepercayaan jemaat terhadap Gereja. 

7. Tantangan dan Upaya pemecahan 

Meskipun evaluasi pelayanan pembinaan umat memberikan 

banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu 

dihadapi, antara lain 

a. Keterbatasan sumber daya Gereja baik dari segi tenaga 

ahli, anggaran, maupun waktu, untuk melakukan 

evaluasi yang komprehensif  

b. Resistensi dari pemimpin atau pelayan pemimpin atau 

pelayan Gereja terkadang merasa terancam atau enggan 

dengan proses evaluasi, karena khawatir akan berdampak 

pada jabatan atau peran mereka. 

c. Keterlibatan umat yang terbatas dimana ada sebagian 

umat yang  tidak selalu antusias atau bersedia terlibat 

dalam proses evaluasi, terutama jika tidak ada 

komunikasi yang baik atau manfaat yang jelas bagi 

mereka. 

Upaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berikut 

adalah beberapa cara yang dapat dilakukan, menurut 

(Blackaby, H., & Blackaby, 2011), yakni 
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a. Gereja perlu mengembangkan sistem evaluasi pelayanan 

pembinaan umat yang terstruktur, dengan indikator, 

metode, dan penanggung jawab yang jelas. 

b. Gereja harus memastikan bahwa tim evaluasi memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang 

memadai untuk melakukan evaluasi yang efektif  

c. Gereja perlu membangun komunikasi dan kolaborasi yang 

terbuka dan kolaborasi yang baik dengan pemimpin, 

pelayan, dan umat dalam proses evaluasi. 

d. Gereja perlu memanfaatkan teknologi untuk evaluasi, 

seperti aplikasi, database, dan platform digital, yang dapat 

membantu sehingga lebih efisien dan efektif. 

e. Gereja harus mengkondisikan agar hasil evaluasi harus 

secara langsung terhubung dengan proses pherencanaan, 

pengambilan keputusan, dan implementasi perbaikan 

program pembinaan umat. 

f. Gereja perlu membangun budaya organisasi yang 

mendukung evaluasi sebagai bagian dari proses perbaikan 

dan pengembangan yang positif, bukan sebagai ancaman. 

E. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelayan Pastoral 

Pelayan pastoral adalah aset penting bagi Gereja dalam 

melaksanakan misi dan melayani umat. Mereka bertanggung 

jawab untuk memberikan bimbingan rohani, mengajar ajaran 

iman, dan memimpin berbagai aktivitas gerejawi (Tidball, 1997). 

Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

pelayan pastoral menjadi sangat krusial.  

Gereja harus memastikan bahwa para pelayan pastoral 

direkrut, dilatih, dan dibina secara tepat agar dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan efektif. 

Melalui program-program pengembangan yang komprehensif, 

Gereja dapat memastikan bahwa para pelayan pastoral memiliki 

kompetensi, integritas, dan motivasi yang dibutuhkan untuk 

melayani umat dengan baik.  
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Meskipun terdapat beberapa tantangan, Gereja dapat 

mengatasinya dengan strategi pengembangan SDM yang 

terencana, alokasi sumber daya yang memadai, dan budaya 

organisasi yang mendukung. Dengan demikian, pengembangan 

SDM pelayan pastoral akan menjadi kunci bagi Gereja untuk 

terus memperkuat dan memperbarui pelayanannya di masa 

depan. 

1. Tujuan Pengembangan SDM Pelayan Pastoral  

Pengembangan SDM pelayan pastoral dapat diartikan sebagai 

serangkaian proses dan kegiatan yang dirancang untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para 

pelayan pastoral agar dapat melayani jemaat dengan lebih 

efektif (Blackaby & Blackaby, 2011). Tujuan utama 

pengembangan SDM pelayan pastoral adalah 

a. Memastikan kompetensi dan kemampuan pelayan 

pastoral sesuai dengan kebutuhan dan tantangan 

pelayanan. 

b. Memperkuat karakter, spiritualitas, dan integritas para 

pelayan pastoral. 

c. Meningkatkan produktivitas dan kinerja pelayan pastoral 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

d. Mempersiapkan calon-calon pelayan pastoral yang 

berkualitas untuk menggantikan generasi sebelumnya. 

e. Mempertahankan dan meningkatkan motivasi serta 

kepuasan kerja para pelayan pastoral  

 

2. Ruang Lingkup Pengembangan SDM Pelayan Pastoral  

Pengembangan SDM pelayan pastoral mencakup berbagai 

aspek, antara lain 

a. Proses identifikasi, seleksi, dan penempatan calon pelayan 

pastoral dilakukan sesuai dengan kebutuhan Gereja  
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b. Kegiatan orientasi untuk pengenalan, sosialisasi, dan 

penyesuaian diri bagi pelayan pastoral baru dalam 

organisasi Gereja. 

c. Program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap pelayan pastoral melalui berbagai jenis pelatihan, 

workshop, dan program pengembangan. 

d. Manajemen kinerja untuk menetapkan, memantau dan 

mengevaluasi kinerja pelayan pastoral, serta pemberian 

umpan balik dan pengakuan atas prestasi. 

e. Perencanaan dan fasilitasi pengembangan karier pelayan 

pastoral, termasuk promosi, rotasi tugas, dan 

perencanaan suksesi. 

a. Upaya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan, 

kesehatan, dan kebugaran fisik maupun mental para 

pelayan pastoral  

3. Proses Pengembangan SDM Pelayan Pastoral  

Proses pengembangan SDM pelayan pastoral dapat dilakukan 

melalui beberapa tahapan, yaitu 

a. Mengidentifikasi kompetensi, keterampilan, dan sikap 

yang dibutuhkan oleh pelayan pastoral untuk 

menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara 

efektif  

b. Merancang program-program pengembangan SDM 

pelayan pastoral yang sesuai dengan hasil analisis 

kebutuhan, termasuk tujuan, materi, metode, dan 

anggaran  

c. Melaksanakan program-program pengembangan SDM 

pelayan pastoral, seperti pelatihan, mentoring, dan 

pengembangan karier. 

d. Mengevaluasi efektivitas program-program pengembangan 

SDM pelayan pastoral, serta mengumpulkan umpan balik 

dari para pelayan pastoral untuk perbaikan di masa 

depan  
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e. Menggunakan hasil evaluasi dan umpan balik untuk 

melakukan perbaikan dan pengembangan program-

program pengembangan SDM pelayan pastoral secara 

berkelanjutan 

4. Metode Pengembangan SDM Pelayan Pastoral  

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam 

pengembangan SDM pelayan pastoral, antara lain 

a. Pelatihan formal, seperti lokakarya, seminar, atau kursus, 

yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan pelayan pastoral  

b. Proses pendampingan dan bimbingan oleh pelayan 

pastoral yang berpengalaman kepada yang lebih muda 

atau baru  

c. Pengembangan program-program khusus yang bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan para 

pelayan pastoral  

d. Metode pembelajaran yang melibatkan analisis dan 

pemecahan masalah riil dalam konteks pelayanan  

e. Berbagi pengalaman, pembelajaran, dan praktik terbaik di 

antara para pelayan pastoral  

a. Upaya pengembangan diri yang dilakukan oleh pelayan 

pastoral secara mandiri, seperti membaca buku, 

mengikuti kursus online, atau refleksi pribadi  

5. Kompetensi Inti Pelayan Pastoral  

Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka 

dengan efektif, pelayan pastoral perlu memiliki kompetensi 

inti, antara lain 

a. Memiliki kehidupan spiritual yang kuat, dengan 

pemahaman teologis yang mendalam dan praktik ibadah 

yang disiplin  

b. Mampu memberikan bimbingan rohani, perawatan, dan 

penghiburan kepada jemaat yang membutuhkan  
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c. Mampu mengajarkan ajaran iman secara efektif, baik 

dalam khotbah, katekese, maupun diskusi 

d. Mampu memimpin, memotivasi, dan memberdayakan 

jemaat dalam melaksanakan misi Gereja  

e. Terampil dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun 

tulisan, serta mampu menjadi pendengar yang baik  

f. Mampu mengelola sumber daya, kegiatan, dan 

administrasi pelayanan secara efektif  

 

6. Manfaat Pengembangan SDM Pelayan Pastoral  

Pengembangan SDM pelayan pastoral memberikan beberapa 

manfaat penting bagi Gereja, antara lain 

a. Meningkatkan efektivitas pelayanan dari para pelayan 

pastoral dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

mereka secara lebih efektif. 

b. Memperkuat spiritualitas dan integritas sumber daya 

manusia pelayan pastoral sehingga dapat membantu 

memperkuat karakter, spiritualitas, dan integritas 

c. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pelayan 

pastoral karena merasa dihargai dan dikembangkan 

talentanya.   

d. Investasi dalam pengembangan SDM pelayan pastoral 

akan menjamin keberlangsungan dan transformasi 

pelayanan Gereja di masa depan. 

7. Tantangan dan pemecahan masalah Pelayanan Pastoral 

Meskipun pengembangan SDM pelayan pastoral memberikan 

banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu 

dihadapi, antara lain 

a. Keterbatasan sumber daya Gereja seperti anggaran,  

fasilitas, dan tenaga ahli seringkali menjadi faktor 

penghambat pelayanan pastoral  secara optimal  

b. Resistensi terhadap perubahan di mana sebagian pelayan 

pastoral mungkin merasa nyaman dengan pola dan 
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praktik lama, sehingga enggan untuk mengikuti program 

pengembangan yang menuntut perubahan. 

c. Tidak semua pelayan pastoral memiliki komitmen dan 

keterlibatan yang tinggi dalam program pengembangan 

yang disediakan oleh Gereja. 

Upaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut, maka 

berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat 

dilakukan, yakni 

a. Strategi pengembangan SDM pelayan pastoral yang 

mencakup berbagai aspek, seperti rekrutmen, pelatihan, 

manajemen kinerja, dan pengembangan karier  

b. Meningkatkan alokasi sumber daya sumber daya 

(anggaran, fasilitas, dan tenaga ahli) yang memadai untuk 

mendukung program-program pengembangan SDM 

pelayan pastoral  

c. Membangun budaya organisasi yang mendorong dan 

mendukung pembelajaran serta pengembangan diri para 

pelayan pastoral  

d. Melibatkan para pelayan pastoral dalam proses 

perencanaan dan pengembangan program-program 

pengembangan SDM agar sesuai dengan kebutuhan 

mereka  

e. Memanfaatkan teknologi, seperti platform e-learning dan 

aplikasi, untuk memperluas akses dan fleksibilitas 

program pengembangan SDM pelayan pastoral  

f. Membangun jaringan kerja sama dengan lembaga 

pendidikan, organisasi gereja lain, atau pakar dalam 

mengembangkan program-program pengembangan SDM 

pelayan pastoral  
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BAB X 

REFLEKSI HOLISTIK MANAJEMEN 

PASTORAL 

A. Manajemen Pastoral Gereja Katolik 

     anajemen pastoral di lingkungan Gereja Katolik 

mencakup berbagai fungsi manajemen mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga 

pengawasan dan evaluasi terhadap program-program 

pelayanan umat. Manajemen pastoral bertujuan 

memastikan aktivitas pelayanan Gereja sejalan dengan misi 

penginjilan dan semangat Injil, serta mampu menjawab 

tantangan perubahan zaman. 

Gereja Katolik memiliki struktur organisasi yang hierarkis 

dan terpusat di Vatikan. Otoritas tertinggi ada pada Sri Paus 

yang dibantu jajaran birokrasi Kuria Romawi. Di tingkat lokal, 

keuskupan dipimpin Uskup dibantu imam-imam paroki. 

M
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Struktur seperti ini membawa konsekuensi positif dan negatif 

bagi manajemen (R. R. Gaillardetz, 2003). 

Di satu sisi, terjadi sentralisasi kebijakan yang 

memudahkan koordinasi global. Di sisi lain, pengambilan 

keputusan menjadi kurang responsif terhadap isu-isu lokal. 

Untuk mengatasinya, Konsili Vatikan II menekankan prinsip 

subsidiaritas dan kolegialitas, dengan memberi otonomi lebih 

besar pada Gereja lokal tanpa mengurangi komuni dengan pusat 

(Faggioli, 2018).  

Berkenaan dengan sumber daya manusia, Gereja 

menghadapi tantangan penurunan jumlah imam dan biarawan, 

serta perlunya peningkatan kompetensi manajerial mereka. 

Seleksi yang ketat, pengembangan kepemimpinan, manajemen 

karier, dan dukungan psikologis bagi rohaniwan perlu 

ditingkatkan (Hoge, & Okure, 2002). Partisipasi dan 

pemberdayaan awam juga krusial (McDonough, 2013). 

Di bidang finansial, reformasi ke arah transparansi dan 

akuntabilitas mutlak dilakukan pasca skandal keuangan besar 

beberapa dekade lalu(West, D., & Zech, 2004). Penerapan sistem 

akuntansi standar, audit independen, serta pengawasan oleh 

dewan keuangan yang melibatkan awam diperlukan di seluruh 

keuskupan. Perencanaan dan penganggaran strategis dengan 

keterlibatan umat juga penting (Zech, C. E., Dowdall, J., Cotter, 

T., Letnes, G., & O’Keefe, 2017). 

Secara umum, tantangan manajemen pastoral modern 

antara lain melakukan inkulturasi iman ke dalam budaya lokal 

tanpa kehilangan identitas Katolik yang universal, 

memanfaatkan teknologi tanpa mengabaikan sentuhan 

manusiawi, serta menjaga keseimbangan tradisi dan inovasi 

(Dever, 2016).  

Di tengah keterbatasan sumber daya, Gereja dituntut 

menjalankan praktik manajemen profesional tanpa terjebak 

sekadar efisiensi korporat. Nilai-nilai Kerajaan Allah seperti belas 
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kasihan, keadilan dan kesetaraan harus tetap menjadi fundamen 

manajemen Gereja (McKenna, J., & Conrad, 2020). Dengan 

demikian, manajemen pastoral memerlukan pendekatan holistik, 

yang mengintegrasikan multi dimensi teologis, manajerial, 

sosiologis dan antropologis. Berikut adalah beberapa prinsip 

penting manajemen pastoral holistik 

1 Berorientasi pada pertumbuhan iman. Semua aktivitas 

pastoral bertujuan mendekatkan umat pada Kristus dan 

mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah. 

2 Sentralitas partisipasi umat. Mengikutsertakan seluruh umat 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai 

semangat People of God. 

3 Mendahulukan kebutuhan umat. Program pastoral harus 

responsif terhadap kebutuhan umat, bukan kepentingan 

institusi semata. 

4 Kontekstualisasi Injil. Menginkulturasi iman ke dalam 

budaya lokal agar Injil relevan bagi umat tertentu. 

5 Keterpaduan tradisi dan inovasi. Menjaga warisan tradisi 

Katolik sambil terbuka pada inovasi dan perubahan. 

6 Keseimbangan sentralisasi dan desentralisasi. Memberi 

otonomi pada Gereja lokal tanpa meninggalkan komuni 

dengan pusat. 

7 Akuntabilitas dan transparansi. Mengelola keuangan dan aset 

Gereja secara akuntabel dan transparan. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, manajemen 

pastoral Katolik dapat menjadi lebih efektif dalam mendukung 

misi penggembalaan umat yang otentik dan kontekstual. Gereja 

akan semakin mampu menjawab tantangan zaman tanpa 

kehilangan identitas sebagai Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik. 
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B. Relevansi prinsip-prinsip manajemen pastoral di era 

Kontemporer 

Gereja Katolik di era kontemporer dihadapkan pada 

berbagai tantangan dan perubahan sosial, politik, ekonomi dan 

budaya yang sangat cepat. Urbanisasi, individualisme, 

materialisme, hedonisme, sekularisme, krisis ekologi, ateisme, 

konflik identitas, dan lain-lain menjadi problema kehidupan 

modern.  

Di tengah situasi saat ini, prinsip-prinsip manajemen 

pastoral perlu direlevansikan dengan konteks agar tetap efektif 

dan efisien dalam mengemban misi penggembalaan umat. 

Beberapa prinsip dasar manajemen pastoral yang dipandang 

relevan dengan era kontemporer antara lain 

1. Partisipasi Umat Awam 

Partisipasi umat awam dalam kehidupan dan misi 

Gereja telah menjadi tema penting dalam diskursus teologis 

dan praktik pastoral pasca Konsili Vatikan II. Sejumlah 

dokumen Konsili, khususnya Konstitusi Dogmatis tentang 

Gereja Lumen Gentium, menegaskan panggilan universal 

seluruh umat beriman untuk ambil bagian dalam 

pembangunan Kerajaan Allah melalui berbagai karisma dan 

pelayanan sesuai talenta masing-masing (Lumen Gentium, 

1964, no. 33). Konsili juga mendorong umat awam untuk 

berperan aktif dalam liturgi, katekese, karya amal, dan 

penginjilan (Apostolicam Actuositatem, no.1-3). 

Dalam ranah manajemen kepengurusan pastoral 

paroki, partisipasi umat awam menjadi penting untuk 

mewujudkan tata kelola paroki yang baik, memenuhi 

harapan dan kebutuhan umat secara kontekstual, serta 

mengoptimalkan talenta dan sumber daya umat secara 

keseluruhan. Berbagai kebijakan dan praktik manajemen 

pastoral perlu mengakomodasi partisipasi umat awam agar 

tercipta sinergi yang harmonis antara imam, 
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biarawan/biarawati dan umat awam dalam mewujudkan 

misi evangelisasi Gereja. 

Berikut adalah aspek-aspek yang menjadi perhatian 

dalam pembahasan tentang partisipasi umat awam dalam 

manajemen pastoral paroki secara kontekstual. Pembahasan 

meliputi landasan teologis partisipasi umat awam, bentuk-

bentuk partisipasi dalam manajemen pastoral, tantangan 

dan hambatan, serta implikasinya bagi praktik manajemen 

pastoral ke depan.  

2. Landasan Teologis Partisipasi Umat Awam 

Secara teologis, panggilan umat awam untuk 

berpartisipasi dalam misi Gereja berasal dari sakramen 

baptis dan krisma yang mereka terima. Dokumen Konsili 

Vatikan II menegaskan bahwa melalui sakramen-sakramen 

inisiasi, mereka menjadi anggota Tubuh Kristus yang 

memiliki hak dan tanggung jawab apostolik (Lumen 

Gentium, Art 33, 1964).  Lebih lanjut dalam Dekrit 

Apostolicam Actuositatem, menerangkan bahwa Partisipasi 

umat awam bukan sekadar hak, tetapi juga kewajiban 

baptis. Umat awam dipanggil untuk menggunakan karunia-

karunia Roh yang mereka terima dalam melayani umat dan 

membangun Kerajaan Allah (Apostolicam Actuositatem, 3). 

Prinsip dasar partisipasi umat awam dalam Gereja 

dinyatakan dengan jelas dalam Lumen Gentium no. 37 

Dengan rahmat Baptis telah ditanamkan pada hati orang 

beriman satu semangat iman dan kasih sedemikian rupa, 

sehingga umat awam dapat, bahkan harus, atas dorongan 

Roh Kudus, bertindak sebagai saksi dan secara alamiah 

menyebarluaskan iman mereka. Ayat ini menegaskan 

partisipasi umat awam bukan sekadar hak, melainkan 

keharusan teologis. Mereka adalah agen aktif misi 

evangelisasi, bukan sekadar objek pasif. 
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Selanjutnya, konstitusi dogmatis tentang Gereja 

Lumen Gentium dan dekret tentang Kerasulan Awam 

Apostolicam Actuositatem secara khusus membahas 

panggilan dan peranan umat awam. Umat awam dipanggil 

untuk menguduskan dan mentransformasi realitas-realitas 

sekuler demi terwujudnya Kerajaan Allah yang damai dan 

adil (LG 31). Mereka juga diminta turut serta dalam karya 

pastoral Gereja sesuai talenta dan karunia masing-masing, 

baik dalam liturgi, pendidikan iman, maupun karya amal-

sosial (AA 16). 

Dengan demikian, dokumen Konsili menegaskan 

martabat, hak, dan peranan umat awam dalam Gereja. 

Mereka bukan objek pasif hierarki gerejawi, melainkan 

subjek aktif yang dipanggil untuk ambil bagian dalam 

seluruh misi Gereja. Inilah landasan teologis utama yang 

mendorong partisipasi umat awam dalam manajemen 

pastoral paroki. 

3. Bentuk-Bentuk Partisipasi dalam Manajemen Pastoral 

Bagaimana partisipasi umat awam dapat diwujudkan 

dalam manajemen pastoral paroki secara konkret? Beberapa 

bentuk partisipasi yang dapat dikembangkan adalah 

a. Dewan Pastoral Paroki. Dewan Pastoral Paroki (DPP) 

adalah wadah perwakilan umat dari berbagai komunitas 

dan wilayah di paroki. DPP berperan membantu pastor 

merumuskan visi-misi, menyusun program pastoral 

tahunan, mengelola keuangan, serta mengkoordinasikan 

berbagai kegiatan paroki (Unson, 2021). Dengan demikian, 

DPP memiliki peran penting dalam perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan 

paroki. Pastor hendaknya secara aktif melibatkan DPP 

dalam pengambilan keputusan penting terkait manajemen 

paroki. 
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b. Pelibatan dalam pastoral keuangan. Umat awam dapat 

dilibatkan dalam penggalangan dana, pengelolaan 

keuangan, dan penyusunan anggaran paroki melalui 

panitia keuangan paroki. Ini penting untuk mendorong 

transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana umat. 

Umat yang dilibatkan dalam pengelolaan keuangan juga 

akan merasa memiliki tanggung jawab untuk 

berkontribusi secara finansial bagi misi paroki. 

c. Pengambilan keputusan bersama. Pastor dapat 

menerapkan pengambilan keputusan secara konsultatif 

dan partisipatif dalam berbagai agenda penting paroki 

dengan melibatkan berbagai unsur, khususnya DPP, 

sebagai perwakilan umat. Ini akan meningkatkan rasa 

memiliki dan mendorong dukungan umat terhadap 

kebijakan yang diambil. Namun pastor tetap memegang 

otoritas final dalam pengambilan keputusan (Can.536 §1). 

d. Koordinasi pelayanan. Umat awam perlu dilibatkan 

dalam koordinasi pelayanan dan kegiatan pastoral antar 

kelompok/komunitas di paroki. Hal ini penting untuk 

menghindari tumpang tindih kegiatan, menjembatani 

keterpisahan kelompok etnis/bahasa, serta mewujudkan 

komplementaritas karunia dan talenta dalam tubuh 

Kristus. 

e. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Paroki perlu 

secara aktif melatih umat awam dalam kepemi 

f. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Paroki perlu 

secara aktif melatih umat awam dalam kepemimpinan dan 

manajemen gerejawi melalui program-program khusus. Ini 

penting untuk membekali mereka dengan kompetensi 

yang diperlukan dalam berpartisipasi secara efektif. Materi 

pelatihan dapat mencakup teologi awam, manajemen 

proyek, public speaking, kepemimpinan, pengembangan 

komunitas, dan sebagainya (J. P. Beal, 2000). Dengan 
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demikian, partisipasi umat awam dapat lebih berkualitas 

dan berdampak. 

g. Keterlibatan dalam pengelolaan fasilitas paroki. Umat 

awam dapat dilibatkan dalam perencanaan, 

pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas 

paroki seperti gedung gereja, kantor paroki, rumah pastor, 

dan fasilitas pendukung lainnya. Ini akan menumbuhkan 

rasa memiliki dan meningkatkan pemanfaatan fasilitas 

secara optimal untuk kegiatan pastoral dan sosial 

kemasyarakatan. 

h. Menjadi sukarelawan. Paroki perlu membuka 

kesempatan seluas-luasnya bagi umat untuk menjadi 

sukarelawan dalam berbagai kegiatan pelayanan, 

misalnya mengajar di sekolah minggu, melayani para 

tunawisma, menjenguk orang sakit, dan sebagainya. Ini 

akan memberdayakan karunia umat sekaligus memenuhi 

kebutuhan pelayanan paroki (Hemrick, E.F. & Boisen, 

1981). 

i. Memberi masukan dan umpan balik. Paroki dapat 

meminta masukan dan umpan balik dari umat tentang 

kualitas khotbah, ibadah, program pendidikan, dan 

pelayanan-pelayanan lainnya. Survei kepuasan umat 

secara berkala dapat dilakukan. Ini membantu evaluasi 

dan perbaikan kualitas pelayanan pastoral paroki secara 

berkelanjutan. 

Peran imam dalam mendorong partisipasi umat awam 

sangat penting. Sebagai gembala, imam perlu memberi 

teladan, mendidik, dan memastikan umat awam mengambil 

peran kepemimpinan yang sesuai dalam manajemen paroki 

(John Paul II., 198). Dengan demikian, imam dan umat 

awam saling melengkapi sebagai satu tubuh Kristus dalam 

melaksanakan misi pastoral paroki. 
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4. Tantangan dan Hambatan Partisipasi Umat Awam 

Meski landasan teologis dan manfaat partisipasi umat 

awam sangat jelas, praktiknya di lapangan tidak selalu 

mudah. Beberapa tantangan dan hambatan yang muncul 

adalah 

a. Kurangnya pemahaman teologis. Pemahaman sebagian 

imam dan umat awam tentang teologi awam masih 

terbatas. Hal ini berakibat pada kurangnya kesadaran 

akan panggilan dan peran umat awam dalam Gereja pasca 

Konsili Vatikan II (Bruce, 2019). Perlu pendidikan yang 

lebih luas tentang ekle 

b. Rasa takut kehilangan otoritas. Sebagian imam dan 

hierarki gerejawi menganggap partisipasi umat awam 

dapat mengancam otoritas mereka. Mereka khawatir umat 

awam yang lebih terpelajar akan mengambil alih 

kepemimpinan gereja (R. R. Gaillardetz, 2003). Padahal 

secara teologis, otoritas imam tetap utuh meski umat 

awam berperan aktif. Yang diperlukan adalah sinergi, 

bukan dominasi salah satu pihak. 

c. Kurangnya kesiapan umat awam. Beberapa umat awam 

belum memiliki kesiapan yang memadai untuk 

berpartisipasi dalam jabatan kepemimpinan paroki akibat 

kurangnya pendidikan dan pelatihan (Unson, 2021). Perlu 

upaya pemberdayaan yang lebih baik agar partisipasi 

umat awam dapat maksimal. 

d. Perbedaan latar belakang dan visi. Keragaman latar 

belakang sosial-ekonomi, etnis, dan visi pastoral di 

kalangan umat awam juga menjadi tantangan. Diperlukan 

dialog dan upaya saling memahami untuk menjembatani 

perbedaan demi kepentingan bersama (Ang, 2021). 

e. Resistensi budaya. Di beberapa konteks, kultur dan 

sejarah gerejawi yang sangat klerikal masih kuat. 
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Perubahan menuju budaya partisipasi memerlukan waktu 

dan komitmen dari semua pihak (R. R. Gaillardetz, 2003). 

Beranekaragam tantangan-tantangan yang terungkap 

dapat diatasi melalui pendidikan, dialog, dan komitmen 

bersama imam dan umat awam untuk mewujudkan visi 

Konsili Vatikan II. Dengan semangat keterbukaan dan 

kesediaan belajar dari semua pihak, partisipasi umat awam 

dapat menjadi kenyataan dan memperkaya kehidupan 

pastoral gereja. 

 

C. Visi masa depan manajemen pastoral Gereja Katolik  

Manajemen pastoral Gereja Katolik di masa depan akan 

dihadapkan pada tantangan besar terkait perubahan demografis, 

budaya, dan teknologi. Namun, Gereja juga memiliki peluang 

untuk melakukan transformasi dengan mengembangkan 

kepemimpinan pastoral yang visioner, inovasi dalam pendekatan 

pelayanan, serta integrasi holistik dalam manajemen pastoral. 

Dengan beradaptasi secara proaktif dan menerapkan pendekatan 

yang kontekstual serta kolaboratif, Gereja Katolik dapat 

memperkuat relevansi dan dampaknya dalam melayani umat 

dan masyarakat di masa mendatang. 

1. Tren dan Tantangan dalam Manajemen Pastoral Gereja 

Katolik 

Manajemen pastoral Gereja Katolik saat ini berada 

pada titik transformasi yang signifikan, dipengaruhi oleh 

perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang pesat. Berikut 

adalah analisis mendalam mengenai tren dan tantangan yang 

dihadapi, serta implikasi bagi masa depan Gereja 

a. Pergeseran Demografis 

Salah satu tantangan utama dalam manajemen pastoral 

Gereja Katolik saat ini adalah pergeseran demografis yang 
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signifikan. Tren ini memiliki implikasi mendalam bagi 

strategi dan pendekatan pelayanan Gereja. 

b. Penurunan Jumlah Imam  

Data dari Kongregasi untuk Kleri Vatikan menunjukkan 

bahwa jumlah imam di seluruh dunia menurun secara 

signifikan dalam beberapa dekade terakhir (Clergy, 2013). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wijsen, 2019), 

penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya minat pada 

panggilan imamat, terutama di negara-negara Barat. 

Situasi ini memaksa Gereja untuk mencari solusi 

alternatif, seperti meningkatkan peran awam dan diakon 

dalam pelayanan pastoral. Menurut Wijsen (2019), 

Kekurangan imam telah mendorong Gereja untuk lebih 

melibatkan kaum awam dalam pelayanan. Ini menuntut 

transformasi struktural dan budaya dalam manajemen 

pastoral Gereja. 

c. Populasi Umat yang Semakin Beragam  

Selain penurunan jumlah imam, Gereja juga menghadapi 

tantangan dari populasi umat yang semakin beragam 

secara etnis, budaya, dan bahasa. Menurut data Pew 

Research Center (2017), migrasi global dan perubahan 

demografis telah menciptakan jemaat yang semakin 

majemuk di banyak negara. 

Dalam menanggapi situasi ini, Gereja harus 

mengembangkan pendekatan pastoral yang lebih inklusif 

dan responsif terhadap kebutuhan komunitas yang 

beragam (J. Donovan, 2017). Hal ini membutuhkan 

peningkatan kompetensi lintas-budaya, kemampuan 

berbahasa asing, serta pemahaman yang lebih baik 

mengenai konteks sosiokultural jemaat. 

Donovan (2017) menekankan, Manajemen pastoral yang 

efektif di era modern membutuhkan orientasi yang lebih 

multikultural dan kemampuan untuk beradaptasi dengan 
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cepat terhadap perubahan demografis. Gereja harus 

menjadi rumah yang terbuka bagi semua orang. 

d. Pergeseran Budaya dan Nilai-nilai 

Selain perubahan demografis, Gereja Katolik juga 

menghadapi tantangan dari pergeseran budaya dan nilai-

nilai di masyarakat modern. Dua tren utama yang 

memengaruhi manajemen pastoral adalah sekularisasi 

dan individualisasi. 

e. Sekularisasi dan Pluralisme  

Menurut analisis C. Taylor, (2007), masyarakat modern 

semakin terpengaruh oleh nilai-nilai sekular dan 

pluralisme, yang menimbulkan tantangan bagi Gereja 

untuk mempertahankan identitas dan ajaran Katoliknya. 

Ratzinger (2005) menambahkan, Gereja tidak lagi dapat 

mengasumsikan peran dominan dalam masyarakat. Ia 

harus belajar berdialog dan berkolaborasi dengan 

kelompok-kelompok lain. 

Dalam konteks ini, Gereja perlu mencari cara untuk 

terlibat secara konstruktif dengan budaya sekular, serta 

membangun jembatan dengan berbagai tradisi dan 

keyakinan lain. Hal ini menuntut kemampuan dalam 

berdialog antariman dan memahami perspektif yang 

berbeda (Taylor, 2007). 

f. Individualisasi dan Kesadaran Ekologi  

Selain sekularisasi, Gereja juga menghadapi tantangan 

dari tren individualisasi dan kesadaran ekologi yang 

semakin meningkat di masyarakat (Bauman, 2001). 

Menurut Laudato Si' (2015), dokumen ensiklik Paus 

Fransiskus, Gereja harus mengintegrasikan isu-isu seperti 

ekologi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia ke dalam 

manajemen pastoralnya. Pendekatan pastoral yang lebih 

personal, partisipatif, dan peduli terhadap lingkungan 

menjadi semakin penting. Bauman (2001) menegaskan, 
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Manajemen pastoral di era modern harus mampu 

merespons kebutuhan individual umat yang semakin 

terspesialisasi, serta memperhatikan dampak aktivitas 

gerejani terhadap lingkungan. 

2. Tantangan Teknologi dan Media Digital 

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah 

membawa tantangan baru bagi manajemen pastoral Gereja 

Katolik. Dua area utama yang menjadi perhatian adalah 

digitalisasi dan keamanan data. 

a. Digitalisasi dan Media Sosial  

Menurut Castells (2010), perkembangan teknologi 

digital dan media sosial telah mengubah cara orang 

terhubung, berkomunikasi, dan mencari informasi. Dalam 

konteks ini, Gereja perlu memanfaatkan platform digital 

untuk memperluas jangkauan dan keterlibatan umat, 

serta menyampaikan ajaran Katolik secara efektif 

(Pontifical Council for Social Communications., 2002). 

Namun, integrasi teknologi digital dalam pelayanan 

pastoral menghadapi beberapa tantangan, seperti menjaga 

kesakralan ritual dalam format digital, mengatasi 

kesenjangan digital antar generasi, dan memastikan 

pengalaman spiritual yang bermakna bagi umat (Pontifical 

Council for Social Communications, 2002). 

b. Keamanan Data dan Privasi  

Penggunaan teknologi digital dalam manajemen 

pastoral juga membawa tantangan baru terkait keamanan 

data dan privasi umat (Fairfield, J., & Shtein, 2014). 

Gereja harus menetapkan protokol dan kebijakan yang 

ketat untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga 

kepercayaan umat (Pontifical Academy for Life., 2019). 

Menurut Fairfield dan Shtein (2014), Digitalisasi 

manajemen pastoral membuka risiko baru terhadap 

kerahasiaan catatan umat, perpindahan data, dan 
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penyalahgunaan informasi. Gereja harus memastikan 

kepatuhan terhadap standar privasi dan keamanan data 

yang ketat. 

Dalam menanggapi tantangan ini, Gereja perlu 

menginvestasikan dalam infrastruktur teknologi yang 

aman, melatih staf pastoral dalam pengelolaan data, serta 

menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk 

melindungi informasi umat (Pontifical Academy for Life, 

2019). 

3. Strategi merespon tren dan tantangan 

Manajemen pastoral Gereja Katolik saat ini dihadapkan pada 

pergeseran demografis, perubahan budaya dan nilai-nilai, 

serta tantangan teknologi digital yang signifikan. Beberapa 

strategi yang dapat dikembangkan untuk merespons tren dan 

tantangan ini 

a. Pengembangan pendekatan pastoral yang lebih inklusif, 

multikultural, dan responsif terhadap keberagaman umat. 

b. Peningkatan keterlibatan awam dan diakon dalam 

pelayanan untuk mengatasi kekurangan imam. 

c. Integrasi isu-isu lingkungan, sosial, dan hak asasi 

manusia ke dalam manajemen pastoral. 

d. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas 

jangkauan pelayanan dan meningkatkan keterlibatan 

umat. 

e. Penguatan keamanan data dan privasi umat dalam 

penggunaan teknologi digital. 

f. Peningkatan kemampuan dialog antariman dan kolaborasi 

ekumenis. 

g. Pembaruan kurikulum dan program formasi bagi pelayan 

pastoral. 

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Gereja 

Katolik dapat lebih responsif terhadap perubahan zaman dan 
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memastikan keberlangsungan manajemen pastoral yang 

efektif dan holistik di masa depan. 

4. Peluang dan Arah Masa Depan Manajemen Pastoral Gereja 

Katolik 

Masa depan manajemen pastoral Gereja Katolik 

membuka peluang bagi pembaruan dan transformasi yang 

mendasar. Tiga area utama yang menunjukkan potensi 

pengembangan adalah 

a. Kepemimpinan transformatif,  

b. Inovasi dalam pendekatan pastoral,  

c. Integrasi holistik dalam manajemen pastoral, Dengan 

mengembangkan inisiatif-inisiatif strategis dalam ketiga 

area ini, Gereja Katolik dapat memperkuat relevansi dan 

efektivitas manajemen pastoralnya di era modern, serta 

memastikan keberlangsungan pelayanan yang bermakna 

bagi umat di masa depan. 

(1) Kepemimpinan Transformatif 

Salah satu peluang utama dalam manajemen 

pastoral Gereja Katolik di masa depan adalah 

pengembangan kepemimpinan transformatif di kalangan 

para pemimpin gerejawi. Kepemimpinan jenis ini 

memainkan peran kunci dalam menggerakkan organisasi 

gereja menuju perubahan dan inovasi yang dibutuhkan. 

Menurut Bass, B. M., & Riggio, (2006), 

kepemimpinan transformatif dicirikan oleh empat 

komponen utama pengaruh ideal, motivasi inspirasional, 

stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Dalam 

konteks manajemen pastoral, komponen-komponen ini 

dapat diimplementasikan sebagai berikut 

a. Pengaruh Ideal  

Pemimpin gerejawi yang transformatif harus 

mampu menjadi teladan moral dan spiritual bagi umat. 
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Mereka menunjukkan komitmen yang kuat terhadap 

nilai-nilai Kristiani serta memiliki integritas pribadi 

yang tinggi (Avolio, B. J., & Gardner, 2005). Hal ini 

akan membangun kepercayaan dan keteladanan di 

kalangan umat. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Leung, A. K. Y., Chiu, C. Y., & Hong, (2020), 

Pemimpin dengan pengaruh ideal yang kuat dapat 

memotivasi umat untuk mengadopsi visi dan tujuan 

gereja secara sukarela. Mereka menjadi sumber 

inspirasi bagi transformasi organisasi gereja. 

b. Motivasi Inspirasional  

Pemimpin transformatif harus mampu 

mengkomunikasikan visi dan misi gereja dengan cara 

yang menggugah, sehingga dapat memotivasi umat 

untuk terlibat secara aktif (Avolio & Bass, 2002). 

Mereka mengartikulasikan tujuan yang bermakna dan 

menginspirasi umat untuk melampaui kepentingan 

pribadi demi tujuan yang lebih besar. 

 Yukl, (2013) menegaskan, Pemimpin dengan 

motivasi inspirasional yang kuat dapat mendorong 

umat untuk berkomitmen terhadap perubahan dan 

pembaruan yang diperlukan gereja. Hal ini menjadi 

katalisator bagi transformasi organisasi. 

 

c. Stimulasi Intelektual  

Pemimpin transformatif harus mampu 

mendorong umat untuk mempertanyakan asumsi lama, 

memikirkan masalah dari perspektif baru, serta 

mengeksplorasi inovasi dan solusi kreatif (Avolio & 

Bass, 2002). Mereka menciptakan lingkungan yang 

mendukung kreativitas dan pembelajaran organisasi. 

Menurut kajian, Pieterse et.al. (2010), Stimulasi 

intelektual dari pemimpin transformatif dapat 
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merangsang pemikiran kritis dan membuka wawasan 

baru di kalangan umat. Hal ini penting untuk 

menghadapi kompleksitas tantangan kontemporer yang 

dihadapi gereja. 

d. Perhatian Individual  

Pemimpin transformatif harus mampu 

memberikan perhatian dan dukungan individual 

kepada umat, serta mengembangkan potensi mereka 

secara personal (Bass & Riggio, 2006). Mereka 

mendengarkan dengan saksama, memahami 

kebutuhan umat, dan menyediakan bimbingan serta 

mentoring yang sesuai. 

Dalam studi yang dilakukan oleh (Pousa, C., & 

Mathieu, 2015), ditemukan bahwa Perhatian individual 

dari pemimpin transformatif dapat meningkatkan 

komitmen, kepuasan, dan kinerja umat. Hal ini 

mendorong rasa memiliki dan keterlibatan yang lebih 

besar dalam organisasi gereja. 

Implementasi kepemimpinan transformatif dalam 

manajemen pastoral Gereja Katolik dapat menjadi 

katalisator bagi perubahan dan inovasi yang 

dibutuhkan di era modern. Pemimpin dengan profil 

semacam ini dapat memimpin gereja menuju visi yang 

lebih visioner, pelayanan yang lebih bermakna, serta 

keterlibatan umat yang lebih dalam. 

(2) Inovasi dalam Pendekatan Pastoral 

Selain kepemimpinan transformatif, masa depan 

manajemen pastoral Gereja Katolik juga terbuka bagi 

inovasi dalam pendekatan dan metode pelayanan. 

Beberapa area potensial untuk pengembangan inovasi 

meliputi 
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a. Pastoral Digital  

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan 

peluang baru bagi Gereja untuk memperluas jangkauan 

pelayanan dan meningkatkan keterlibatan umat  

(Spadaro, 2014). Pendekatan pastoral digital dapat 

mencakup berbagai inisiatif, seperti Misa dan retret 

virtual, Aplikasi doa dan meditasi digital, Platform 

pembelajaran iman online, Komunitas virtual bagi 

kelompok-kelompok khusus. 

Menurut analisis Guzman, (2019), Pastoral digital 

memungkinkan Gereja untuk menjangkau audiens 

yang lebih luas, terutama generasi muda, serta 

menyediakan akses berkelanjutan terhadap konten dan 

pelayanan rohani. Namun, Gereja harus berhati-hati 

agar tidak mengorbankan dimensi sakramental dan 

kebersamaan komunal. 

b. Pelayanan Lintas-budaya  

Dengan semakin beragamnya populasi umat, Gereja 

perlu mengembangkan pendekatan pastoral yang 

responsif terhadap konteks budaya yang berbeda-beda 

(Bevans & Schroeder, 2011). Hal ini dapat mencakup 

Adaptasi liturgi dan bahasa ibadat, Pengembangan 

program katekese multicultural, Pelatihan kompetensi 

lintas-budaya bagi pelayan pastoral, Kolaborasi dengan 

pemimpin agama dan komunitas local. Seperti yang 

digarisbawahi oleh Donovan (2017), Pastoral lintas-

budaya memungkinkan Gereja untuk menjadi rumah 

yang benar-benar terbuka bagi semua orang, serta 

merayakan keragaman iman dan tradisi yang ada di 

tengah umat. 

c. Pastoral Kontekstual  

Selain responsif terhadap keberagaman budaya, 

pendekatan pastoral di masa depan juga harus mampu 
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menanggapi dinamika konteks sosial, ekonomi, dan 

politik yang terus berubah (Bevans, 2002). Gereja perlu 

mengembangkan program dan pelayanan yang Terkait 

langsung dengan permasalahan aktual umat, 

Mendorong keterlibatan sosial-politik yang konstruktif, 

Mempromosikan keadilan, perdamaian, dan kelestarian 

lingkungan. 

Stutzman, (2017) menegaskan, Pastoral kontekstual 

menghubungkan iman dengan realitas konkret 

kehidupan umat. Hal ini memungkinkan Gereja untuk 

menjadi agen transformasi positif di tengah 

masyarakat. 

d. Pastoral Partisipatif  

Untuk memastikan relevansi dan responsivitas 

pelayanan gereja, pendekatan pastoral di masa depan 

juga harus lebih partisipatif dan melibatkan umat 

secara aktif (Scharen, 2013). Ini dapat diwujudkan 

melalui Proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan yang partisipatif, Pemberdayaan dan 

pengembangan kepemimpinan awam, Penciptaan ruang 

dialog dan masukan dari umat, Kolaborasi antara 

pelayan pastoral dan umat beriman 

Menurut Scharen (2013), Pastoral partisipatif 

mendorong rasa memiliki, komitmen, dan keterlibatan 

yang lebih besar dari umat. Hal ini penting untuk 

memastikan bahwa manajemen pastoral tetap relevan 

dan sesuai dengan kebutuhan jemaat. 

Inovasi-inovasi dalam pendekatan pastoral seperti 

ini dapat membantu Gereja Katolik beradaptasi dengan 

lebih baik terhadap perubahan zaman, serta 

menyediakan pelayanan yang lebih efektif dan 

bermakna bagi umat di masa depan. 
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(3) Integrasi Holistik dalam Manajemen Pastoral 

Selain kepemimpinan transformatif dan inovasi 

dalam pendekatan pastoral, masa depan manajemen 

pastoral Gereja Katolik juga terbuka bagi integrasi holistik 

yang mencakup berbagai dimensi pelayanan gerejani. 

a. Integrasi Dimensi Spiritual dan Temporal  

Manajemen pastoral di masa depan harus mampu 

menyeimbangkan dan mengintegrasikan dimensi 

spiritual dan temporal dalam pelayanan gereja 

(Gaillardetz, 2015). Ini berarti 

1) Memastikan keselarasan antara visi rohani dan 

praktik organisasional 

2) Mengembangkan program yang menghubungkan 

iman dengan kehidupan sehari-hari 

3) Mendorong keseimbangan antara aktivitas liturgis 

dan sosial-kemasyarakatan 

Menurut Gaillardetz (2015), Manajemen pastoral yang 

holistik memastikan bahwa dimensi spiritual dan 

dimensi temporal saling memperkuat satu sama lain. 

Hal ini memungkinkan Gereja untuk menjadi tanda dan 

alat transformasi yang efektif di tengah masyarakat. 

b. Integrasi Pelayanan Kategorial  

Dalam menanggapi kebutuhan umat yang semakin 

beragam, manajemen pastoral di masa depan juga harus 

mampu mengintegrasikan berbagai bentuk pelayanan 

kategorial, seperti 

1) Pelayanan keluarga, pemuda, lansia, difabel, dan 

kelompok rentan lainnya 

2) Pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan 

lingkungan 

3) Pelayanan konseling, pendampingan, dan 

pengasuhan pastoral 
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Menurut Osmer (2008), Integrasi pelayanan kategorial 

memungkinkan Gereja untuk menjangkau seluruh 

spektrum umat dan memenuhi kebutuhan mereka 

secara holistik. Hal ini mendorong pengembangan 

komunitas yang semakin inklusif dan terpadu. 

c. Integrasi Pelayanan Liturgi dan Diakonia  

Manajemen pastoral masa depan juga harus mampu 

mempererat ikatan antara dimensi liturgis dan dimensi 

diakonia atau pelayanan sosial (Chauvet, 1995). Ini 

berarti 

1) Menghubungkan perayaan liturgi dengan aksi 

nyata di bidang keadilan dan kasih 

2) Mendorong partisipasi umat dalam ibadat dan 

keterlibatan sosial-kemasyarakatan 

3) Memperkuat sinergi antara sakramen, katekese, 

dan aksi transformatif 

Seperti yang digariskan oleh Chauvet (1995), Integrasi 

antara liturgi dan diakonia memungkinkan Gereja 

untuk mewujudkan imannya secara utuh, serta 

menjadi sakramen kehadiran Kristus di tengah dunia. 

Integrasi holistik dalam manajemen pastoral seperti ini 

dapat memastikan bahwa Gereja Katolik mampu 

merespons tantangan zaman secara komprehensif, 

serta menjadi sakramen keselamatan yang lebih efektif 

bagi umat dan masyarakat.
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BAB XI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah melewati pembahasan yang panjang dan 

mendalam tentang berbagai aspek manajemen pastoral Gereja 

Katolik dalam buku ini, pada bab terakhir ini kita sampai pada 

kesimpulan global tentang tema yang vital ini. Merangkum 

seluruh uraian sebelumnya, ada beberapa poin inti yang dapat 

disimpulkan. 

a. Pertama, manajemen pastoral Katolik pada hakikatnya 

bertujuan membantu perwujudan missio Dei, yakni misi 

Allah sendiri di dunia ini. Gereja hadir bukan untuk dirinya 

sendiri, melainkan untuk melanjutkan karya penyelamatan 

yang digerakkan Allah Bapa melalui Yesus Kristus dalam 

kuasa Roh Kudus. Misi Gereja adalah missio Dei. 

b. Kedua, visi pastoral yang menyeluruh diperlukan agar misi 

ilahi ini dapat diwujudkan secara efektif. Manajemen pastoral 

mencakup seluruh dimensi kehidupan dan pelayanan Gereja 
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dari pemberitaan Sabda dan perayaan sakramen, 

penggembalaan umat, pelayanan amal, hingga pengelolaan 

sumber daya Gereja. Semuanya harus terintegrasi dalam satu 

gerak dinamis. 

c. Ketiga, inkarnasi merupakan paradigma sentral yang 

menjiwai pastoral Katolik. Sebagaimana Sabda yang menjadi 

daging, Gereja dipanggil untuk mewujudkan kasih Allah 

secara konkret dalam sejarah manusia. Pelayanan Gereja 

harus sampai menyentuh, menopang dan menghidupkan 

realitas kemanusiaan. 

d. Keempat, dimensi eskatologis juga penting diperhatikan. 

Gereja melangkah menuju pemenuhan Kerajaan Allah 

eskatologis. Manajemen pastoral harus mengantisipasi dan 

mempersiapkan masa depan, dengan tetap berpijak pada 

nilai-nilai Kerajaan Allah. Stabilitas dan fleksibilitas harus 

seimbang. 

e. Kelima, prinsip-prinsip dasar pastoral seperti partisipasi 

umat, inkulturasi iman, solidaritas, subsidiaritas dan lain-

lain tetap relevan untuk dihidupkan. Penerapannya perlu 

disesuaikan dengan tanda-tanda zaman, agar pastoral 

senantiasa tanggap. 

f. Keenam, kolaborasi antara hierarki dan awam menjadi 

keniscayaan. Para imam, diakon, religius dan awam, dengan 

karunia masing-masing, wajib bekerja sama secara harmonis 

demi misi Gereja. Masing-masing mempunyai otonomi dan 

tanggung jawab sesuai prinsip subsidiaritas. 

g. Ketujuh, sentralitas Ekaristi dalam kehidupan Gereja. 

Ekaristi sumber dan puncak seluruh aktivitas Gereja. 

Semangat, gaya dan tujuan pastoral harus lahir dari misteri 

Ekaristi. Ekaristi memastikan bahwa misi tetap berpusat 

pada Kristus dan kerja RohNya. 

h. Kedelapan, pentingnya membangun manajemen berbasis 

data dan bukti. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
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pastoral memerlukan data dan penelitian, agar intervensi 

pastoral tepat sasaran dan efektif. Manajemen pastoral 

profesional memanfaatkan analitik data. 

i. Kesembilan, urgensi keterbukaan terhadap dunia 

kontemporer. Gereja perlu memahami dan mengkritisi 

budaya modern, menyerap unsur-unsur positifnya, dan 

menyaring yang bertentangan dengan Injil. Dunia adalah 

lahan misi Gereja. 

j. Kesepuluh, tantangan-tantangan serius yang dihadapi 

manajemen pastoral masa kini, seperti sekularisme, krisis 

iman dan panggilan, skandal seksual, dan lain-lain. Pastoral 

di masa depan harus responsif menghadapi problem-problem 

aktual umat. 

Itulah 10 hal penting yang dapat disimpulkan dari 

pembahasan panjang lebar tentang manajemen pastoral Katolik 

dalam buku ini. Tentu masih banyak nuansa dan rinciannya 

yang perlu didalami. Namun kiranya 10 poin di atas cukup 

menggambarkan tentang essensi dari manajemen pastoral Gereja 

Katolik sesuai tuntunan Roh Kudus di era kontemporer ini. Mari 

kita tekuni lebih jauh panggilan untuk melaksanakan missio Dei 

ini dengan semakin efektif dan setia. 

 

B. REKOMENDASI 

Setelah menyimak berbagai pembahasan dan pandangan 

mengenai manajemen pastoral Gereja Katolik dalam buku ini, 

pada sub-bab terakhir ini penulis ingin mengajukan beberapa 

rekomendasi praktis yang mungkin dapat menjadi bahan 

pertimbangan ke depan. Tentu saja ini tidak dimaksudkan 

sebagai formula baku, melainkan sekadar sumbang pemikiran 

untuk memperkaya wacana seputar upaya perbaikan pastoral 

yang terus-menerus diperlukan. 
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a. Pertama adalah memperkuat basis teologis dan spiritualitas 

para gembala dan pemimpin umat. Benih-benih krisis dan 

problematika pastoral banyak yang berakar dari melemahnya 

fondasi iman dan kerohanian pelayan-pelayan Gereja. Maka 

program revitalisasi teologi dan spiritualitas para imam, 

biarawan-biarawati, dan kaum awam aktif menjadi sangat 

urgen. 

b. Kedua, menggiatkan dan memperluas keterlibatan awam 

dalam manajemen gerejawi. Selain hakikat gerejawi umat 

sebagai bagian dari imamat Kristus, keikutsertaan awam juga 

akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi 

pengelolaan sumber daya Gereja. Perlu keberanian untuk 

merevitalisasi struktur gerejawi yang terlalu klerikal. 

c. Ketiga, mengembangkan pastoral yang inklusif dan peka 

gender. Suara dan peran perempuan perlu didengar. 

Kelompok minoritas dan marjinal difabel, LGBT, pecandu, 

tunawisma dan lain-lain juga perlu diterima tanpa 

diskriminasi. Model kepemimpinan pastoral yang lebih 

egaliter dan demokratis penting dibangun. 

d. Keempat, pemetaan kontekstual potensi dan masalah umat di 

setiap wilayah. Data empiris tentang realitas sosial, ekonomi 

dan budaya umat sangat diperlukan agar program pastoral 

dapat dirancang dan dievaluasi secara cermat dan efektif. 

Penelitian lapangan pastoral mendesak dilakukan. 

e. Kelima, inkulturasi Injil ke dalam konteks budaya lokal yang 

otentik. Agar iman dihayati secara kontekstual, unsur-unsur 

positif seperti bahasa, kesenian, adat istiadat setempat perlu 

diintegrasikan dalam praksis dan liturgi pastoral. Jadi 

inkulturasi bukan sekadar dekorasi. 

f. Keenam, peningkatan profesionalisme pastoral melalui studi 

lanjut dan pelatihan berkelanjutan. Para pelayan Gereja perlu 

terus mengasah kompetensi di bidang teologi, manajemen, 
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konseling, homiletika, dan keterampilan pastoral lainnya. 

Kerja sama dengan para ahli sangat dianjurkan. 

g. Ketujuh, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan 

media sosial untuk aktivitas pastoral. Selain website dan 

media sosial resmi gereja, para gembala juga perlu aktif 

mengisi konten positif di dunia maya untuk penginjilan dan 

pewartaan. Tetapi dilakukan bijak agar tidak kontraproduktif. 

h. Kedelapan, konsultasi dan kerja sama lintas iman dan agama 

dalam isu-isu sosial. Masalah kemiskinan, keadilan, 

kesetaraan gender, perdamaian, lingkungan dan lain-lain 

adalah pergumulan bersama umat beriman. Dialog dan 

kolaborasi aktif dengan lintas iman penting untuk 

mewujudkan peradaban kasih. 

i. Kesembilan, revitalisasi katekese dan pendidikan teologi bagi 

umat awam. Katekese perlu dibuat lebih interaktif dan 

kontekstual. Kelompok-kelompok studi Alkitab dan teologi 

bagi awam juga perlu digalakkan di berbagai lingkungan, 

untuk pematangan iman yang bertanggung jawab. 

j. Kesepuluh, spiritualitas diakonia yang kuat. Semangat 

melayani yang ikhlas, penuh bela rasa dan pengorbanan 

perlu menjiwai setiap pelayan Gereja. Sebab iman yang sejati 

selalu terwujud dalam karya kasih dan keadilan bagi sesama, 

terutama yang menderita. 

Itulah 10 rekomendasi tambahan untuk memperkuat 

manajemen pastoral Gereja Katolik. Tentu masih banyak lagi ide 

dan inisiatif baru yang bisa digagas. Yang penting, seluruh 

upaya pembaruan pastoral harus dilakukan dalam semangat 

ketaatan pada Kristus Sang Gembala Agung dan bimbingan Roh 

Kudus, demi semakin mewujudkan misi Allah yang mulia di 

tengah dunia ini. Kiranya buku ini bisa menjadi pemantik bagi 

diskusi lanjutan guna penyempurnaan pelayanan umat secara 

holistik dan otentik. 
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